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- BAB I

PEIQDAI&U IJAN

Masalah ?okok

Pelaksanaan yang ba1k darl hukuﬁ écara pidana 1alm1.
_pelaksanaan yang.sedapat mung kin bisa - ﬂ@djamln.peﬁg;:
:hukLman set1a§ oramg yang bersalah dan mencegah janganl_
;sampai seseorang yana %1dak bersaiah menjadl korbani 
aniaya dan atau kesewenang-wenangan. Pelaksanaan demlkl_
an merupakan bagian dari tuntutan kebutuhan spiritui;i 
'waféé.ﬁasyarakat dan bangsa Indonesia, één oleh sebab:

'itﬁ'mﬁtlék perlu dalam rangka usaha membangun manusié*'
Indeonesia seutuhnya dank warga masyarakat Indonesia
seluruhnva.

"Untuk dapat merealisir adanya pelaksanaan yang
baik dari hukum acara pidana, perlu peraturan perundang
undangan yang cukup Jjelas dan cukup menjamin perlindung
an yang Sseimbang antara kepentingan masvarakat di satu
pihak dan kepentingan tersangka ataupun terdakwa di
lain pihak. Di samping itu dan merupakan faktor yang

sangat panbing..ialah adanya . aparat.pensgak..hukun. vang

bermental mengayomi dan dapat memahami fingsi, tugas
dan tanggung jawabnya sebagai Dellﬁdung dan pembina ke~
amanan dan ketertiban masyvarakat. Selain faktor- faktor

tersebut, beberapa faktor lainnya tentu diperlukan, se-




'fperti-fasilitasTdénﬁ?daqyaVpartisipaﬁifakiﬁﬁ,daxifmaéff~

 fﬁ5yarakat sendlrl.Hng.hV.r

'”hambatan yang perlu dlcarl jalan pemecahannya.

m:. acara

1bahwa pemerlntah sekarang 1n¢_telah nenaruh perhatlant

khusus terhadam masalah masaTah dlmaksud' dan sejalan”ﬁ 

'idengan Derhat¢an khusus 1Lu pemerlntahpun telah melakum'

:”kan berbagal"usaha nyata._Namun demlk;an;belum dapat

aikatakan masalahﬂmasalah tersebut telah_ﬁérselesaikan

 secara tun;as.

Membangun suatu negara berdasarkan bukun adalah
ide mulia bangsa Indonesia yang digariskan beberapa
puluh tahun vang lampau. Kadar buruknya negara hukum

itu lazim diukur dengan bagaimana hukum itu ditetapkan

- dalam opraktek, seperti apakah pengetrapannya memper-

hatikan segl-segl kesusilaan, kescopanan dan perikemanu-
siaan, ataukah di dalamnya terdapat peradiian yang
obyektif, cepat, tepait dan biaya ringan.

Tujuan darli penegakan hukum seperti vyang kita

et ahni, adalah eisatin jashas AdAal=am mencintakasn  siiassng

tertib, aman dan tentram dalam masvarakat, baik vang
merupakan penindakan setelah terjadinya pelanggaran

hukum, atau baik yvang preventif maupun yang represii.

Kembali kepada pelaksanaan hukum acara pidana,

Diékui '”




'masalahwmasalah vang dijumpai dalam pelaksanaannya se-

'. karang ini terletak terutama dalam bldang perundang—

'  kum sendlrl (dalam ha?_;n%iyplgg;,[qaksa_§anﬂﬂag;m).
B;lamana undang—undang yang henﬁédi désar.hukﬁm kuﬁang
ISésuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup
~bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum
tidak akan'mencapai sasarannya.

'Di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1578 tentang
Garis-garis Besar Haluan XNegara, vang antara lain me-
nyebutkan : "Pembangunan dan pembinaan bidang hukum di-
arahkan agar mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan
tingkat Kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga
dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukuﬁ dan
memperlancar peiaksanaan pembangunan”,

Dalam rangka pelaksanaan Tap MPR HNomor IV/MPR/
1978, pada tanggal 12 September 197% oleh.pemerintah di
sampaikan Rencana Undang-Undang tentang Hukum A&cara
Pidana kepada DPR untuk mendapatkan persetujuannya dan
dapat disahkan menjadi undang-undang.

Serelash mencaalami,..Siiarn DEOSeS. ALANg..Dandang-~akhis

'   undcngan dan bmaang Vang menvangkut aparat penegak hum

nya Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu di-
sahkan cleh sidang paripurna DPR pada tanggal 23 Sep-

tember 1981, kemudian Presiden mensahkannyva menfjadi

undang-undang pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama




KITAE UNQANG UND NG HGKUM ACARA PIDAN%_{Undana undang

w'~fNomor 3209)

:ﬁf,'Dengan.berlahuﬁya KUBAp sejak tanggal 31 Desember: f

21981 : maka klta telah memnunyal sebuah undanc unéang

Vang mengatur tata Céra pelaksanaan_hukum pidana materi
il Vang lahlr dalan alam kemerdekaan nusa.. dan bangsa
“kita. Hukum acara pldana vang sesuéw dan selaras dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
| Bila@ana dibaﬁd;ngkan dengan HIR (Herziene Inlandsh
Reglement), ﬁaka KUHAP inl lebih mementingkan perlinau«
ngaﬁ terhédap harkat dan martabat manusia, adanya per-
hatian yang lebih ditonjolkan dan dihermatinyas hak-hak
 asasi manusia. k

Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan
agar para aparat penegak hukum ménjalankan tugasnya se-
cara kKonsekwen, maka KUHAP membentuk suatu lembaga baru
yang dinamakan praperadilan.

Bila kita lihat beberapa inovasi yang #ercantum

dalam KUHAP, ternyata ai dalam KUHAP banvak hal-hal

. Nomor .8 . zahun 198l; Membara Negara l98l Nomor 76 LN,:

vang. menarik unink dilakukan pembahasan . iferuisama. me-
ngenai beberapa hal vang merupakan inovasi dibandingkan

dengan HIR. Pada kesempatan ini penullis hanva akan mem-

"

bahas salah satu inovasi dalam KUHAP, vakni massalah

Praperadilan.




"Ppkok;pérmasaléban_yangﬁme;upaﬁan_inti3pembah§5an 
'fdari-ékripsi3ini,1yanglmenjadi_maéalahjpeftama-adalaﬁ,-

- yakni mengenai  praperadilan  agar .ditemukan pikiran-

pikiran desar diintrodusiraye lembaga praperadilan imi..
‘seningga dapat dengan jelas bisa diketahui alasan-alas-
 an hadirn?a lembéga :pfaperadiian ini  di ﬁalam Hukum
-~a;araupid§na kita.:Dengan~d;ke£ahui-secara jelas pokok

:pikiran yéhg terkandung.yéﬁg ménﬁédi alésan dilahirkan

praperadilan, maka diharapkan apa ~vang terwujud di
dalam pelaksanaan hukum acara pidana, akan sesuai
déﬁgan.ppkbk_pikiran vang dipakai sebagail landasan se-
mula.

Masalah lainnya yailtu, apakah sebenarnya yang di-
maksud dengan praperadiian yang terdapat dalam KUHAP,
Perbicaaraan mengenai masalah praperadilan ini +idak
dapat dihindari dari suatu pembahasan tentang apa ﬁugas
dan bagaimana susunan praperadilan, siapa saja vyang
dapat mengajukan praperadilan, bagaimana cara mengaju-
kan dan diajukan kemana, dan apakah putusan praperadil-
an dapat dimintakan upaya-upaya hukum, baik upaysa hukum

hiasa . malkoun..luar.hissa.?

Selaln masalah di atas, masalah lainnva vaitu me-
ngenai sejauh mana wewenang hakim vang terdapat dalam

praperadilan tersebut, baik mengenai sah atau tidaknya

penangkapan/penahanan, sah atau tidaknva suatu penghen-




tian penuntutan, serta mengenai penetapan ganti kerugi-

~an rehabilitasi. Sejauh mana wewenang praperadilan ter-

h'ada:p'. : teé:jaciinya _p_eiangga.ré.né;pela.nggaran . 'dalam "pe_lak_- S

'~ sanaan penggeledahan badan; penggeledahan - tempat; pe-

‘nyitaan barang serta tentaﬁg_pémbukaan surat-surat ?

| Adalah sesuatu vang luhur dan mulia makna praper-—
adilan-yang terkandung dalam-ketentuan KUHAP, Yang men-
“jadi masalah ialah, mengapa permchonan praperadilan se-
ring bahkan pada umumnya mengalami kegagalan ? Sebutlah
penyidik yvang dengan itikad baik mengingat sumpah jabat
an berbuat salah dalam tugasnva, adalah wajar. Ia ter-
golong manusia vang tidak luput dari kesalahan.
Mau dan mampukan kita menerima itu sebagai manusia
biasa yang ditakdirkan Tuhan sebagai makhiuk yang tidak
sempurna ? Perancang hukum acara pidana tentunyé me-—
mahami k@terbatasan.baik manusia aparalt penegak ﬁukum
juga materi hukum, sehingga berbkijaksana menetapkan
lembaga praperadilan dalam KUHAP. Yang menjadi pertanva
an, apa sebab dari sekiean banvak permohonan praperadil-

an, langka yvang dikabuikan ? Mungkinkah, antara sesama

Ananab.-penegal.bukbun..afdaesenancah.estl s akantl. RBulean
& oy = p= == " *

kah masing-masing sudah tegas bidang dan wewenangnvya 7.

Sebagai suatu lembaga baru, vang melindungi hak-

-

hak asasi manusia tentunva banyak pencari keadilan vang
menaruh harapan terhadap lembaga praperadilan. Bagai-

mana pelaksanaan praperadilan dalam praktek sehari-

PEEPIUST AR A M
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hari ? Apakah sudah berjalan sesuai dengan peratuan-

peraturan -yang ada ? Dan apakah peraturan-peraturan

‘wvang mengatur praperadilan sudah mengatur secara. ter-
&N : 1L praper menga . :

~ perinci dan jelas 2

Masalah berikutnya adalah, bagaimana pelaksanaan
putusan praperadilan, apakah pelaksanaan putusan pra-

peradilan sudah berjalan lancar ? Dan apakah hal ini

‘sudah diatur dalam KUHAP atau peraturan-peraturan pe-

laksana KUHAP 7

Dari hal-hal yang diketengahkan di atas, jelaslah
bahwa hukum acara pidana dewasa ini belum sepenuhnvya
bebas dari hambatan atau masalah-masalah, hal mana vang
membuat tertarik penulis untuk memilih judul skripsi
ini vyaitu, "MASALAH PRAPERADILAN DI INDONESIA DALAM

TEORI DAN PRAKTEKY,

B. Metode Penulisan
Dalam pembuatan skripsli pada umumnya diperlukan,
cara atau metode penelitian untuk mendapatkan data se-

bagai Dbahan pembahasan, sedangkan data itu sendiri

P e IS

2 B O o WP = o = S |
o e e = R

S prya e o e = Fioma™
a. Data yang diperoieh secara langsung dari sumber

nya valtu dengan melakukan riset lapangan.

-’

o

Data yang diperoleh secara tidak langsung, vai-

tu dengan cara melakukan riset kepustakaan yvang




 aﬁtara lain dapat.berﬁpa buku bkacaan, karangan
~ilmiah atau pendapat-dari para sa:jaha;dén per-
'g"éﬁuﬁéﬁ:perundang$ﬁ yang édé hubﬁnéaﬁﬁ§a dengan
'Déﬁikiag.?ula‘halnﬁé.éengan metode @eﬁulisan vang
penulis lakukan dalam pembuatan skripsi ini, yaitu me-
ITiputi-: |
| é. Déta vang penulis peroleh secara.langsung ada-
lah dengan cara, riset ke Pengadilan Negeri.
Penulis lzkukan dengan cara membaca berkas per-
kara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Ne-
geri, vang berhubungan dengan masalah yang di-

béhas. Juga penulis gunakan metode yang cukup

mudah dap praktis yaltu dengan cara mengadakan .

wawancaré {interview) secara langsung dengan
pejabat vang bersangkutan. Untuk itu penulis
melakukan riset di Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

b. Sedangkan data vang penulis percleh secara ti-

dak langsung, penulis ambil dari perpustakaan
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atau pendapat-pendapat dari para sarjana, surat
kabar, majalah, menglikuti seminar dan peraturan

perundang-undangan vang Kesemuanva ada hubuhgan

nya dengan masalah vang akan penulis bahas.




 §&58&§& datamdaté ini éikumpuikan secaré.bertahap
ﬁmenﬁ?ut urgen51 dan xelevans&nya dengan judul penulwsan
: skr1ps1 @1 mana has;l pepgumpu1an daua 1n1 dlolah me-—
fffnurut urutan masalah yang d;bahas dengan ﬁembandlng;-
 :baﬂd1ngkaﬁ seluruh data vang terkumﬁu kemudlaﬁ ditata

.megurut Keperluan dan urgensinya serta relevansinva.

.fC. Pambabékan Skripsi

o Sebelum penulis menginjak pada masalah pembahasan
'_atau masalah vang seb@narnya, aka alangkah baiknva
kalau dalam nal ini penulis uraigan teriebih dahulu
.sistematika skripsi vang  bértﬁjuan untuk memperolieh
sedikit gambaran yang lebih jelas dalam skripsi ini.
Maka sitematikanya mengenai masalah skripsi ini dibagi
dalam lima bagian yaitu sebagai berikut

-Bab I. Pendzhuluan.

Pada bab yang pertama ini diuraikan mengenai
masalah pokok, metode penulisan serta pembabak
an skripsi.

BAb II. Penulls mencoba memaparkan "Pembaharuan Hukum

i =T oS 2 Wy B NS, B DS 0 W £ o W0 0 WS LTI 2 e e S
¥ % G e T R TG

dibagi dalam duabagian yaitu
a. Sejarah Pembentukan KUHAP Undang-Undang
Mo.8 Tahun 1981, : -

b. Hal-hal vang bparu di dalam UU No.8 Tahun
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1981 tentang KUHAP
Akan dlbahas mengenal “Praperadllan yang dl—jf

:fﬁatur dl dazam KUHAP“ vang penguralannya dlb391 

'jdalam delapan N“dehgan jura1anQ”

'.L;ﬁengenal pengertlan pfagérédéian kemudlan me-
Inyﬁsul uralan tentang tugas déﬁ éusﬁnan éra—
“peradllan serta plhak plhak yang dapat meng—-;
fajukan praperadllan ‘dilanjutkan dengan uraian
 teﬁtaﬁg .pejabat Yéng dapat :diajukan dengan
praprédi;an,_ialu_uraian tentang acara peme-
' rik$aan prapéradilﬁn, jﬁga uraiaﬁ_tentang isi
putusaﬁ praﬁeradilan dan peléksanaan putusan
praperadilan dan diakhiri dengan uraian ten-
tang.upaya hukum terhadap putusan praperadilan
kesemuanva dikalitkan dengan bagaimana di dalam
prakteknya sehari-hari.

Memuat uraian "Wewenang hakim dalam praperadil
an', yang meliputi masalah permintaan prapéru
adilan atas sah atau tidaknya suatu penang-

kapan atau penahan, Kemudian menyusul uraian

s, P |
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suatu pengherntian penyidikan atau penghentian
pentuntutan dan direhabilitasi vang meniadi

wewenang hakim praperadilan. Kesemuanyva~ juga

menguraikan mengenal praperadilan dalam pelak-




;sanaannya ai Pengadilan Negerl Jakarta Pusat o

'_Jakarta Seiatan yaltu dengan member;kan contoh'

V_fhasus vang.helah dlpuhus oleh Pengadilan ﬂe~]:”

L gerl.-

Bab vang keiima ini adéiaﬁibéb £érakﬁir; &é;.
fupakan bab ?enutup vang di dalamnya akan di-
~kemukakan kesimpulan dan saran-saran dari hal
hal yang dipermasalahkan. Diharapkan agar mem-
berikan sedikit gambaran yang menyeluruh atas -
masalah-masalah vyang dibahas dalam skripsi

ini.




BagB 'II

- PEMBABARUAN BUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

:a.:Sej;?ah QembentukanJKitab.Undangéﬂhdané.ﬁukﬁﬁ_Acara 
Pidana Undanngﬁdang Nomeor 8 Tahun 1881

Setelah -lahirnya Orde Baru, terbukalah keseﬁpatan
vang lapang untuk membangun di segala segi kehidupan.
‘Tidak k@finggalan pula pembangunan di bidang hukum.
Puluhan undang-undang telah diciptakan, terutama merupa
kan pengganti peraturan warisan kolonial.

Suatu undang-undang hukum acara pidana nasional
vang modern sudah lama didambakan semua orang. Dikehen-
daki suatu hukum acarapidana vyang dapat memenuhi ke-
butthan hukum masyarakat dewasa 1ini yang sesuai dan
selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

Sejalan dengan politik hukum nasional kita yang
menghendaki diciptakannya hukum nasional yang mempunyail
ciri kodisfikati dan unifikatif hukum di Dbidang-bidang

tertentu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945, maka lahirlah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 ten-
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Undang Hukum Acara Pidana {KUHAP) dimuat dalam L.N., Ta-
hun 1981 MNe. 76 dan TLN Ho.3029, vang dengan itegas men-—
cabut HIR (8. 1941 No.44) Jo Undang-Undang No.l Drt.
Tahun 1951 (L.N. Tahun 1951 No.59 dan TLN No.Bl) sepan=-

iz




'jang Vang mengatur hukum .acara. pldana

Untuh mamberl gmmbaran yang ?eblh jelas tentang'='”

¥hﬁkum acara pzdaﬂa yang berlaku dz Indone51a balklahj.f
*_,idlﬁlnjau séjenak segarah daﬁ perkembangan hukum acara;*;
 p1dana, sebelum berlakunya KlLab Undang Undang Hukum
| Acara Pldana (BUHAP) . |
“Sukarlah dapat dlmenggyti'k@adaan sekarang dengan
‘bailk, tanéé_menengo& ke belakang walaupun. K sejenak bukan
kah orang mengatakan, bahwa "Hari sekarang adalah ke-
marinnya hari esok". Dalam hubungan itu Prof. Oemar Seno
Ad3ji, SH mengatakén bahwa keadaan sekarang semestinya
merupakan suatu penutup dari keadaan vyang lampau, me-
reka merupakan suatu rangkalan vang tak terlepas dan
tidak‘terpisahkan satu sama lain.l}
Sebagaimana diketahui sebelum berlakunva KUHAP
(UU No.8 Tahun 1%81) hukum acara pidana yang meniadi
dasar bagil pelaksanaan hukum acara dalam lingkungan per
adilan umum adalah Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 yang dalam bahasa Indo-

nesia dikenal dengan nama Reglement Indonesia yang Di-

3 b3 : A Tk
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Berlakunyva HIR tersebut didasarkan atas Undang-

l)Suryono Sutarto, SH, "Hukum Acara Pidana", di-
kutip oleh Dijcke Prakoso, SH, Masalah Ganti Rugi dalam

KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 17,




Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, vang daliam pasal & avat
_(l} dinyatakan ahwa HIR $eberapa'mungkin harus diambil
sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh
éempéfpengadilan.dan”kejékéanéan-Naée#i'dalam wilayah
Republik indonesia# kecuali atas beberapa perubahan
dan tambahannya. Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951
itu dimaksudkan untuk mengadakan Unifikasi  hukum acara
'pidana, yéhg sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana
bagi Landraad dan hukum acara pidana bagi Raad Van Jus-
titie.

Dengan menengok sejenak ke arah masa lampau, maka
adanya dua macam hukum acara pidana itu, merupakan se-
mata-mata akibat dari perbedaan peradilan bagi golongan
penduduk Bumi putera dan peradilan bagi golongan bangsa
Eropa di zaman Hindia Belanda, yang masih tetap diper-
tahankan, walaupun ReglementIndonesia yang lama (Staéts
blad Tahun 1948 Nomor 16} +telah diperbabarui dengan
Reglement Indonesia yang dibaharuil {RIB), karena tujuan
dari pembaharuan bukanlah dimaksudkan wuntuk mencapal

satu kesatuan hukum acara pidana, tetapi hanya ingin

meningkatkan nuxum.acara prdara eyt Read Ve Fustities

Selanjutnva dapat dikatakan di sini, bahwa pemben-
tukan Inlands Reglement kemudian menjadi HIR itu tidak
terlepas pula daripada usaha Belanda membenahi peratur-

an hukumnya setelah terlepas dari kekuasaan Perancis. .
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Iniands Reglement vang lahir pada tanggal 1 Mel 1848

itu merupakan penerusan dari paket perundang-undangan

- Belanda tahun lBSBIf?ada masa itu golongan legls, vyaitu

.;,:gélbﬁggg.yang memén@gﬁg_segala"bentuk hukum seharusnya

dalam bentuk undang;undang sangat kuat di negeri Belan-
da. Berdasarkan asas konkordansi, maka paket perundang-
undangan baru itu hendak diberlakukan pula di Indonesia

Pada zaman pendudukan Balatentara _Jepang. tahun
1841 hukum acara pidana pada pokoknya masih berlaku
"Herziene Inlands Reglement”, "Landgerechtsreglement"
dan "Rechtsreglemen voor de Buitengewesten", Berlakunva
peraturan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 1,
tanggal 7 Maret 1942 yang dalam pasal 3 ditentukan bah-
wa "semua badan~badan pemerintahan dan kekuasaannva,
hukum dan Undang-undang dari pemerintah vyang dahulu,
tetap diakuil sah.bagi sementara waktu, asal saja tidak
bertentangan dengan aturan Pemerintah Militert®.

Pada =zaman Republik Indonesia merdeka tahun 1945
pada hakekatnya tidak banyak mengalami perubahan dalam

hukum acara pidana. Namun demikian “diadakan Landge-
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adilan dalam tingkat pemeriksaan kedua dari perkara-
perkara pidana vang diputus oleh Pengadilan Negeri,

yaitu daerah-daerah vyang selama dan sesudah perang

kolonial ke satu dan kedua dikuzsal oleh Pemerintah




Belanda.
: Selanjutnya pada zéman Republik Indongsia Serikat,
"Landrechter” menjadi Pengadilan Negeri dan "Appel-
-fxraéé?_mehjadi Paﬁ§adilah;Tinggib%@S%ai dengan peraturan
aalam.déerah—daerahrRépublik Inﬁonesia vang tidak per-~
nah dikuasai oleh Pemerintah Belanda.

Berlakuﬁya HIR {Stbl.1941 WNo.41l) wuntuk seluruh
Indonesia rberdasarkan Undang-Undang No.l Drt. Tahun
1951 disamping dimaksudkan untuk mencapai kesatuan
susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan
sipil, Jjuga hapuskan beberapa pengadilan. Namun ke-
tentuan yang tercantumdi dalamnya ternyata belum cukup
memberi jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia sebagazimana wajarnya cdimiliki oleh suatu negara
hukum, oleh karena itu demi pembangunan di bidang hukum
acara pidana, maka Reglemen Indonesia vyang Dibaharuil
(RIB) Staatsbiad Tahun 1941 dNomor 44, Lembaran Negara
Nomor 9, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 81 dan be-
berapa pasal yang memuat Kketentuan acara pidana dalam

Undang~undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 serta peraturan

petasaraannye gy pereturen - perunG e ng - g e g R R Togpipy
sepanjang hal itu mengatur hukum acara pidana dicabut
dan diganti dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Undang-undang No. 8 tahun 1981} vyang mempunyail &iri

kodifikasi dan unifikasi berdegarken Pancasila dan Undang
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Undang Dasar 1945,

Sebagalnana dlkeuahUl huLum ‘acara pldana yang ada
' sebelum dlundangkannva KUHAP (Unaaﬂa undang No 8/3981)
' ;L1dah hanya dlketenukan dl dalam. Reg?ement Indone51a_
yang dibaharul {Stbl Tahun 1941 No.44), tetap;-t@rsebar
dalam peraturan perundangwundangan di luar RIB.

Peraturan perundang-undangan iain yang memuat ke
"tentuan—kéfentuan acara pidana antara lain :

1. Undang-uﬁdang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Undang-
undang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Kepolisian.

_3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Undang-
undang Pokok Kejaksaan.

4, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan
Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

5., Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengu-
sutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekono-

mi.

o

Undang-undang Nomer 3 Tahun 1971 tentang Pemberantas

s endalePrdana-orap gt
7. Undang--undang Nomor 11 Pnps 1863 tentang Pemberan-
tasan Subversi.
Peraturan perundang-undangan tersebut di atas,

baik vang berasal dari zaman (RIB) maupun yang ada se-




.'spéah Indonesia merdeka tahun.l945 yang;memuat_ketentum

~;aneketentuaa;hukgm3acara"pidana*ternyatawbelum_me:upa~

'i  ﬁ ;é§£ﬁ__keéa%ﬁaﬁ ;ﬁukum'ﬂf(ﬁnifikasi§ @:{é¢ara,Lpidépé;;'
zﬁfffT§£§n i9gi;?5é$?berlakun?éuénéka rééam ketégfﬁén
'agaﬁé éidaﬁa itu ménimbulkan pula penaf;iran yang.ber—
;_beda—b@da-tentang s£a§us dan kekuatan berlakunva.
o  ;Pena£siran ?aﬁg beraneka ragam ifu sudah tentu
akan menghambat pelaksanaan tugas penegakan hukum pi&a—
na, sehingga terjadilah kesimpangsiuran dalam pelaksana
annya.. |
:'Hal ihi oleh bekas Kapolri Jenderal Polisi Prof.
Dr. Awaluddin Djamin, MPA dinyatakan, Dbahwza "kurang
meﬁguntungkan apabila dipandang dari segl ketertiban
dan Kkepastian hukum dalam kaitannva dengan hak-hak
asasi pencari keédilan dan dari segli penerapannya dalam -
praktek."Z)
Dari wuralan tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa hukum acara pidana yang termuat dalam HIR ter-

nyata <tidak dapat memenuhi aspirasi rakyat Indonesia
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1945 dan disamping itu HIR menimbulkan penafsiran vang
beraneka ragam mengenal status dan kekuatan berlakunvya.

Hal ini tentu tidak tercapainva kepastian hukum. .

2)Ipid.. hail. 28.




".; hgaﬂ Hukum Na51OﬂaL belah éltegaskan dalam TAP MPR No. :

Setelah dluza*%an

'sekiléé mengenal hukun acara'_f

'-._pldana _ (RIB) tlmaléf.j 'Saa'tny'é mengal:.hkaﬂ ' pandangan S

.:paéa Undang Unaaﬁg'-;LVdm Acara'*$'m'“ o (Undang—?f-

'v;.Kebularan tekad upthk mengganta'ﬁﬁkﬁm Koldniél dé-

°EV/MPR/1978 Lentana GEHN. yanc aﬁtara ialn menyebutkan.

’"Pembangunan Qan penbinaan bldang hukum d1arahkan

.agar hukum.mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan
': £i§gkat-kemaju§n aembangunan.di.segala bidang, S@-
-hlngga dapatlah dlClptakan dan kepastlan hukum dan
_memperlancar pembangunan“ |
.l. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum
| .nasionalp dengan antara lain mengadakan pem-
 baharuan kodi fikasi serta unifikasi hukum di
bidanQQbidéﬁg tertentu dengan jalan memperhati-
kan kesgadaran hukum dalam masvarakat.
2. Menertibkan badan-badan penegak hukum sesual
ﬁungsi dan wewenangnya masing-masing.

3. Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat

CEHEFEK THURUR U ToONgEn iiasyaraRat g RurEny
mampi.

Daalm rangka pelaksanaan TAP-MPR No.IV/1878 itulah

maka pada tanggal 12 Septemker 1579 oleh Pemerintah

telah disampaikan RUU tentang Hukum Acara Pidana kepada




“DPR untuk mendapatkan persetujuannya dan dapat dzsahkan.v

“:fmenjadl Undang undang

.iﬂfPertana sékall dlmulalwdengaﬂ dlcarlnya foxmum'

.j1351 pollcy yang dlbentuk melalu;_sggumlah dls-
' ﬂkus1 oleh sekeiompok orang | |
;  2.HTahap b@rlkutnya barulah dlbentuk lembaganya,
 yakn1_perundangwundangagnyaf

3._Seterusnva dllanjutkan dengan tahap implemen-
;ta51”aﬁau pelaksanaan darl undang -undang terse-
.but; dalam tahap pelaksanaan ini akan menimbul-~-
kan beberapa masalah vang perlu mendapat peme-
cahan. .

-4. Dalam proses pemecahan permasalahan ini pada
'akhirnya timbul perwujudan yang sebenarnya dari
undangwﬁndang tersebut.3)

Pembentukan undang-undang menuruti proses di

atas, yang dalam hal ini kami sebut sebagai pembentukan

undang-undang secara vertikal, sering terjadi bahwa

-

Smlth Suatﬁf 

.@bagal berlkut: 

Y
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dengan dasar pemikiran pada saat diletakkan formulasi

3 . . b
)Rob@rt .Meagher dan David N. Smith, Law and De-
velopment Practitioners®, dikutip olel: Loebby Logman,
SH,ME, Praperadilan di Indonesia, Ghalia-Indonesia,

Jakarta, hal. 1%,
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.poiicy;_di mana hal tersebut disebabkan antara lain ba-
_:nyak@ya"upa:a_ pelaksana ,Qndang—ﬁndang tidak memahami.
Gengan baik Assar pemikiran dari terbentuknva undang- -

..'.Ee#beaa. dengah suatu proses_.pembentukan undang-
undang secafa vertikal tersebut di atas, suatu pemben-
“tukan lain dard suatulundangmundang terjadi pula secara
“ut whfi‘handayani”, di mana suatu undang-undang tim-
bul setelah hukum dalam masyarakat telah ada, sehingga
pelaksanaan undang-undang tersebut hanya mengikuti saja
vang timbul dalam masyarakat tersebut, untuk proses
demikian kami sebut sebagal proses pembentukan undang-
undang secara horisontal.

Penyebutan tersebut adalah sekedar untuk membeda-
kan antara pembentukan undang-undang menurut konsep
Robert Meagher daﬁ)David M. Smith di atas dengan pem-
bentukan suatu undang-undang vang berasal dari bawah,
di mana sebenarnva keduanya datang dari atas sedangkan

lainnya tumbuh dari masyarakat.

Parbedaan kedua proses tersebut adalah untuk me~
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pelakanaan undang-undang i1tu, karena dengan timbulnya
permasalahan pada tahap peiaksanaan dari suatu undang-
undang, maka ternvata perlu dicaril pemeczhannya,. sehing
ga terwujud suatu bentuk sebsnarnya daril Undang-Undang

rersebut.




Pada proses pemoentukan un&ang undang secara ver— -

iftlkal bagalnaaapnn juga

”f kan suatu pengetahuan yang cukup tentang pokok pemlklru

Lersebut agar sesual suatu pelaksanaan dengan tuju—

ka?ena adanya penetapan pokok -

“an <ilbentuhnya 1indang undang tersebat -sesua1~ dengan-

'pokok leiran dasar darl undang undang 1tu.
Sedangkan pada proses pembentukan undang-undang
._seca:a.horlzontal, karena undang~undang vang dibentuk
.itu_a@él@h ﬁasil dari perumusan-hukum yvang memang telah
.ada_éélam masvarakat, maka lebih mudah dalam penerapan-
nya, meskipun proses demikian itu belum menjamin bahwa
tentu tidak akan menimbulkan permasalahan dalam tahap
pelaksanaahnya, yakni apabila terjadi adanya salah
pena%siran, atau salah memformuiasikan suatu hukum ke-
dalam suatu undang-undang.
Demikian pula dalam proses pembentukan undang-
undang secara vertikal, bukan berarti bahwa dalam tahap

meletakkan dasar pikiran adalah semata-mata tercipta
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dasar plkiran tersebut darl suatu proses yang lama,
yvang berasal dari hukum yang timbul dalam suatu masya-

rakat. Bahkan mungkin dasar pemikiran tersebut adalah

disebabkan timbulnya hal-hal yang negatif dalam masya-




23

rakat, sehingga perlu diperbaiki dengan Jjalan dibentuk-
nya suatu undang—undangi

.” §§m;§ian;ah, sehingga sejak Oemar Seno Adji men-
;jabét Mentéiijﬁehakiman; te;ah dirintis_jalan,#enuju
kepada terciptanya perundang-undangan baru terutama
teﬁtang hukum acara pidana. Pada waktu itu dibentuk
suatu panitia di Departemen Kehakiman yaitu dengan di-
bentuknya‘Panitia Intern penvusunan RUU HAP pada tahun
1967. Proses penvusunan Rancangan Undang-undang Hukum
Acara Pidana itu tidak dapat dilepaskan dari kegiatan
Seminar Hukum Nasional kedua yang diadakan di Ssemarang
pada tanggal 27 sampai dengan 30 Desember 1968 tentang
Hukum Acara Pidana dan Hak-hak Asasi Manusia, yang di-
selenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional
(LPHN).

Pada tahun 1873 Panitia Intern Departemen Kehakim-
an dengan memperhatikan kesimpularn Seminar Hukum Nasio-
nal kedua ifersebut menghasilkan Naskah Rancangan Undahg
undang Hukum Acara Pidana, yang kemudian dibzhas ber-

sama-sama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan

.
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Pada waktu Mochtar Kusumaatmadija menggantikan Oemar
Senc Adji meniadi Menteri Kehakiman pada tahun 1974,
penyempurnaan rencana tersebut diteruskan, Pada tahun

1974 rencana tersebut dilimpahkan kepada Sekretariat




Negara dan keﬂudian_dibahas oleh empat instansi, yaitu
‘Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, -Hankam ,termasuk-’di

'" &a}amnya Polrl dan Departeman Kehaklman..'

Setelah Moedjono menjadl Mente?i hehaklman .rﬁbae_

nva keglatan dalam penyusunan renpcana tersebut diinten-
sifkan dan pada tahun 197% diadakan pertemuan antara
Menteri Kehakiman Moejono, Jaksa Agung Ali Said, Kapol-
Ti Awaludin, dan wakil dari Mahkamah Agung untuk mem-
kahas yang sa5§at penting dalam rangka penyempurnaan
Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut.
Pertemuan ini sering disebut orang sebagal pencapalan
konsensus éntara pejabat-pejabat tersebut.

Dalam rangka penyempurnaan rancangan ini, telah
didengar pula beberapa pendapat ahli-ahli hukum yang
tergabung dalam organisasi profesi di bidang hukum se-
perti Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), Ikat
an Hakim Indonesia (Ikahi), Persatuan Jaksa (Persaja)
dan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin).

Akhirnva, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pi-

dana itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat un-

! 1 b A, T | s ™, E- ) 2 T
[N L [ A R e i ) A ;;\j ezl [ ] e W i ) P [led i SELS S oasl v 4 bJC!\..A.CA. l_CZLl\d\:jC“w‘.. - l_)CL..J
tember 1979 Nomor R.08/P.0./IX/1979.

Dalam sidang-sidang Tim Sinkronisasi vang dibentuk

kemudian, naskah RUU HAP Ini disebut sebagai Draft T.

Adapun. proses pemnbicaraan/pembahasan RUU HAP dalam

N

Rt A S,
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forum DPR dilakukan melalui beberapa tahap pembicaraan,

vaitu 1

Setelah dlsampalkan RUU HAP dengan Amanat Presmﬁen

.Ualgimaka_dladakanlah pemblcaraan Tlpgkat I yaltu-

'suatu 51dang Dar1purna DPR RI di mana Menteri Ke-

hakiman menyampaikan keterangan Pemerintah tentang

"~ 'RUU tersebut kepada DPR RI. Sidang ini diselenggara-

kan pada tanggal 9 Oktober 1979.

Pembicaraan Tingkat TII adalah Jjuga sebuah sidang

paripurna DPR RI dan dalam sidang ini :

1) Fraksi-fraksi dalam DPR RI. memkerikan pandangan
umum terhadap RUU KUBAP.

2) Pemerintah memberikan Jjawabannya.

Pembicaraan Tingkat III adalah pembicaraan yang di-

adakan dalam sidang komisi DPR RI, dalam hal ini

Badan Musyawarah DPR RI memutuskan, Dbahwa RBg HAP

dalam pembicaraan dalam tingkat IIYI akan dilakukan

oleh gabungan komisi III bersama komisi I DPR RI dan

berlangsung mulai tanggal 24 November 197% hingga

tanggal 22 Mei 1980 bertempat tinggal di gedung DPR

T
it e

-

0leh karena pembahasan RUU HAP ini memerlukan wak-

tu serta pendalaman pemblcarzan yang mendetail, maka

sidang Gabungan komisi ITII dan komisi I membentuk sébu-

azh Team Sinkronisasi vang diberi mandat penuh.




Sldang Jdpungan sendlrl sebelumnya telah memutus_- |

o kan halmhal Dokma gang ber51Lat “umun dan pentlng untuk_ “'

ZDesember 1979 _
| .g Pada banggal 25 Me1.1980 mulallah rf‘amm.S:Ln]«:rom_sahsz.
"?bersama wakli Demerlntah melakukan rapat.— rapau ‘guna
' memb1carakan dan merumuskan RUU HAP di gedung DPR RI,
edl Megamendung; dl Mass Kejaksanaan Adltyawarman 8 Ke-
-.bayoran ‘Baru, aan kemball lagl rapatnrapat dxlakukan di
 _gedung DPR RI | | |
R Damlklanlah pémbicaxaan dilakukan, séhingga Tim
Sinkronisasi dapat melaksanakan tugasnya mengemban man-
dat 8idang Gzbungan Komisi III dan Xomisi I, dan pada
tanégal 9 September 1981 disetujuilah oleh Sigab__ I1T
dan I sebuah draft terakhir RUU HAP susunan Tim Sinkro
nisasi.
Suasana yang terasa penting dan menonjol selama
pembicaraan RUU HAP adalah terjadinya saling pengertian

toleransi dan keterbukaan dari semua pihak, walaupun

CTOER T TETEnGEETYaa - etegangarrak ibat - perbedaan - penda=
ngan yang demikian tajam, tetapi toh senantiasa  dapat
diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kondisi inilah yang
digambarkan oleh Menteri Kehakiman ALi Said, SH “"bahwa

para anggota telah mampu mendemonstrasikan seni musya-
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warah_untuk mencapai mufakat".

:Sgteiah dilakukan pembahasan kurang lebih 2 tahun

'lamggyar'malah 2 tahun lebih kalau dihitung sejak di-

o séﬁpaikéﬁnya RUU ini kepa&a_DPR RI pada taﬁggal 12 Sep;
tember 1979 karena baru pada tanggai 23 September 1981
inilathPR RI dapat mengadakan Sidang Paripurna penyam-
paian pendapat akhir oleh semua £frakei dengan hasil,
bahwa RUU HAP disetuiui DPR untuk disahkan menjadi UU.

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Desem-—
ber 1981 mengesahkan RUU HAP menjadi Undang-undang,
yang dituangkan dalam Undang-undang Nomer 8 Tahun 1981
tertanggal 31 Desember 1981 (Lembaran Negara.Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208).

Akhirnya tercapailah sudah usaha-usaha Pemerintah
untuk menghimon ketentuwan acara pidana yang terdapat
dalam berbagai Undang-undang ke dalam satu Kitab sﬁdang
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian ber-
akhirlah sudah penjajahan di bidang hukum acara pidana
dan kita mulai dengan hukum acara pidana yang dikodi-i-
kasi dan diunifikasi.

Sebagian-ime

- n B S PR e D B T R T e B S T T =S i '

o
fiom it

pul menuruti proses pembentukan secara vertikal, se-
hingga dikhawatirkan timbul perbedaan antara perwujudan
Hukum Acara Pidana dalam praktek dengan pokok pikiran

atau dasar pemikiran dari diciptakan lembaga undang-
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undang tersebut.

Inilah salah satu ﬁujugn daxi penulisan skripsi
ini, ialah mencari daser-dasar pemikiran dari lembaga
ugrépé?aﬂilanh_sehingééxdengan jeias_makgud.ﬁi;iptakann~
nya 1eﬁbaga hukum“tersebut, dan dalam pelaksanaannva,
di mana mungkin saja terjadi suatu permasalahan, maka
pemecahannya akan terikat oleh dasar pemikiran dicipta-

‘kannya unéanguundang tersebut.

B. Hal-hal vyang Baru Di dalam Undang-undang Nomor 38
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana. |

Semenjak lahirnya Undang-undang No.8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembara Negara

Republik Indonesia Nomor 3209}, terdapat beberapa hal

yang baru bersifat fundamental apabila dibandingkan de-

ngan Herziene Iﬁdiesche Reglement (HIR) yang juga di-

kenal dengan Reglement Indonesia yang diperbaharuil

{RIB).

Feberape-hat - ang-bath -y andg BEERRERR I N
Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut antara lain
1. Hak-hak tersangka/terdakwa {(pasal 50 s/d 68 KUHAP}.
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal

69 s/d 74 KUHAP).




3.'Daéar.ﬂﬁkum'bami pena %gkapan/penahanan dan pembaLas—

i

'Vian jangka waﬁtu_&gasal 2& s/d 30 KUH‘D)

ﬁLECantl rugl da ': "_{Pasal 95*5/6 97 KUHAP)

menggabungan @Gf%dra. perdata; mada  perkara 'pldanazﬁ 

'dalam hai gantl ruab_{pasal 98 s/d 101 KUHAP)
 w6; Upaya hukum {9asa1 233 s/d 269 KUHAP}
“j?;_KoneksltaS'fPasai b%“s/d 94“KUHAP).
:'8._Pengawasan.?elmk naan Putusan Pengadllan (Pasal 277
| ~s/d 283 KUHAP) . |
Ditinjau dari hal~hal yangnermxﬂﬁn inovasi di atas
terllhat adanya perhatian yang lebih dltonjoikan pada
dihormatinya hak-hak asasi manusia vyang dicantumkan
dalam Kitadb Undang-Undang Hukum Acara Pidana térsebut.
Dengan adanva hal-hal yang baru dalam Hukum Acara
Pidana kita, menurut hemat saya, telah terpenuhi kehen-
dak untuk melakukan batasan-batasan sehingga tercapai
keserasian antara hak =zsasl seseorang dengan kepenting-
an pelaksanaan hukum acara pidana, setidak-tidaknya da-
lam wujudnya sebagai suatu undang-undang, karena apa

yang tercantum dalam suatu undang-undang Dbelum tentu

b

waredadan-perlehgaresr-gartoendang-and ang - by
Beberapa inovasi dalam Hukum Aca Pidana Indcne-

sia tentunya didasari oleh pemikiran tertentu vang di-

sandarkan pada keseluruhan sistem peradilan pidana, dan

dasar emikiran itu tentunya dengan tujuan vyan lebih
P J ¥




luhur darlpada no;ma norma yang'telah ada,_oiehﬁkéfénéﬂ

Idasar dasar pemlkﬂran}paﬁa beberapa'wnova51 dalamf

* fHu¥um¢AcarE%Pldanaf'haruslﬁhﬁsampalﬂ_3Djdapaﬁf@lmeﬁger;

pelaksana: hd'ﬁ§Fuﬁ aﬁéﬁhﬁk'mwaééfafbldana

yang dlbeﬂtuk 1tu sehlncga dengan demlklan maka normaAf-

norma'.ang terkandung da an Hukum Acara Pldaﬁa Indonsma;;
.--tevsebut dapat d ?ahsanakan sesuail- dengaﬁ tujuan dlben— f
tuﬁnya lembaga 1embaga dalam Kltab Undang undang Hukumi

Acara_Pldana.ltu,.




PRAPERADILAN YANG DIATUR DI DALAM KITAB UNDANG

”_UNDANG HURUM ACARA PIDANP

'”5?A‘ ééngertlan Praperﬁélléﬁ. rL
i Alat D@gara penegak hukum aalam menjalankan..tﬁgéSWL.
' nya dl b?dang peradllan pldana, untuk kePentlngan peme- 
;rlksaap oleh undang undang . dlberl kewenangan untuk melaw”
;kukan_;lndakan—tlndakan yang_merupakan pengurangan&peng—
urangan | j”-  _ . hak aéasi tersangka/teréakwé‘sebagéi
”manﬁsié.. | | |
| Undang~Undang No.l3 Tahun 1961 menyebutkan, bahwa - -
Polri dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tingm
gi noxma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan
kesusilaan. Begitu pula ketentuan yang tercantum dalam
Undangfundang No.l5 Tahun 1961, menghendaki Jaksa ~dalam
"menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi norma-nor—
ma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan, dan kesusilaan.
Di samping itu dicantumkan pula dalam kedua undang-undang
itu bahwa dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung

4
tinggi hak hak asasi rakyat dan hukum negara. )

Q)Ratna wurul Afiah, SH, Praperadilan dan Ruaagxhlng
kupnya, Jakarta, Penerbit Akad@mlha Pressindeo, Cet. ke-l1
‘hal, 73-74.
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Hal ini membuktikan bahwa dalam menjalankan tugas-

nya alat negara penegak hukum harus menjunjung tinggil
' h§kﬁhég gSaéi'tersaégka/terdakwa dan sesuai dengan ke-
tentuan undang-undang yang b

tingan pengawasan ‘terhadap perlindungan hak-hak ter-
sangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan
Praperaéilan. |

Prapéfadiian merupakan hal baru dalam dunia per-
adilan Indonesia. Praperadilan merupakan salanh satu
ciri baru dalam hukum acara pidana Kkita, yang diper-
kenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hu-
kum . Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam Bab X,
Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup-

nva wewenang mengadili bagi pengadilan negeri.

i. bari Hakim Komisaris ke Praperadilan.

Dalam membahas Praperadilan yang sekarang kita temui
dalam KUHAP, kita harus melihat ke proses pembentukan
bukan saja dari konsep terakhir dari Rancangan Undang-
undang KUHAP, di mana yang sekarang menjelma menjadi

KUHAP, akan tetapi juga kita perhatikan RUU KUHAP yang

pernah dibuat dan diajukan ke depan DPR-RI Tahun 1874,

di mana dalam skripsi ini kita sebut Konsep 1074.
Ternvata pada konsep 1974 tersebut telah diintro-

dusir suatu lembaga hakim vang telah berperan. dalam

tahap pemeriksaan pendahuluan yang dinamakan 'Hakim Ko-
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. misaris’'.

| -:_Hakim Komisaris tersebut, dimaksudkan sebagai

"hakim yapg_@empgﬁya; wewegang”dalam t;hap_pe@ériksaan

3pendahulﬁanjuntuk-hal~héllsébagai.berikut :

a. Melakukan'pengawasan apakah Upaya Paksa (Dwang mid-
delen) dilaksanakan sesuai ataukah bertentangan de-
ngan hukum.

b. Menetaﬁkan siapa vang akan melanjutkan penyidikan
jika perihal penyidikan 1ini ada sengketa antara
polisi dan jaksa.

c. Bertindak secara edukatif, antara lain turut serta
memimpin pelaksanaan upaya paksa.

d. Mengambil keputusan atas pengaduan-pengaduan yang

diajukan oleh penceari keadizan.S)

Ternyata Hakim Komisaris vyang diintrodusir ter-
sebut bukan saja sebagal hakim pengawas dalam tahap
pemeriksaan pendahuluan akan tetapl juga bertindak ak-
tif dalam pelaksanaan upaya paksa daiam pemeriksaan

pendahuluan.

Dengan terjadinya tumpang tindih dalam penyidikan

Vellg dtsebralbiarr-oibeh C:u.ciili!ci L_i_kju uudaug u;,ulw.mg PETYE TR
ngadakan perihal penyidikan, vakni H.I.R, Undang-undang

Pokok Kepolisian serta Undang-undang Pokok Kejaksaan,

5
)Loebby Logman, SH, MH, Op. cit., hal. 30.




‘;maha serlna pula terjadl adanya-éengkmta 51apakah yang
_berhak atau s;apakah Vang akan meneruskan suauu penylw
1]d1kan terhadap suaLu Derkara.¥_ﬁ iﬁ | i

- .Auas dasar pemlkllan tersebﬁtlah maka Héﬂlm ﬁoml—[c
:sérﬂé dlberlkan wewenang untuk menefapkaﬁ_szapé yang_
ékag_meneruskan suatu p@nyld;kan. Selain daripada . itu,
Hakiﬁ 3Komsiari5‘fad$lah 'sebagai'“ﬂakim pengawas ~dalam
“tahap pemériksaan pendahuluan.

.Perihai hakim komisaris ini, pada saat diintrodu-
gir telah mengundang berbagal tanggapan antara yvang me-
nyetujul dan mereka yang tidak menyetuijuinya, balk di
kalangan para anggota DPR di kalangan Pemeriksaan sen-
diri.

Terutama sekali dari kalangan Kejaksaan yang me-
naruh kebefatan akan adanya hakim komisaris ini, di-
sebabkan bahwa pada pemeriksaan pendahuluan pengawasan
adalah wewenang Kejaksaan, Undang-undang Pokok Kepolisi
an maupun Undang-undang Pokok Kejaksaan.

Di samping itu alasan yang juga menguatkan tidak

disetujuinya hakim komisaris tersebut didasarkan pada

o |

TEITYaRTIYE rrrwbmratoopangrostdanr e rperan  pat e B ah e pe
meriksaan pendahuluan, d4i mana telah melibatkan Polisi
maupun Kejaksaan, maka dengan adanya hakim komisaris
ini, akan menambahkan pula suatu hambatan birokratis

vang negatif.
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Sedangkan bagi mereka yang menyetu3u1 berpendapat

;bahwa menang dalam tahap pemarlksaan pendah&luan tldak

'jcukup adanya pengawasan secara vevtl]al yaknl pengawas

fian yang dllakuhan oieb KepollSlan sendlrl secara Struk—t '”

tural maupun dari Kejaksaan sebagalmana halnva pengatur

- .an dalam H.I.R. maupun UndangmUndang Pokok Kejaksaan,

akan_teuapl masih dlperluhan suatu pengawasan secara

"horlzon;al, yakﬁl suatu pengawasan dari hakim Kcmisaris

te?sébuﬁ.

bengan sering terdengarnya bahwa telah terjadi pe-
Jlanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan upaya paksa,
menyebabkan timbulnya pendapat bahwa tidak cukup peng-
awasan secara vertikal saja, akan tetapi hendaknya ada
suatu lembaga lain vang Jjuga melakukan suatu pengawasan
terhadap pelaksanaan upaya paksa, dan Hakim Komisaris
sebutlah vang diharapkan dapat menjalankan fungsi peng-
awasan dalam fase pemeriksaan pendahuluan, khususnva
dalam pelaksanaan upaya paksa.

Peran aktif hakim bukan satia diharapkan pada tahap

pemeriksaan pendahuluan saja, akan tetapl Jjuga pada pe-

TERS SRR eputusanpengadtlany o sepertioyang o imaert
dalam penjelasan umum Rancangan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana, di mana penjelasan umum tersebut
mengacu kepada Pasal 33 Undang-undang No.l4 Tahun 1970,

yakni yang mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Peng-
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adiian.

Menurut pendapat Loebby Loanan '*SH,, MH, karena

ﬂterlaﬂpau luasnya wewenang Haklm Komlsarls 1n11ah yang'

7j1kut mﬂnambahkan :aTasan dltentangnya Haklm Komlsarls

tersebut.6)

-Pertikaian pendapat antara yang menyetujui maupun

yang tidak-menyetujuiuﬂakim;Komisaris ini-terhenti ber-

‘samaan dengan terhentinya pembicaraan perihal Rancangan

Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri, disebab-
kan éntara lain adanva penggantian‘Menteri Kehakiman,
di mana semula dijabat oleh Prof. Oemar Seno Adji, SH,
vang sebagaimana dik@tahui; ‘beliasu diangkat sebagai
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pembicaraan perihal KUHAP mulai timbul kembali se-
menjak Menteri Kehakiman dijabat oleh Mudjono, SH ber-
tekad akan segera mewujudkan suatu Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang baru.

Ternyata draft Rancangan Undang-undang Hukum Acara
Pidana, bukanlah draft tahun 1974 tersebut di atas,
akan tetapi diajukan suatu draft baru tentang RUU-KUHAP

r::::}.xuzl lm'?n e, TR o T ) LR Ez'-; bR DI . 0T o c‘ahmgﬁ’; ﬁlﬂ-; £

[ Atk B R (]
+ahun 1878,

Ternyata pula bahwa dalam draft tahun 1972 tersebut

) 1pid., hal. 37.




'.~4t1dak-berart1 bahwa_

.gyang b.rb3d3-¥: ﬂ;Jﬂ ;

.'pldak didapatl laczﬁ_umbaga Héklm Komlsarls méskipunf

dwabalkan hal tersangka dl dalam“97 

'hanya_saj ~7engaturannvaVTf

Perlhal perll dungan terhadap hak tersangka da?am"

 pener1ksaan pendahu?uan khususnya yang menvangkuL upa-.
Foe  ya paksa dlatur dalam Dab tentang gantl rugl dan r@ha—_~ 
fbllltaSL mesklpun hapga mengenal kesalahan penahan dan

 penangkapan saja.

- perihal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada

'_tahap pemeriksaan pendahuluan tidaklah ditangani lang-

isung oieh Pengadllan Hegeri, dan ternyata juga lebih ai

khususkan dalam kesalahan penangkapan dan penahan saja,

sedangkan pelanggaran terhadap pelaksanaan upaya paksa

' lainnya tidak ditemui dalam draft tahun 1979 ini.

Sehingga dengan demikian draft RUU KOUHAP <ahun

1979 ini tidak mengenal lembaga hakim yang telah aktif

dalam tahap pemeriksaan pendahuluan.
Rupanya dari draft. tahun 1979 ini telah dilakukan

perubahan-perubahan yang amat mendasar, sehingga ter-

evpraTatrsuatu-Tentrage - ek ampang et retr-glrt S aRe-p
meriksaan pendahuluan vakni yang dikenal dengan FPra-
peradilan.

Meskipun tidak seluas wewenang Hakim Komisaris yang di-

ajukan dalam draft tahupn 1974, vakni meliputi baik ten-
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- tang peﬁgéwasan maupun pelaksanaan terhadap upaya paksa
éaka_Ergperadilanjhanyalah mempunyéi_fungsi pengaw§sap
'f¥ iDan}b§hkén}£idak.dijelaékaﬁ@dalaﬁ_Kﬁﬂé?.?erihai
pengaﬁésan”keselurﬁhan upaya paksa, akan tetapi hanya
te;hadép sebagian dari upaya paksa, vaknl tentang pe-
nangkapan serta penahanan saja.
| Dapaﬁ diperkirakan di sini bahwa apa yang terwujud
di dalam KUHAP adalah suatu kompromi antara draft tahun
1974 dengan draft tahun 1979, di mana draft tahun 1974
yang mengintrodusir Hakim Komisaris dengan fungsi serta
wewenangnya yang demikian luasnya di dalam £fase peme-
riksaan pendahuluan, sedangkan pada draf t tahun 197%,
sama sekali tidak memuat adanya lembaga hakim vyang
akti dalam fase pemeriksaan pendahuluan, akan tetapi
perihal kesalahan dalam penangkapan serta penahanan te-—
l1zh mendapatkan tempat dalam pengaturannya.
Dan ternyata perwujudan Praperadilan dalam KUHAP
memberikan pengaturan tentang Hakim yang telah berperan

aktif dalam fase pemeriksaan pendahuluan, akan tetapi

Terlbatas hdilyea paﬁd SUHT W WPEYE yc.}\.::a ;::c;x_‘}e:., _ya}\.u.;. [ i
hal keabsahan suatu penangkapan serta keabsahan penahan
an vyang Jjuga disertai penetapan ganti rugl serta re-

habilitasi. -
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2. Tujuan Praperadilanf

'_;'Sudah;kita katakgn,jpxaperadilan;merﬁpakaﬁ barang_

'”ﬂ:béruﬂdéiém"kehidupanfpéhégakan'hukum.di Indonesia. Se- = -

i aph al yang baru, tentu mempunyai ‘missi dan motivasi

:Ltérféqtﬁ; Pasti'ada yaﬁg'ditﬁju San vang hendak &icapai
 nya,.$ia§k_ada sesuatu yéng-diciptakan tanpa didorong
'Qleh-mékéud dan.tujuan. Demikian pula halnya dengan ée»
.lembaéaén ﬁraperadilan. Ada maksud dan tujuan vang hen--
dak ditegakkan dan dilindunginva. Yakni tegaknya hukum
dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pe-
: meriksaan penyidikan dan penuntutan,

Seperti sudah kita ketahui, demi untuk terlaksana-
nya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang
memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum
untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan
penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setlap upaya paksa
vang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum ter-
hadap tersangka, pada hakekatnya merupakan tindakan
dan perlakuan vang bersifat :

a. Berupa tindakan paksa vang dibenarkan undang-undang

Femikeperrtinganpenerteswartindek o pidaneyparng gk
sangkakan kepada tersangka.

. Sebagal tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan un-.
dang-undang, maka setiap tindakan paksa dengan sen-

dirinva merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebas
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an serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka

7}

. .. yang bersangkutan.

- Karena tindakan upaya paksa yang dikesakan instan-

'si pemegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan
.kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakén itu haxus
dilakukan secara bertanggung jawab menurut Ketentuan
hﬁkum:dan undang-undang yang berlaku, demi untuk ke-
“lancaran pényelesaian pemeriksaan penyidikan atau penun-
"tutan., Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan
dengan hukum dan undang-undang adalah merupakan per-
kosaan terhadap hak asasl tersangka.

Setiap tindakan ﬁerkosaan yang ditimpakan Kkepada
tersangka adalah merupakan tindakan yang tidak sah,
karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang.
Akan tetapi bagaimana mengawasi dan menguji tindakan
paksa yang dianggap bertentangan dengah hukum ?. Untuk
itu tentu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi we-
wenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan
paksa yang dikenakan kepada tersangka. Menguji dan me-

nilai sah atau tidaknya itindakan paksa vang dilakukan

penyidih way p&ﬁnuu’t.ui. [ERE RN AT eyt att VENG xl,;.}..;.m}_..aah

kan kewenangannya kepada lembaga Praperadilan.

5 -
)M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan

Penerapan KUHAP, Jakarta, Penerbit Pustaka Kartini,
Cet. Ke 2, Jiiid II, 1988, hal. 518.




'Kaléu begltu, pada prinsipnya tujuan.utama pelem-

fbagaan ?raperadilan dalam FUHAP menuruL Pmdoman Delakn

' sanaan KUHAP sebaga1 berlkut ;” S

*“ﬂ:““ Menglngat bahwa deml kepentlngan pemerlksaan per-

'kara dlperlukan adanya pengurangan pengurangan dari hak

hak asa51 tersangka namun bagazmanapun hendaknya se-

'lalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang ~undang

maka untuk kepentlngan pengawasan terhadap perlindungan

hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu. lembaga
g)

.yang dinamakan Praperadilan. atau dengan kata lain

untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan

épaya péksa vang dikenakan terhadap tersangka selama ia
berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan,
agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan
ketentuan hukum dan undang-undang.

Pengertian Praperadilan tercantum dalam pasal 1
putir 10 KUBAP. Praperadilan adalah wewenang pengadilan
negeri untuk memeriksa dan memutus tentang
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahan

an atas permintaan tersangka atau keluarganya atau

plhark lalll @idsS hddod Lc;:ail\ji\c‘;.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau peng-

8 -
}Pedoman Pelaksanzan KUHAP, Cet. ke-2, Departemen
Kehakiman R1I, L1982, nal. 129,
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‘hentian penuntutan atas permintaan demi .ﬁegaknya
‘hukum dan keadilan. |
'gi_ngm}gtaan”:génté” k¢rugian_.atau_ rehabilitasi oleh
.'féﬁéapgka étaﬁ .Relua?ganya atau _p£hék.*iain atas
kuasanya yang pérkaranya tidak diajukan ke pengadil-
an.

Apa vang dirumuskan dalam pasal 1 butir 10, diper-
tegas lagi dalam pasal 77, vang menjelaskan : Pengadil-
an negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
tentang :

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghenti-
an penvidikan atau penghentian penuntutan.

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang
yvang perkara pidananya dihentikan pada tingkat pe-
nyidikan atau penuntutan. |

Dengan bertitik tolak pada pasal-pasal tersebut di
atas akan dicoba menguraikan perihal wewenang yang di-
punyai oleh hakim Praperadilan yang diberikan oleh

undang-undang hukum acara pidana tersebut.

B. Tugas dan Susunan Praperadilan
Pasal 2 Undang-undang No.l4 Tahun 1%70 menyebutkan
bahwa tugas pokok peradilan adalah untuk menerima, me-

meriksa dan mengadili serta menyelesaikan setlap per-
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'_kara_yang diajukan.kepadanya (ayat 1). Tugas 1aiﬁ dari-

' *pada_-ayat (1} dapat dlberlkan kepadanva . beldasarkan

'V:peraLuran perundana undangan (ayat 2).
T¢;ngpgan ahlrnya KUHAP ada pembaharuan dalam tugas.
7Ipé£édilaﬁ umum, khususaya-pengadllan negeri,.Dalam-perw

_adilﬁn_?idana, selain menjalankan tugasnya untuk méw

.né:imé,'memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan se-

-fia§ perkafa yvang diajukan kepadanya juga memeriksa dan
memutus permintaan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana
tersebut dalam paéal 77 4o pasal 78 ayat (1) KUHAP,

] Menurut DR, Andi Hamzah, SH., Praperadilan merupa-
kén tiruan dari Hakim Komisaris (Rechter Commissaris)
di negeri Belanda dan Juge D'Instruction di Perancis,
ﬁamun tugas praperadilan di Indonesia berbeda dengan
hakim komisaris di Eropah itu. Tugas hakim komisa:?s di

negeri Belanda lebih luas daripada praperadilan 4di TIn-

donesia.g)
Lembaga '"Rechter Commissaris” (hakim yang memimpin
pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai perwujudan

dari keaktifan Hakim, vang di Eropah Tengah memberikan

parananCRechter-Conml ssaris™  suatu-postst-perting-yany

mempunyvai kewenangan untuk menangani upaya paksa {(dwang

9}Andi Hamzah, SH. DR., Pengantar Hukum Acara Pi-

dana Indonesia, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia,
Cet. ke-2, hal.l1l88.
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'middelen), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan,
i_%ﬁﬁah, pemeriksaan surat-surat. |
Terlepas darl wewénang 'hakim praperadilan yang

 ihanya mengu31 zentang sah atau tldaknya saatu penangkap
'-:an serta menguji tentang sah atau tldaknya suatu pe-
ﬁahanant maka praperadilan sudah menunjukkan adanya
hakim_yang telah berperan aktif di dalam fase pemeriksa
én pendahuiuan.

| Hal ini menempatkan sistem peradilan pidana kita
pada deretan negara-negara yang mempunyal sistem per-
~adilan pidana di mana dikenal tiga macam hakim, yaknil

Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim dalam sidang
pengadilan can Bakim sebagal pengawas serta pengamat
pelaksanaan keputusan hakim.

Jadi dalam hal ini dapat pula diartikan bahwa
dengan adanya praperadilan, maka sistem peradilan pidana
kita dianut.suatu pengawasan secara vertikal di samping

pengawasan secara horizontal.

1. Wewenang Praperadilan.

Sekarang mari kita coba meneliti sejauh manakah

wewenang vang diberikan undang-undang kepada Praper-
adilan. Kasus apa sajakah yang dapat diperiksa dan di-
putus oleh lembaga praperadilan‘ sehubungan tindakan
upava paksa yang dilakukan pejabat penyid:ik ataurpenunw

tut umum terhadap tersangka. Tentang hal ini, sepintas




lalu sudah pernah ~kita kamukakan ketentuan pasal 1

'_butlr_WO dan pasal 77 KUHAP Boleh dzkatakan bersumber_

::  davl Dasal Dasal dlmaksudlah kewenangan yang ada pada'ﬁ

-'_lembaga praperadilan.:Tentu bukan 1tu saja keweﬂangan~ 
nya ada lagl kewemmngan yang -lain yaknl menerlksa dan
memutus ganti kerugian dan rehabilitasi sebagalmana
yang'diatur déiamjpasal 85 dan pasal 97 KUHAP.

Untuk'jelasnya mari kita coba memperinci wewenand
vang diberikan undang-undang képada praperadilan
a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa.

Tnilah wewenang pertama vang diberikan undang-
undang kepada praperadilan. Yakni memeriksa dan memutus
sah atau tidaknya : 1) Penangkapan.

Z2) Penahanan.

Berarti, seorang tersangka yang dikenakan tindakan
penangkapan, penahanan dapat meminta kepada prapefadilw
an untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang di-
lakukan penyidik kepadanya. Misalnya tersangka dapat
mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan bahwa tin-

dakan penahanan vang dikenakan pejabat penyidik kepada-

nya-rertentangan -dengan-ietentuan-pes Lo oo LA BB B B B
penahanan vang dikenakan sudah melampaul batas waktu
yang ditentukan pasail 24, Mengenal syarat penangkapan
dan penahanan yang sah akan penulls terangkan dalam

pembahasan yang bersangkutan dengan hal-hal tersebut.




Cleh karena itu tidak akan penulis uraikan lagl pada

~bagian ini.

'77; Di5da1am KUHAP .tidak .dijelaskan perihal pelanggar-

* an-pelanggaran terhadap upava paksa lain, sehingga de-

ngan demikian menjadi pertanyaan sejauh mana wewenang

praperadilan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggar-

"~ an dalam pelaksanaan penggeledahan badan, penggeledahan

tempat, pényitaan barang serta tentang pembukaan surat
surat.

Padahal hal itu sangat penting dan merupakan salah
satu asas dasar hak asasi manusia. Penggeledahan yang
tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman
rumah tempat kediaman orang. Begitu pula penyitaan yang
tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak
milik orang.

Apabila upaya paksa lainnya, selain penangkapan
dan penahanan bukan wewenang praperadilan untuk ditin-
jau sah atau tidaknya, maka siapakah yang berwenang
untuk mengawasinya, apakah langsung dapat dilakukan

oleh Pengadilan Negeri ?

I W o) Al D :
SETETUTOTTY e TERET dratam-Pedeonair-Petaksaenaah Hd-bals

Undang-undang Hukum Acara Pidana, praperadilan dimaksud

kan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan

100 1pia. . hal. 1990.




 hak hak tersangka/terdakwa makavtentunya hak vang di-

.1lndungl tersebuL bukan saja terhadap suatu penapgkapan_‘
 ::$$' penahanan_ saja meialnkan kese*uruhan darlpada

: ¢upaya paksa karena upaya Daksa adaiah suatu tlndakan

yang akan mengurangi -hak darl tersangfa/terdakwa.-éew
hlngga-perlu dllakukan suatu pengawasan terhadap peiak-
N sénééhnya. . |
| .Menuﬁﬁt Loebby Loqman;‘SH, MH, apébila ditinjau
dari maksud diselenggarakannya praperadilan dalam XUHAP
maka semestinya lembaga praperadilan ini pun berwenang
.untuk.mengawasi bukan saja terhadap penangkapan serta
penahanan saja akan tetapi meliputi keseluruhan dari
upaya paksa.ll)

Menurut péndapat M. Yahya Harahap, SH, pembuat un-
dang-undang kuragg kongisten dalam hal ini. Padahal
kalau diikuti lebih lanjut kewenangan praperadilan se-
bagaimana yang dijelaskan penjelasan pasal 95 ayat 1
KUHAP, kewenangan praperadilan termasuk meliputl meme-
riksa dan memutus permintaan ganti kerugian yang di-

akibatkan oleh tindakan pemasukan rumah, penggeledahan

-

dERTEERYVTTEST vanyridak - satrmenmurat tewicame-Hakan-begiba
kewenangan praperadilan bukan hanya meliputi pemeriksa-

an tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan

1
. )Loebby Logman, SH, MH, Op. c¢it., hal. 41.




nyitaan, praperadilan harus memeriksa dan memutusnya.

'_saja tapl meliputi juga pmmerlﬁsaan tentang sah ataun

_leaknya pemasuhan rumah penggeledahan dan penyltaan.
 Dan seandalnya -tersangﬁa ‘atau -keluarganva mengajukan
”;:Dérmln;aan pemerlksaan kepada prapexadllan tentang sah 

:atau tidaknye pemasukan-rumahd penggeledaban atau pe-

12)

Namun &emikian, dalam pasal B2 -ayat (1) huruf b

"KUHAP memberi ketentuan bahwa pihak yang mengajukan

permintaan pemeriksaan praperadilan dapat meminta peme-

riksaan mengenai apakah ada benda yang disita vyang

tidak termasuk alat pembuktian.

Bila diperhatikan pasal 77 KUHAP saja, memang be-
nar wewenang Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus
praperadilan, terbatas apa yang disebut dalam pasal 77
KUHAP saja. Akan tetapi bila pasal tersebut dikaitkan
dengan pasal lainnya, khususnya pasal 82 ayat (1)
nuruf b KUHAP, maka kita akan melihat bahwa benda vang
disita yang iidak termasuk alat pembuktian, dapat di-
kembalikan dengan putusan praperadilan. Keteﬁtuan pasal

82 ayat (1) huruf b KUHAP ini, mengandung arti bahwa

L I A B P T D B T Ll it ) AT T 0 2 B b T
skl T o

Y oy
t...'.‘.., ﬂt.} JE S o Ol A a3 1 4 p frp iy L v EE A jad o
memutus benda-benda sitaan, termasuk sah atau tidaknya

sebagal alat pembuktian.

lZ)M. Yahya Harahap, SH., Op. cit., hal. 537.
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Untuk lebih memperjelas permasalahan kewenangan

-praperad;ian dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap
”_9P§23 PéR$é{.a§a.baiknya juga melihat apa yang terjadi
'~daléﬁ:prakték sehari—hari! yakni:dari.suatu.keéﬁéﬁéan
Peﬁgadilan. Di dalam praktek sehariQhari, masalah ke-
wenangan hakim pfaperadilan melakukan pemeriksaan ten-
tang sah atau tidaknya penyitaan berbeda-beda. Ada ha-
kim praperé&ilan menganggap berwenang memeriksa dan me-
mutus permohonan praperadilan dari upaya paksa di luar
penangkapan dan penahanan dap ada hakim praperadilan
yang merasa tidak berwenang.

Sebagai suatu contoh saya ambilikan Penetapan Pra:
peradilan pada Pengadilan WNegerl Jakarta Pusat, vakni
Penetapan No.04/1982/Pin.Pid/P.N.tertanggal 15 April
1982 yang ditandatangani oleh Hakim Ruwiyanto, SH dalam
suatu sidang praperadilan atas permchonan Pemohoﬁ Ny .
Fugene Tilar Maengkom yang memberi kuasa Kepada Otto
Cornelis Kaligis, GS5H.

Pada pokoknya pemohon melalui praperadilan 1ini

keberatan atas penvitaan vang dilakukan oleh Kodak VII/

R g herdgagaoilan nerapai---rangadi-lan NMegard

Uail} == i T B

Jakarta Pusat No.026/Pin.Pid/1982/P.N. tanggal 11 Maret
1982, terhadap rumah di jalan Cempaka Putih Raya No.l139
Jakarta Pusat dan jalan Cilandak 1/14 Jakarta Selatan.

Penetapan hakim Praperadilan mengenal permohonan
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ini ialah menyatakan pmrmohonan-pemohon_tidak dapat di-

terlma..Alasan hakim 1alab menurut pasal 77 KUEA? wewe-

' nang praperadllan adalah Lentang sah tldaknya penangkap

- an penahanan penghentlan penyldlkan dan penunuutan.

.Dan nafena permobonan pemohon adalah mengenal keberatan
penyitaan,<maka berdasarkan pasal 77 KUHAP tersebut,
permchonan pemohon bukan termasuk wewenang praperadilan

Tern?ata bahwa penolakan pérmohoéan pemohon adalah
karena keberatan penyitéan pukanlah wewenang praperadil
an. Akan tetapi bila kita lihat pada kasus di bawah
ini, di dalam praktek ada hakim praperadilan yang me-
rasa berwenang uantuk mengadili upaya paksa di luar pe-
nangkapan dan penahanan Khususnya dalam kasus benda-
benda sitaan.

Meskipun pada akhir keputusannya hakim praperadil-
an tersebut menolak seluruh permohonan pemohon,‘akan
tetapi bukan didasarkan atas berwenang atau tidaknya
praperadilan mengadili upaya paksa lainnva selain pe-
nangkapan dan penahanan.

Sebagai contoh penulis ambilkan Penetapan Praper-

ha Sy % ™
o R R e 14 S =

s}
LN

reradilan Necend Tolkort Piuisai vakni
-l v -

Penetapan No.0L/1985/PRA.PID/PN. Jakarta tertanggal 4
pebruari 1985 yang ditandatangani oleh Hakim M.Ali Boe-
darto, SH

dalam suatu sidang praperadilan atas per-

I

mohonan TIwan Soewadri Tjakra, melaluil kuasanya Lies




ifjggl) dan. pasa1;38 (2) KUmAP

.:5i'.f'j:ﬁ:.

Purnama'fSH._Supaya Kepollslan Republ1k Indone51a cq
IT“Komando Reserse cq. Satuan Utama Reserse Ekonoml MABAK1

T7 ¥ Se1aLu Denyzdlk dlnyatakan“:telah _melanggar- pasal 38¥E.'

_'taan barang barang dan penyegelan pabrlk atau-gudang
_ mlllk Penggugat tanpa memperoleb 121n darl Ketua Peng-.
” ad¢lan Negerl Jakarta Pusat 15et1dak tldaknya dl dalam

 keadaan yang perlu dan mendesak Tergugat telah t1dak

melaporkan penyitaan tersebut kepada Ketusa Pengadilan

.Negerl Jakarta Pusat.

Di dalam ?raperadllan tersebut tergugat telah me-
ngajukan eksep51 sebagal berlkut t

1. Bahwa permohonan Praperadilan vyang dilajukan
oleh Pénggugét ini tidak sesual dengan ketentu-
an dalam pasal 77 dan 79 KUHAP, yang telah me-
nentukan bahwa praperadilan-memeriksa tentang
sah atau tidaknya, penangkapan - peénabanan -
“penghentian penyidikan, atau penuntutan dan ganti
rugi.

2. Bahwa apa yang diajukan oleh penggugat tersebut

wira Tatrmengeratpenytteaanfpenyegelan-peniti-pan
barang-barang buktl tentang tindak pidana yang
tidak sesual dengan pasal 77 KUHAP tersebut,

3. Karena itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus

Taltu telah melakukan penyl_jfx_ﬁh




‘.nyltaan

permohonan praperadllan ini, setldak tzdaknya

-{'menolak atau tldak menerlma praperadllan 1n1.

Sedangkan dl dalan pokck masalahan jawaban

. ;;

":wahdhinfjakra, melakukan tindak pidana persaing

'? termohon yang kamx anggap pentlng berkenan dengan pee 

tersebut adalah sebagal ber-.kut g.ﬂgﬁ

'Bahwa_karena adanya-dakwaan terhadap Iwan Soe-

ahtéﬁrang, ex pasal 382 bis KUBP, maka pada
‘tanggal 23 November 1984, pihak tergugat, se-
laku. penyidik telah melakukan penyitaan atas

benda-benda bergerak yang dibuat/diperuntukkan

‘melakukan tindak pidana vang didakwakan.

Bahwa benda-benda yang bergerak vang telah di-

sita oleh Tergugat tersebut, berupa : accu, bak

accu kosong, kartoon pembungkus, alat-aiat sab-
lon cetak, barang-barang tersebut kemudian di-
segel dan ditaruh 41 dalam satu kamar.

Bahwa Tergugat +tidak menyita/menyegel pabrik
ateau gudang Penggugat.

Bahwa penvitaan tevsebut, oleh Tergugat lalu di

3 2% RS km) Lo 2 T,
oY R i w

raperkan-lepada RGEGELaR--Negerd
Pusat tanggal 28 Desember 1584 unituk memohon
surat izin surat penvitaan.

Bahwa tanggal 15 Januari 1%85, Ketua Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Surat




Penetapan yang berlsl memberl 1213 kepada Te
gugat atas penyltaan yana te?ah dllakuhannyaf 

fﬁT”-tersebut

".ngan a1a5an praperadllan menganggap dlvlnya nerwenangf..-“f

hemerlksa.dan menutus permohonan praperadllan vang di-
"éjuhan oleh penggugat tentang penyliaan barang barang
7dan peny@gelan pabrik atau gudang

Pertimbangan penolakan eksepsi tergugat adailah se-
-bagai_berlkut_: ... Pengadilan NegeV1 berpendirian bah-
wa weﬁenagg Pengadilan_Negeri untuk mengadili Praper-
.adilan.ﬁegeri untuk méngadili Praperadilan diatur di-
dalam Bab X, Bag I pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP, [VAS]
No.8/1981. Bila diperhatikan pasal 77 saja, memang
benar apa vang dikemukakan Tergugat bahwa wewenang Pe-
ngadilén Negeri memeriksa dan memutus Praperadilan;
terbatas apa vang disebut dalam pasal 77 saja. Akan
tetapi bila pasal tersebut dikaitkan dengan pasal-pasal
lainnya, khususnya pasal 82 (1) butir "b" KUHAP, maka

kita akan melihat bahwa benda yang disita yang tidak

sermasuratatpenibuk
putusan Praperadilan. Ketentuan ex pasal 82 (1) butir
whe KUHAP ini, mengandung arti, bahwa Prapradilan di-
beri wewenang pula untuk memeriksa dan memutus benda-

benda sitaan, termasuk sah tidaknya sebagai alat pem-
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-buktlan.

WaWaupun pada akhlr keputusannya Hakln Pvaperadllu

"_j an tersebut nenolak se1uruh permohonan penagugat kare—

”.na dldasaxkan bahwa apa Vagn dllakukan oleh tergugat

telah .memperoleh izin 'aarT* Ketua Pengadilan Negeri

.Jakarta pusat sesual dengan  ketentuan pasal 38 (2)

KUEAP

Untﬁk iebikh jelasnyva maka pertimbangan Bakim Pra-

peradilan tersebut kami kutipkan di bawah ini :

1. Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat-surat
.bukti yvang telah diajukan, baik oleh Penggugat,
bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 maupun oleh Ter-
gugat, bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, serta kete-
rangan para pihak di dalam persidangan, maka
diperoleh akta juridis yang pada pokoknya se-
bagail berikut':

a. Bahwa Tergugat benar telah melakukan penyita
an atas benda bergerak berupa sejumlan accu
dan karton pembungkus accu serta bahan-bahan

sablon cetak, yang diduga dipakai/hasil dari

PIRaEptdereer-pasal - 362 phe-RURE--Pe saing
an curang, vang didakwakan kepada tertuduh
iwan Soewandhi Tjakra.

b. Bahwa Tergugat tidak menyita/menvegel pabrik

atau gudang, vang termasuk sebagai benda tak
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bergerak.

‘c. Bahwa benda-benda bergerak yang disita ter-

 §ébut_dipuaﬁkaniBerita Acara Pényiﬁéan dan
'ditémpétkan daiéﬁté%##:kamar'yéﬁg keﬁudian
ditu{up.dan-disegei-serta dititipkan - pada
istril tertuduh.

d. Bahwa Penyitaan tersebut kemudian dilaporkan

kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

pada tanggal 28 Desember 19584 untuk memper-
oleh izin Penyitaan vang telah dilakukan
Tergugat, selaku Penyidik tersebut.

e. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
dalam surat pentapannya tanggal 15 Januari
1985, telah memberikan izin kepada Tergugat
atas penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat

pada tanggal 23 November 1984 tersebut.

2. Menimbang, daril akta yuridis tersebut, Peng-

adilan Negeri memperoleh bukti yang cukup dan
meyakinkan, bahwa tindakan Tergugat vang melaku

kan penyitaan atas benda-benda bergerak sehubu-

Aelh T Fo% 4 o=l 2822 I oa

3.

TG ETT e g ET -t R T 5 2
KUHP yang didakwakan tersebut, telah memperoleh
izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

gsesuai dengan ketentuan pasal 38 {2) KUHAP.

Menimbang, dengan demikian, -secara yuridis,




'* t1ndakan penyﬁtaan ol@h Tergucat selahu Peny1—i

“Nifdlk tldak melanggar ketentuan Undang undang ex-'“'b

}pasal 38 (2) KUHAP.

LMenlmbang,_bErdasarkan atasmalasan;yur1dls yangq¥ f

'“teiah <i1pert1mbangkan tersebut dl. atas ;-maka_f-}~~-

"siterbuktl bahwa permohonan Pvaperadllan yang d1~.
 “iéjukan oleh Pengguga;,:kar@na tldak terbukti 
:_imenurut undang undang, harus dlnvatakan dltolak
Dengan kaml kemukakan Z{éua} buah ‘contch Keputusan
Hakim Praperadllan di atas ‘adalah untuk menungukkan
bahwa di dalam praktek telah pernah texjadl bahwa suatu
.ﬁpaYa paksa lalnnya selaln penangkapan dan perahanan,
‘dalam hal ini adalah upaya paksa penyitaan, terlepas
dari diterimanya.pefmohonan_Penggugat ataupun ditolak-
nfa permohonan Penggugat tersebut, persidangan Praper-
adilén tersebut telah berlangsung.
Dan anehnya keputusan kedua Hakim Praperadilan ter
sebut saling bertentangan. Hakim Ruwiyanto, SH mengang-
gap keberatan penyitaan bukanlah wewenang praperadilan,

sedangkan Hakim M. Ali Beediarto, SH menganggap dirinvya

Y,

BETWEHS T nenerTkye -dunr-rematus- enda=benda o S A = R
ini dapatlah kita mengerti, karena KUHAP tidak mengatur
secara terperincl dan mendetail tentang Praperadilan.
Pembuat undang-undang juga kurang konsisten dalam” hal

ini, kalauw kita ikuti lebih lanjut kewenangan praper-
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adélan éebagaimana vang'dijeiaskan penjelasan pasal 95
yat 1 KUHAP dan pasal 82 (1) butir "b" KUHAP keﬁena-
' ngan praperadllan bukan hanya m@llputl pemerlksaan ten~

" tang sah atau tléaknya penangkapan atau penahanan saja
tap1 meliputl Iuga pemerlksaan tentang sah atau tidak-
.nya;pemaSukan rumahF penggeledahan dan penyiltaan.

..”_Tehtﬁ saja untuk selanjutnya apakah memang praper-

“adilan jugégerwenang untuk menentukan sah atau tidaknya
suatu tindakan upaya paksa di luar penangkapan dan pe-
nahanan digantungkan kepada perkembangan selanjutnya

di cdalam kehidupan praperadilan sehari-hari.

b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan
atau penghentian penuntuatan. ‘

Kasus lain yang termasuk ke dalam ruang lingkup
kewenangan praperadilan ialah memeriksa dan memutus sah
atau tidaknva penghentian penyidikan yang dilakukan pe-
jabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya peng-
hentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Mengenai alasan penghentian penyidikan dan peng-

hentian penuntutan akan penulis terangkan dalam pem-

bahasan yang befsangkutan dengan hal-hal tersebut, oleh
sebab itu tidak akan penulis uraikan lagi di sini.
Alasan itu bisa oleh karena hasil pemeriksaan pe-

nyidikan atau pentuntutan tidak cukup bukti untuk me-
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neruskan perkaranya ke pemeriksaan sidang pengadilan.

Atau oleh karena apa yang disangkakan kepada-tersangka

'7- :bukanfmerupakan kejahatan atau peianggaxan tindak.pida—

'F;gé;fégﬁab.itu tidak'mungkiﬁ ;nﬁuk-meneruékéﬁfpgr?aranya
:Eé.éiaang pengadilén. | o

ﬁungkin juga penghentian penyidikan atau penuntut-
an itu dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alas-
“an nebis in idem, karena ternyata apa yang disangkakan
kepada tersangka adalah merupakan tindak pidana vang
telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan tentang
itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau pe-
nuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan
kepada tersangka sudah terdapat unsur kadaluwarsa untuk
menuntut. Oleh Karena itu apabila dalam pemeriksaan
penyidikan atau penuntutan dijumpai unsur kadaluvarsa
dalam perkara yang sedang diperiksa adalah wajar penyi-
dikan atau pernuntutan dihentikan. Apabila penyidikan
atau pentuntutan dihentikan, berarti perkara yang ber-

sangkutan tidak diteruskan ke sidang pengadilan.

B P e T SO T e YO T I oo WY e iV e 0 5 ol o T P armalralh o
F=y % w g ey E

s R T
lamanva alasan tindakan penghentian penyidikan atau pe-
nuntutan itu sudah tepat dan benar menurut ketentuan

Undang-undang ? Mungkin saja alasan penghentian itu di-
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-.-neruskan perkaranya ke pemerlkééan 51dang pengadllant
Atau oleh harena apa yang dlsanghakan kepada tersangka
'  bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tlndak plda—'
. Sebab 1tu'aadak mungkln untuk menerushan perkaranya 
1ke;sxdang pengad11an.. | | | |

: Mﬁﬁg%ih juga penghentian penyidikan étau penuntut-
ah itui&ilakukan'penyidik;aiau penuntut umum -atasg alas-
'én né?ié_in idem, karena £ernyata apa yang disangkakan
kepada,tersangka adalah merupakan tindak pidana vang
telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan tentang
itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

‘Bisa juga penghentian dilakukan penyidik atau pe-
nuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan
kepada tersangka sudah terdapat unsur kadaluwarsa untuk
menuntut. Oleh karena itu apabila dzalam pameriksaan
penyidikan atau penuntutan dijumpai unsur kadaluwarsa
dalam perkara vang sedang diperiksa adalah wajar penyi-
dikan atau penuntutan dihentikan. Apabila penyidikan
atau pentuntutan dihentikan, berarti perkara yang ber-

sangkutan tidak diteruskan ke sidang pengadilan.

g dede e G2 P at--Rer L aRY Sy 2P EkaR.5 8

Pk & dom, o e
0 R [ e vy S TR
lamanva alasan tindakan penghentian penyidikan atau pe-

nuntutan itu sudah tepat dan benar menurut ketentuan

Undang~-undang ? Mungkin saja alasan penghentian itw di-
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tafsirkan-secara tidak tepati Bisa juga penghentian itu.

- sama . sekall tldak beralasan.3Aﬁau-pehghentian~itu-di—.

'if*lakukan unﬁuk kepentlngan prlbadl pGBabat yang bersangm'

' ,kutan,;Oleh karena ltu bagalmanapun mestliada suatu
:lembaga Vang berwenang memerlksa dan menllal sah atau

-tidaknya penghentlan pen§1d1kan atau pentuntutan, supa-

yva tlndakan_ltu 3angan sampal. bertentangan dengan. hukum

~dan - kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan

penyalahgunaan wewenang.

Di samping itu mungkin saja terjadi bahwa apabila

~dilakukan penghentian penyidikan atau penghentian pe-

nuntutan, maka akan terjadi suatu keresahan dalam ma-

syarakat, terlebih lagi bagi pihak ketiga yang merasa

dirugikan dengan adanya penghentiah penyidikan atau

penghentian penuntutan, &i mana mereka tidak mempunyal
upaya hukum lainhya, maka lembaga praperadiian adalah
suatu sarana yang tepat untuk menjaga kepastian hukum
tersebut. Dengan demikian kalaupun diputuskan bahwa
penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan di-

anggap sah, maka hal tersebut akan dapat merupakan

calnia ba?zcﬁ“i:n hakam.haciomasysarakat
<t ¥

c. Berwenang memeriksa tuntutan ganti kerugian.
Pasal %5 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian

yvang diajukan tersangka, keluarganva atau peﬁasehat




60

hukumnya kepada praperadllan‘ Tuntutan ganti kerugian

dlajukan tersangka kepada praperadllan dldasarkan atas.

alasan

l) Karena penangkapan atau penaharaﬁ a;au peny;ta—  uff?*

Uian séh._r-7
2} Ataﬁ oléh.kareﬁa.éenggeledahén;atau penvitaan
 yaﬁ§fbértentaﬁgan_dengan_ketentuaﬁ:hukum dan
'uhﬁaﬁg—undang.. f
. 3) Karena kekeliruan mengenaicmahg vang Sebenarnya
'mésti ditangkap, ditahan atau diperiksa.
Misalnya{ pelaku tindak pidana yang sebenarnya
adalah X, tapi yang ditangkap, ditahan dan di-
periksa si Y. Baru beberapa hari kemudian pe-
nyidik menyadari kekeliruannya menahan dan me-
meriksa Y. Atas tindakan kekeliruan mengenal
orang vang ditahan, ditangkap atau dipefikéa,
memberi hak kepada orang vang bersangkutan un-
tut menuntut ganti kerugian kepada praperadilan
Mengenai masalah tuntutan ganti keruglan ini tidak
kita bicarakan di sini. Sebab mengenai tindakan ganti
)

D BB 2 eS8 a - segl pernasalahannya...akan di—

PR i)
Ei = o =

bicarakan tersendiri. Apa yang penulis singgung di sinl
hanva sekedar untuk mengaitkan tuntutan gantl kerugian

dengan wewenang praperadilan. _ -
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a.'Memeeréapermlntaan rehabxlitaSl.

-Pvaperadllan juga bérweﬁand memeriksa dan memutus
 §ermip£aan rehabilitasi yang dlajukan tersangka keiuar
ggénjé.ébau peﬁaéehat hukumnva atas ponangkapan étau pe-
nahanan tanpa dasar hukum yang dltentukan undang- undang
_Atap rehabllitasi atas kekeliruan mengenai orang atau
'hgkgm‘?ang diterapkan, yang perkaranfé_tidak diajukan
ke sidang pengadilan.

Dan  tentang masalah rehabilitasi akan diuraikan
tersendiri. Apa yang diuraikan di sini hanya sekedar
memperlihatkan rehabilitasi sehubungan dengan kewenang-
an praperadilan.

Apakah tugas tambahan yang dibebankan kepada peng-
adilan negeri dalam bentuk lembaga praperadilan tidak
menghambat kelancaran pemeriksaan dan pemutusan perkara?
Séjr&as lalu, mungkin demikian ! Akan tetapi semuanva
tergantung kepada kemampuan Ketua Pengadilan Negeril
melaksanakan pengendalian dan pimpinan vang tepat.

M. Yahya Harzhap, SH berpendapat

Dengan sarana dan personil yang ada sekarang, su-
dah cukup memadal melaksanakan tugas operasional

g T NP Aearanl 3 1 ~ rang

i S | ol
werat et TS peratrha iy AT B SR SRS IRy

berhubungan dengan wewenang praperadilan, tvdaklah
akan merupakan kasus vang sulit pemeriksaannya.
Juga kuantitasnya pun tidak begitu memberati volu-
me kerja dan tugas pemeriksaan perkara pidana.
Barangkali hanyva di kota-kota besar saja dijumpal
kKasus yang menvangkut wewenang praperadilan, =agak
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. : . 13)
relatif tinggi.

Berbeda dengan pendapat Bambang Poernomo, SH yang
mengatakan :

__Penyelenggaraan wewenang praperadilan bukanlah tu-
"gas pekerjaan yang ringan, mengingat kegiatan alat
“‘negara- penegak hukum yang-satu - - menilai dan me-

nguji pola pekerjaan alat negara penegak hukum
yang lain pasti merupakan pekerjaan yang harus di-
lakukan dengan cermat dan menguasai seluruh meka-
nisme sitem penegakan hukum. Titik berat perhatian
pemeriksaan praperadilan dimulai untuk menentukan
"apakah petugas telah melaksanakan/tidak melaksana
kan ketentuan undang-undang atau apakah petugas
telah melaksanakan melaksanakan perintah Jjabatan
yang diwenangkan/tidak, atau hal-hal lalnnya yang
menyebabkan kekeliruan”, sedangkan menurut penga-
laman ataupun yurisprudensi pekerjaan ini tidak
selalu mudah. 14)

2. Susunan Praperadilan.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan,
praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sen-
diri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan
yang mempunyai wewenang memberi putusan akhlr atas
sautu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu
lembaga baru yang ciri dan eksistensinya.

a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada

setiap pengadilan negeri. Praperadilan sebagail

13)ipida. . nai. S516.

r

-

14 . . \
)Bambang Poernomo, SH., Orientasl Hukum Acara

?idana Indonesia, Yogvakarta, Penerbit Amarta Buku,
tanpa cetakan, tanpa tahun, hal. 188,
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lembaga pengadilan, hanva dijumpai pada tingkat
pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang
‘tidak terpisah daril dengan pengadilan yang ber-
sangkuian. o T

. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di
luar atau di samping maupun sejajar dengan pe-
ngadilan negeri.

C. Administratip yustisial, perscnal teknis, per-
alatan dan bersatu dengan pengadilan negeri,
dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan
dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang ber-
sangkutan.

d. Tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagi-

an dari -fungsi yustisial pengadilan negeri itu
.sendiri.IS)

Dari penggambaran ciri §i atas, eksistensi atau
keberadaan dan kehadiran praperadilan, bukan merupakan
iembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan
wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP
kepada setiap pengadilan negeri.

Menirrite Rasa el Hnﬂn:—\rj_.nr\ﬂ:nnﬂ Maooid Tahun 19870

semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-

kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila undang-

-

lS)M. Yahya Harahap, SH., Op. cit., 6 hal. 515.




:“Jf peker3aan panltera (ayat 3)

undang men@nuukan 1a1n (ayaﬁ l) Sxdang dlbantu oleh-_-ij 

"éeorang panltera atau $eorang vang dlLugas&an melakukan
B Meﬁgenal éﬁsunan p?aperédllaﬁ tercaﬁfum Iaélém
”5paal 78 ayat {2) KUHAP yang menentukan bahwa 51dang
__prapeladllan dlplmpln oleh haklm tunggal vang dltunjuk
 oleh Ketua Pengadmian Negerl dan dlbantu oleh seorang
 panLt§xa.': |
KUHAP tidak mengatur bagaimana syarat pengangkatan
ihakim p#aperadilan dan dalam jangka waktu berapa tahun
hakim praperadilan_yang diangkat itu menjalankan tugas-
nya, akan.£etapi hal ini dia{ur di dalam Pesdoman Pelak-
sanaan KUHAP,

Untuk kelancaran tugas dan tanggung jawab praper-
adilan, ketua pengadilan negeri setempat dapat memilih
alternatif yvang paling sesuail dengan keadaan vang di-
hadapinva secara nyata, dengan memperhatikan faktor
beban kerja dan tenaga teknis yang terdapat pada peng-
adilan negeri yang bersangkutan. Berdasar pertimbangan

keadaan dan fktor itulah Ketua Pengadilan megerli me-

e e Y S— malin
Bl el

e anads.  aintnl.onenagacilan
= g = fin

[ET BN S o S = i i L St 223
vang dipimpinnya, berupa :
2. Membentuk satuan tugas praperadilan yang per-

manen. & -

Jika seandainya secara nyata suatu pengadillan
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-_menghadapi kasus praperadllan seaemlklan ?upa banyakf
ﬁnja sehlngga penyelesalan penerlksaannya tldak da~ N

'_fpat dﬂjaﬁlkan sebagal_ tugas samp’Hgan bagl para_f

:alam keaéaan yang sepertl 1nl'leb;h tepatf 

:ketua bengadllan neger1'menetapkan suatu perangkat
' $atuan tugas perménen .§ang khusus berfungsm melayam.
:fﬁl tugas praperadllan._Pembentukan Sacuan tugas vang

 permanen 1n1 dlmaksudkan s |

~ 1) Mengangkat dan menetapkan seorang atau beberapa

" orang.haklm dan panitera senior yang khusus ber-

' tugas untuk meiayani pemeriksaan dan penyelesaian

ka5u$wkasus yvang diajukaﬁ.kepada praperadilan.

2) Hakim dan panitera tersebut, diangkat dan ditetap
kan untuk Jjangka waktu satu tahun.

3) Selama jangka waktu itu hakim dan panitera yang
bersangkutan, dibebaskan dari  fungsi mengadili
perkara. Semata-mata mereka hanya bertugas meng-
hadapi penyelesaian kasus vyang diajukan kepada
praperadilan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pilihan

yrEEETTErvaty it didasarvanyeswaTdengan - Tadu
dan volume kasus-Kasus vang diajukan kepada praper-
adilan. Jika ternvata beban kerja vyang diajukan re-—
latip banyak serta tenaga hakim yang ada cukup ter-

sedia, cukup alasan untuk pembentukan satuan tugas
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praperadilan vang permanen.

Akan tetapi 31ka persoalan vya ng "iajukan ke-

: 7pada praperadllan hanya berstat WQSldentli serta

tenaga haklm yanc aaa tldak cukup memadal ketua

'pengadllan negerl bersangkuLan lebih balk memlllh

alternatif vang kedua.

Bentuk tugas rangkap. .

Inilah pilihan alternatif kedua. Ketua pengadi-
lan negeri tidak perlu membentuk satuan tugas pra-
peradilan yang permanen. Penyelesaian pemeriksaan
kasus vang diajukan ke praperadilan dilayani dan di-
}aksanakan secara .insidentil dan rangkap. Setiap
hakim dan panitera vang ada, sewaktu-waktu dapat di-
tunjuk ketua pengadilan negeri untuk memeriksa dan
memutus kasus yang diajukan. Jadl dalam bentuk tugas
rangkap yang seperti ini :

1) Hakim dan panitera vyang akan melayanl tugas pe-
meriksaan praperadilan, ditunjuk oleh ketua pe-
ngadilan negeri pada setiap ada kKasus yang diaju-
kan. Tidak ditetapkan hakim dan panitera vang

A7 S - .
resws we-Reranganingadadan.Jangkanakin. Lol

tentu.
2) Dengan demikian setiap hakim dan panitera, dapat
ditunjuk melaksanakan fungsi praperadilan tanpa

membebaskannya dari tugas pokok memeriksa dan me-
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o mutus perkara- pidana dan perdata. 'Penuﬁjukan

mereka dllakukan secara kasus perkasus tanpa me— '

nyamplngkan tugas pokok mengadlll perkara.ﬁ.'f

' ¢. Plhak plhak yang dapat Mengaﬁukan Praperadlléﬁ

R Slapa yang dapat mengajukan permlntaan pamerlksaan
j praDerad11an 7'Untuk menjelaskan hal ini; penulls akan
.fmenguralkanﬂya.sasual dengaﬁ alasan vang menjadl dasar
permintaan pengajuan.pemer;ksaan praperadilan. Dengan
gad;_dasar pengajuan pe;m;ntaap pemeriksaan praperadil-
aﬁ dan éekaligus mengkaitkannya dengan piﬁak yang ber-
hak mengajukan permintaan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 79,
Pasal 80, Pasal 81, Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 97 ayat
(3) KUHAP, maka yang dapat mengajukan praperadiiaﬁ.adau
laﬁ sebagal berikut :

1. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan

dan atau penahanan :

a. Tersangka atau terdakwa.

X T ) fon e B )

Py S R G BT By B
c. Kuasanva.

2. Permintaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan
atau penghentian penuntutan ! -

a. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
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"2) Plnﬁk “faswa yanc berkementlngan PR

va pmngheqtlan penuntutan

")éieﬁiﬁé%.gcﬁiﬁa”yang berkepeﬁtlngan.fu
..3 Tuntutan gant _ eruglan atas penangkapén atau pena—
; hanan serta'zlnﬂayan laln banpa alasan vang berdasar-
7kan"undéng uﬁﬁ%x atau Rarena kekel;ruan méngenal
érangHatau ﬂnmum.yang dlterapkan yang perkaxanya
ticiék.di_éjukan_ s;fze_..pengadlla_n _n_e_ge_rl,_.fda_lam arti di-
hentikéﬁ dalam tingkéfi@enyid;kan_atau_?énuntutan :
.a.nTéfséﬁgka | |
_b. Ahii.waxis
. Pihak ketiga vang berkepentingan.

.4, Permintaan Rehakilitasl atas penangkapan atau pena-
hanan tanpa @alasan yang Dberdasarkan undang-unang
atau kekeliruan mengenal orang atau hukum yang di-
terapkan, vang perkaranya tidak diajukan ke pengadil
an negeri, artinya dihentikan dalam tingkat penyidi-

kan atau penuntutan :

rPerEangiea
h. Pihak ketigas yang berkepentingan
Siapakah yang dimaksud dengan pihak Kketiga yang
berkepentingan dalzm pasal 80 KUHAP, dalam suatu tihdak

an penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan




'-tersebut 2
Mengenal pzhah.]{eulga yang"berkepentlngan -tidak -

7-d13e?askan leblh lanjut dalam undangvundang Sejauh ini

'“# yang dlsebut plhak ke;”da yang berhepenLlngan dalam_
“fsatu Demerlksaan p@rkara pldana .adalah sak51 yang men-
 jad1 korban dalam Derzsulwa pldana yang bersangkutan

' atau plhak pelapor.

Menuzut pendapat Moch.'AmiEQ, SH., Pasal 80 KUHAP

harus dltaf51rkan secara luas. Setiap warga negara dan

_anggota masyarakat menurut penafsmran Amien bisa disebut

sebagal_plhak ketlga.l6}

: Béfdasarkan penafsiran'itulah, Moch. Amien, SE de-
ngan ﬁengatas namakan sebagail pihak ketiga lalu mempra-
peradilkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Permohonan
Amien agar praperadllan menetapkan kejaksanaan bersalah
karena penghentian penyidikan dalam kasus penyelundupan
Holden Camira,.

Moch. Amien, SH., seorang jaksa yang ikut menanga-
ni perkara Holden Camira sejak awal, merasa dirinya
berhak mepraperadilkan kejaksaan, Xarena telah susah

payah--Rengusich-—penyelundupan sekitar.. 300 .onit. mobil

Holden Camira vang merugikan negara sebesar Rp. 1,1

milyar pada tahunl®83, ternyata penyidikan perkara itu

16 .
)Majalah Editor, 5 Desember 1987, hal. 25.




,dlhentlkap atasannya; Paéahal;péﬁyidikan,:sudahjhampirj
“‘jmembongkar kasus ltu secara Luntas.-q_s. 

Mochf,= ien, yang akhlrnva mengundurkan dlrl,

ZL-darl_korps kejaksaan merasa_sebagal warga negaza 1a_;'~

'  merasa rugl bila negara dlruélkan'aklbat kejahatan, Ia
' juga menolak pengertlan plhak ketlga dlaruixan Lerlalu
; semp1t.T,:"- . : .

"Terobosan Mocﬁ Aéién SH ékhirnfa.dipatahkan Pe-
ngadﬂlan Negeri Surabaya. Upaya praperadilannya ditelak
_oieh Pengadllan. Alasan hakim ialah Moch. Amien SH bu-
kanlah eorang vyang berhak memohon praperadilan dalam
kasﬁs.iﬁi, atau yvang lazim disebut sebagai pihak ketiga
Pihak ketiga vang berkepentingan itu adalah orang yang
secara langsung dirugikan oleh tindak pidana tersebut.
Pengadilan tidak melihat nestapa atau penderitaan péda
diri Amien, yang.justru merupakan syarat untuk biéa di-
sebutkan sebagal pihak ketiga.l7)

Kejutan Amien, memperkarakan bekas intansinya itu,

tidak hanya membuat kaget kalangan praktikus hukum,

kususnya kejaksaan, +tapi juga mengundang perdebatan

Kalau begitu, vang dimaksud dengan pihak Ketiga

vang berkepentingan dalam pasal 80 KUHAP acdalah saksi

7 .
. )Majalah Tempo, L2 Desember 1987, hal. 75.




o

~yang langsuﬂg‘ menjadi ‘korban dalam peristiwa pidana
atau saL51 Delapor.

7Pember1an hak yang demlkgan kepada sak51 korban5atau.

'~ ;pelapor dapatlah dlanggap memenuhl tuntutan kesadaran

: masyarakat, Sebab -dengap pemberlan hak tadl kepada
saksi, Dberarti pengawaasn atas_penghentian penyidikan
atau_peﬁghg;tiaﬂ penuntutan bukan hanya berada di tangan
‘penyidik atau penuntut umum saja, tapi diperluas wawas-
annya kepada saksi. Kita 1lihat, dengan diberinya hak
-kepadé saksi, pengawasan tentang sah atau tidaknya peng
hentian penyidikan atau penghentian penuntutan telah di
lapisi undang-undang.

Siapa vang dapat mengajukan tuntutan tentang sah
atau tidaknya penggeledahan, penyitaan ataﬁ pemasukan
rumah ? M. Yahya Harahap, SH berpendapat, mengenai sah
atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan termasuk juga
dalam kandungan pasal 7% XUHAP. Sehingga mengenai hal
tersebut dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya
atau penasehat hukumnya atau orang terhadap siapa di-

iakukan penggeledahan atau penyitaan.ig)

D. Pejabat vang Dapat Diajukan Praperadilan

Bila melihat ketentuan pasal 82 ayat (3} KUHAP,

lB)M. Yahvya Harahap, SH., Op. cit., hal. 52Z.




72

dapat dzketahul bahwa vang dapat uzajukan prameradllan
.adalah pEHYldlk dan pmnuntut umum. Bagalnana dengan

haklm:‘ Apakah haklm danat dlajukan praperadlﬁan'§f-

Sepertl klta kebahul salaln nenywalk dan penuntuh_'

ﬁﬁum untuk kepentlnaan penerlksaan hakim. dl 51dang pe-—-
. ngaé;lan dengan penetapannya berwenang melakukan pena-
"hahaﬁ §an §emberika§Vperpégjangan-penahanan.

| Befdééarkan pasal 14 Tahun 1970 walaupun tidak ada
pératﬁrannya apabila hakim melakukan penahanan yang
_Bertentangan denggn undang-undang, dapat diajukan pra-
pe:adilan.

Tetapi mengenai hal ini, Ketua Mahkamah Agung RI
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SE-MA) No.l4 Tahun
1983 tanggal 8 Desember 1983, menyatakan bahwa sehubu-
ngan dengan masih adanya pertanysan yang diajukan ke
sidang praperadilan berdasarkan pasal 77 KUHAP, be?sama
ini diberitahukan bahwa mengenai hal ini Mahkémah Agung
berpendapat bahwa seorang hakim tidak dapat diajukan
praperadilan berdasarkan pasal 77 KUHAP.

Berdasarkan penegasan Mahkamah Agung dalam SE-MA

Wt Patrar - 98 3o nake- kel eaw--ade-perRintaan - pene

riksaan praperadilan terhadap seorang hakim kepada
Ketua Pengadilan Negeri atas dasar pasal 77 KUHAP, per-
mintaan tersebut harus ditolak. Alasan Mahkamah Aygung

adalah, karena tanggung jawab juridis atas penahanan
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itu {etap ada pada masing-masing instansi yang melaku-

kanfpenéhanan (pertama}'itu_adalah'hakim sendiri, maka

 p§;§hap§n”;tu adalah dalam rangka pemeriksaan oleh Pe-

ngadilan Negeri di mana paal 82 ayat (1) huruf d ber-.
iak_’{l' t@rhadapnya. P TR L
Bagaimana apabila terjadi kesalahan atau kekeliru-

an hakim dalam memberikan perpanjangan penahanan ? Oleh

‘SE-MA dinfétakan bahwa tanggung jawab juridis atas pe-

nahanan itu ada pada instansi yvang melakukan penahanan

{pertama). Misalnya Hakim terlambat memberikan surat

perpanjangan penahanan, terlambat memperikan surat pe-

nolakan perpanjangan penahanan, hal ini tidak adil bila
kesalahan hakim ditumpahkan kepada penyidik atau penun-
tut umum vang melakukan penahan pertama.

Bagaimana halnya dengan kekeliruan atau Kkesalahan
dalam melakukan penangkapan atau penahanan oleh instan-
si lain di luar Polri, misalnya Laksus, Opstib, Danra-
mil, Koramil, atau POM ABRI, apakah dapat diajukan Pra-

peradilan 7

Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur instansi

FEHYTETR - Gen penarrta o amem-yang i se--dbadi b ie-di-sdenyg
praperadilan. Tapi Surat EBEdaran Mahkamah Agung (SE-MA)
No. 15 Tahun 1983, memperluas wewenang lembaga itu, se-
hingga juga bisa menyidangkan instansi militer di luar

polisi, yang melakukan tugas-tugas penyidikan.
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Menurut Mahkamah Agupg, yang menjad1 dasar/patokan
'_untuk ‘menentukan pengadwlan mana yang berwenang melak-
”JSanaLan 51dang prapengadlan adalah stauus pelaku tindak
kapan/panahanan;-

Jadi apabila status si pelaku kejahatan adalah si-
pil, maka pengadilan yang berwenang melaksanakan sidang
"praperadiian adalah Pengadilan Negeri, meskipun yang di
dakwa melakukan penangkapan/penahanan secara tidak sah
itu statusnya adalah militer.

Tapi celakanya, dalam praktek tidak semua hakim
mengetahui SE-~MA tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Tan-
jungbalai Sumatera Utara, Darvin A. Darwis, SH, awal
buian Desember 1987 serta merta menolak permchonan pra-
peradilan vang diajukan Pengacara Chalid Jakub seorang
komandan Koramil di daerah itu.

Alasan Hakim Darvin ialah, Pengadilan tak Dberwe-
nang mengadili mereka. Ia juga menunijuk pasal 77 (1)
KUHAP, vang menetapKan hanya penyidiklah vang boleh di-

praperadilkan, dan oknum Koramil pukanlah penyidik se-

e e 0 1 A T30 .,
i £

perri-drator-RUEAPe-vang bepwenangmnengadili..cknum, Kos=
ramil adalah pengadilan militer.

Ketika ditanva oleh wartawan Tempo, bukankah pra-
peradilan terhadap militer justru “dihalalkan® oleh SE-

MA No. 15 Tahun 1983 ? Dengan enteng ia menjawab, saya
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Lak pernah tahu 1tu.13)

Jelas bahwa yang bersangkutan pastl beﬁum membaca

'i _raLuran dlmaksud waq ana;xan@babnja Ada. beberapa
"*ﬂﬁLaktor yang meﬁjadl penyebab kemunghznan bahan yang d1

'?lrlm qar1 pusau tl&ﬁcsampal kepada penpgak bukum vang

nerada dl seluruh pelosok Nusantara karena buku yang
perlu_diketahul tidak disebar luaskan oleh atasannya.

Tapi,litu bukan satu-satunya penyebab. Sering ter-

" 4adi pedoman sudah dipegang, tapi tidak pernah disentuh.

akibatnya tentu sama saja dengan keadaan di atas. Di

sinilah kemudian muncul ketidak seragaman penerapan
hukum yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Rupanya vang terjadi pada Hakim Darvin acalah ka-
rena SEMA sudah dipegang, tapi tidak pernah disentuh.
Karena Hakim Titi Nurmala, SH mengatakan tahu adanva
SEMA No.15 tahun 1883.

Titi Nurmala, SH juga hakim di Sumatera Utara ha-
nya ia beda pendapat. Hal ini dapat kita lihat pada
putusannya yang menolak permohonan secrang petani, Da-

meria beru Tarigan vang menggugat Danramil Medan. Alas-

onaman A 0 TN ook YN WAL V. SE L WO WOk Vo B N I 29 Ml d bR n. wild

ETrTY e : G
Yda oalialasy FRAW g TR R R Z

praperadilkan, ketetuan itu harus tetap dikaitkan dengan pasal 77

KUHAP, yang mengatur penyidik dan penuntut umum yang

2 .
O}Majalah Tempo, 16 Januari 1988, hal. 40.




:boieh dwpraperadllkan,!pgn'Danramil:ﬁidék berkualitas

E' sebaga1 penyldlk

Tltl hanya setugu m 1ter yang blsa dlpraperadll»:r"

T*f%én;f sesua;_ KUHAP hanyalah. POM ABRI 17

. Sayangnya SEMA LWdak mengatur sejauh 1Lu.29)

Kalau terjadl keblngungan bagl aparat peiaksana
“:karéna pedoman petunjuk tak jelas 151nya dan ‘bisa di-
”lnterpretaslkan bermacammmacam, maka yang salah bukan
'si;penerima petunjuk, tapi pembuatnyqlah vang menyebab-
7.han terjadlnva demikian. | .

Bagalmana dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan ¢
Dapatkah kepala LP dipraperadilkan ?

Vino melalui kuasanya Luhut LP Pangaribuan, SH
menpraperadilkan kepala LP Cipinang supaya membayar ganti
rugi sejumiah Rp. 3 juta, Karena Vino seharusnya sudah
bebas 10 Desember 1987, tapi baru sebulan kemudian pi-
hak LP Cipinang membebaskannva.

Dasar hukum mempraperadilkan LP Cipinang menurut
Luhut adalah dengan mengacu pada SEMA NO.15 1983 dan

pasal 95 ayat (1) KUHAP.

Fopanya-Pengaditan-tegeri-Jdakarta
pat lain. Pengadilan itu menolak untuk memeriksa dan

mengadili kasus praperadilan vang diajukan Luhut, Hakim

20) a5alah Tempo, 16 Januari 1988, hal. 40.

‘dan Provost.g_”T”




: :77..

.:berpeﬂdapath Vino leblh tEpat_mengajukénggugatan per-
S data.

"NoCh -fTaufiki'_ haklm pada PengadwlanA Negerl

: _fJakarLa Selatan berpendapat tldak mungaln mempraper*  g

'adllkap kepala L? 'harena-prap@radllan bermaksud me— .
_ngoreksi tindakan pol;51'dan jgksa. |

| ﬁBérbeda_ dengan.-iau:fikJ::M,::Yahya_;ﬂarahap, Hakim
ngﬁﬁg §§d§ Mahkaméh Agung, mengéﬁggép bahwé tidak ter-
tutup kemungklnan antuk mempraperadilkan Kepala LP. Hal
'1n1 mendasarkan pada pasal 95 ayat {1) KUHAP, bahwa pe-
.meriksaan:ganti rugl seperti vang termuat dalam pasal

95 .ayat (1) mengikutl acara praperadilan.Zl)

E. Acara Pemeriksaan Praperadilan

Praperadilan adalah satu kesatuan dan merupakan
bagian yang tak terpisah dengan Pengadilan Negefi. Se~
mua kegiatan dan tatalaksana praperadilan tidak ter-
leps dari struktur dan administrasi yustisial Pengadil~-
an Negeri. Semua permintaan yang diajukan kepada pra-

peradilan harus melalul Ketua Pengadilan Negeri atau

1. Tata Cara Mengaijukan Pemeriksaan Praperadilan.

Seperti kita ketahui bahwa yang tersangkut dalam

a

Zl)Majalah Editor, 6 Pebruari 1988, hal. 27.
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sxdang prapevadllan ada dua. pwhak Pihak~.yéna satu, -

:yaltu yang mengajukaﬁ pemer1kscan praperadxlan 'biasa;

'”vjfidlse ut ?emohon atau . Penggugat..Pemohon aLau Pﬂnagugat.ﬁ]“p'

i :ﬁdapat pula memberlkan kuasa kepada orang laln untak me{:j.f

~'wak;;1nya,f 
.;_Daiam ﬁaﬁ@smﬁ:-surét:gugataﬁ_gtau peimohpnan pra-
pefadilan mengwkutl‘ éara-céra ~dalam ﬁenyusun surat
"gugaLaD dalan Hukum Acara Derdaué.
Pada pokoknya surat permohonan praperadilan me-
muat & | |
‘a. Identitas para pihak. Yang dimaksud dengan
identitas para pihak ialah ciri-ciri dari pe-
mohon dan fermohon vaitu nama serta alamat atau
“tempat tinggal dan pekerjaannya.

b. Dasar-dasar permochonan { fundamentum potendi),
yaitu dalil-dalil yang konkrit mengenal adanya
hubungan hukum sebagal dasar serta alasan-alas-
an tuntutan.

c¢. Tuntutan (petitum).

1) Tuntutan yvang dimohonkan agar diputus dan di

1 et
[ = S

Lia albab L«_-xlri:-n’ ot ;)
2) Menverahkan keputusan kepada hakim yang di-
anggap adil.

Selanjutnya pihak vyang lainnya, yang tersanykut

dalam praperadilan adalah mereka yang dimintakan peme-
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riksaan préperadilan, bigsanya disebut Termohon atau
-Tergugat, bila lebih darl satu, maka disebut: Termohon
T, Termohon IT dan seterusnya.

"T_;géyéﬁa-gang diajuk§ﬁ p¢rmiﬁtaan_pemexikséan.pra-
peradilan adalah instansimfa, maka vang bertindak untuk
dan atas ﬁama instansi tersebut adalah pimpinannva.
Misalnya, permintaan pemeriksaan praperadilian terhadap
Folres Jékarta Selatan, maka vang menghadap di muka
sidang adalah Kepalanva atau dapat pula diwakili oleh
bawahannva dengan surat kuasa.

Setelah dibuat permochonan praperadilan oleh pe-
mohon atau penasehat hukumnya kemudian diajukan Kepada
Ketua Pengadilan Negerl yang sebelumnya didaftarkaﬁ da-
hulu di kepaniteraan perkara.

Setelah panltera menerima permohonan, permohonan
diregister dalam perkara praperadilan. Administrasi
vyustisial praperadilan dibuat tersendiril terpisak dari
administrasi perkara biasa.

2. Tata Cara Pemeriksaan Prapradilan.

Mengenal tata cara pemeriksaan di sidang praper-

satrar-dratar-datanpEsa -8 RUHEE - varmg-dapat - -di=
perinci sebagail berikut
a. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim dan panitera-

‘nya.

Berdasarkan pasal 78 ayat (2]} KUHAP, Ketua




80 :

PmngadilanﬁmenunjukIseorahg hak;ﬁ3£unggalgdan di-

“fbantu oleh seorang panltera.; 35;”

_ﬁPeneLapan harl 51dang 3 harl sesudah reglster.}:

” _Dem1klan dlt@gaskan dalam pasali82 ayat (1) hum_:

'ruf a, perhltungan penetapan harl smdang bukan dl

hltung darl tanggal penunjukan haklm oleh Ketua Pe-

'_ngad;lan-Negerl, akan t?tapl dlhltung‘ 3 hari darl

: {anggaizpenerimaan.

Pada harl pen@tapan sidang sekaligus hakim menyampai

_kan panggllan.

_Tata_cara ini sebaiknya yang ditempuh oleh pra-
peradilan, agar dapat dipenuhl proses pemeriksaan
yvang cepat seperti vang ditegaskan pasal 82 ayat (1)
huref ¢ KUHAP, yang dipanggil dan diperiksa bukan
hanya pemohon, tetapi juga pejabat yang menimbulkan
terjadinya permintaan pemeriksaan praperadilan;
Selambat-lambatnya 7 hari putusan sudah dijatuhkan.

Begitulah vang diatur pasal 82 ayat (1) huruf c
Cuma ketentuan ini sendiri tidak menjelaskan sejak

kapan dihitung masa tenggang yang 7 hari tersebut.

2 1 2 e R IR A b '? 1’3:!?”"1 de o5 A A e Az

SpETan Ggang
ranggal penerimaan atau daril tanggal registrasi,
atau dari tanggal penetapan hari sidang. Akibatnya
hisa menimbulkan selisih pendapat dalam penerapannya,

demikian menurut M. Yahya Harahap, SH. Selanjutnya
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bellau mengatakan bagaimané jika jarak waktu antara
- tanggal penerlmaan ﬁengan mﬂneuapan hav;.eiéang:dua
fmlnggu aLau satu bulan.?{?zj B
| Menurut.penulls pénda?at dl atas tlaak.tepa£_ ;
 karena penetapan harl 51dapg sudah harﬁs ditetapkan
3 hari:setelah diterimanya permintaan praperadllan
'[paséi_SZ avat (l§ hﬁruf'a].‘Jadi dalam waktu 10
hari éésuéah tanggal penerimaan hakim sudah harus
menjatuhkan putusan. Dan pasal 82 avat {1} huruf c,
bersifat imperatif, Karena memuat katé fharus'.
Tetapi kalau kita lihat dalanm praktek. Apakah para
hakim telah benar-benar dapat memenuhinya secara tepat
saya rasa belum sepenuhnya ditepati para hakim. Di sana
sini masih terdengar beberapa hambatan dan kelambatan.
Hambatan dan kelambatan itu dapat terjadi disebabkan
faktor psikologis vang belum bisa disingkirkaﬁ' oleh
para pelaksana aparat penegak hukum. Karena seringkali
para pejabat vang dipanggil sering mengabailkan panggil-
an pemeriksaan, menyebabkan hakim tidak dapat memutus-

kannya dalam waktu 7 hari.

1= 4

Apdldgi ragreSesrang rale i 3R PG 7 e ngkiti.gikap

ragu-ragu dan terlampau tebal dibalut sikap Ttenggang

rasa antar sesama aparat penegak hukum.

22)M. Yahya Harahap, SH. Op. cit., hal. 527.
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Sudah barang tentu ketidak hadiran pejabat vyang
:_bersénggﬁtén akah-d%jaﬁikan hakiﬁ sebaaai.élasan.untuk
'menunda pemerlksaan. Dallh ketldak hadlran pe}abat tadl

;Lelah dljadlkan haklm sebagal alasan untuk nelanggar
;ketentuaﬁ pasal 82 ayat (l) huruf ¢ KUHBP, o

DPalam praktek, selain mendengar keterangan dari
 kedua beiah pihak sébagaimgna tersebut dalam Pasal 82
avat {lj.huru b KUHAP, hakim juga memperhatikan Jjawab-
an Tarmohon baik berupa tanggapan atau sanggahan atas
dalii-dalil vyang diajukan Pemohonan, tanggapan dari
Pemohon dan Jawaba# Termchon atas tanggapan Pemohon
tersebut. |

Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah dalam si-
dang praperadilan diperbolehkan eksepsi ? Untuk hal ini
pun terjadl dualisme, karena KUHAP tidak mengatur dengan
jelas. Apa hakim yang menerima eksepsi Termchon dan ada
vang menolak dengan alasan bahwa di dalam acara pra-
peradilan tidak dikenal acara eksepsi.

Menurut Jaksa 7. Simanjuntak, SHE salah kalau hakim

menerima eksepsi Termohon, karena hal inl bertentangan

R RHAD. dan-akan.-nelangger..pasal. 82 ayait.tl). houeof
¥

W

23 . . -
)Wawancara dengan T. Simanjuntak, SH. Jaksa Pe-
nuntut Umum, Masalah Praperadilan di Indonesia dalam
Teori dan Praktek, Jakarta, 17 Desember 1888.
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Pertanyvaan selanjutnya, apakah hakim dalam meme-

3 rigsa p;apgradilan berWGnahg memeriksa bérkas perkara?
':  MQngehai:hal ini,_KUHAP ;idakL@engatur apakah dalam me--

- iaku%ah:Qémé:iksaan1di's;déﬁé;?raperaéiiéﬁ; £akim.bere.
wenéng mémeriksa bérkas perkafa atau. tidak. Tapi dapat-
lah kita simpulkan perlu atau tidaknya hakim vang ber-
'Sangkutan-memeriksa kelengkapan berkas perkara tergan-
Ttung pada keadaan perkaranya. Oleh sebab itu, apabila
hakim menganggap perlu maka ia dapat memerintahkannya
kepada Termohon agar dalam menghadap sidang praperadil-
an sekaligus membawa kelengkapan berkas perkara ter-
sebut untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil yang
diajukan pemohon.

Maka bagi pejabat yang diajukan permintaan peme-
riksaan praperadilan hendaknya dalam menghadap dan meng
hadiri sidang praperadilan sudah siap dan memba@a ke~
lengkapan berkas perkara atau saksi-saksi yang akan di-
dengar keterangannya, tanpa melihat apakah hal-hal ter-
sebut diperintahkan atau tidak. Jadi apabila nanti
dalam sidang praperadilan tersebut hakim memandang per-

a1 M ST rilsa--herkas pmrlfmr:)r b C:&:\}"\::a(;!‘:‘i Termohon

sudah siap, sehingga sidang praperadilan dapat berjalan
dengan lancar, tidak tertunda-tunda.
3. Gugurnva Pemeriksaan Praperadilan. .

Pemeriksaan praperadilan bisa gugur. Artinya pe-
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merlksaan dlhEDulkaﬂ sebelum pugusan dzgatuhkan atau

-pemerlksaaﬂ dlhent1kan tanpa puuusan._ﬂal 1n11ah yang

" THdlatur dalam pasal 82 ayat (l) huru d KUHAP yang berm '

Tﬁ}bunyl i Dalam hal suatu perkara sudah mula1 dlperlksa;-i
 01eh ﬁengadllan Negerl.. sedang pemérlksaan 'mangenal
'permzntaan kepada praperadllan belum selesal maka per-

' mlntaan tersebut gugur. | |
- Ini dmmaksudkan untuk ﬁenghlndaki penjatuhén putus
an yaﬁg_bexbeda. Cleh karena itu lebih tepat pemeriksa-
ény.praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan
permintaan itu ditarik ke dalam kewenangan pengadilan

'ﬁegeri untuk menilai dan memutusnya.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, setelah mengaju-
kan permintaan pemeriksaan praperadilan pada tingkat
penyidikan, apakah dapat diajukan lagi pada tlnghat pa-
nuntutan ?. Dapat, karena dalam pasal 82 ayat (1) huruf
e KUHAP disebutkan bahwa putusan praperadilan pada
tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk me-
ngadakan pemeriksaan praperadilan lagil pada tingkat pe-
meriksaagﬂﬂeh penﬁntut umum, jika untuk itu diajukan

fvs*;v«-J-
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F. Isi Putusan Praperadilan
Bertitik tolak dari prinsip acara pemeriksaan- ce-

pat bentuk putusan prapradilan pun sudah selayaknya me-




:'Lf:nyesualk:n_dlrl denga

”ﬁpraperadl an tidak bo

"Hzat prosas tadl.

o'léh 3ka'r'c_a_na' -

qﬁhﬁkuma

"-ftlmbangan_yang utuh dan menveluruh,..ﬁ

Pembuatan putusan prancradllan secara tegas tldak R

%fﬁada dlatur dalam KUBAﬂﬁ_akan tEtapl di dalam Pedoman R
“]Pelaksanaan KUHAP éwatur Berlta Acara dan putusan

;fJ51dang praperadllan heqdaknva dlbuat sepertl untuk pe“

24 }

'.merlksaan perkara 51noﬂat (summlv}'. Kalau begltu da-

”fpat klta tarlk kesmmpu?an bahwa pembuaLan pu;usan pran
'fperadllan dlrangkalkan menjadl satu deggan berita acara

'pemerlksaan;51dang._;..

Penggarlsaﬂ 151 bh;usan atau pen@tapan.praperadll~
\ pada garls besarnya dlatur daTam pasal 82 ayvat (25
dan ayat (3) KUHAP. Oleh karena itu, dl_samplng penetaﬁ
an prape;adilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum,

penetapan juga harus memuai memuat isi atau amar. Amar

vang harus dicantumkan dalam penetapan tentu disesuai-

Laa * A S Rean 2LaEan E’_\@?'mip'i-n:\n nemerikeson AmMar. anon d i e
dak sejalan dengan alasan permintaan penetapan praper-
adilan sudah jelas keluar dari jalur yang ditentukan

undang-undand . o

24)

Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Op. t., hal., 131.

tanpa

h,mengutangz dasar;élaéan=@érfff ”




Ka?au. begltu amar menetapkan pvaperadilam, 1bi$a"

-Q”berupa pernyataan yang berlsl

tau5penahanan'tldak sah

'~_*sa penuntut umum pada“tzngkat pemerlksaan ma51ng5J'
fmaSLng harus segera membebaskan tersaﬁgka,"

VZ:?DaWam haI putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentl.

'E fan penyldlkan atau penuntutan sah _penyldlkan atau_
:ipenunLutan terhadap tersangka wajlb dllanjutkan.
SéfDalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan
” fatau penahanan tldak sah maka dalam putusan dlcantum
7;&aﬁ jum1ah b@$arnya_gant1 keruglan Qan-rehab;llta51
'_YéngLéiberikan;.gedangkan daLam hal suatu_penghentiﬂ
1an §éﬁyidikan adalah_sahfdan tersangkanya tidak di-
_.gahan,.maka dalam r@habilitasinya..
é,gDai%@ ﬁa1 putusa# meﬁetépﬁan;bahwa benda:yaﬁééisita
éda.yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam
_ putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus sege-
ia dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa
benda itu disita.
Mebibhal-d BB B

fig e
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an, nampaklah putusan praperadilan bersifat declaratoir.

Yakni putusan vahg berisi pernvataan sah atau tidaknva
Y ¥ Y

penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan.

Tentu tanpa mengurangi sifat vang condemnatolr.




Slapakah yang élbebanxan untuk membayar blaya perm]

-ffj@é?g;f yang membayar:perkara ada?ah plhak yang dlkalah{_-

fﬁmohon yang'dlkalahkan 'maka.fégg membayar blaya perkafa'
.~ adalah negara. . . .
' iElasanya blaya perkéfa 1tﬁ baru dlcantumkan éalém amér_.
?putusan apablla blaya perkara 1tu dlbebankan kepada
hPemohon_flnf. | _ .
Sejalan dengan_ ket@ntuan' pasal 226 KUHAP pada
.1dang pemerlksaan praperadzian setelah haklm m@njatuhm
'  kan_ puﬁgsgn, maka. putusan t@rsebut dlber?kan, kepada
"éihak_yéhg_berkepenulngan.”Namun demikian dalam PP No.
:_27-Téhﬁn21983 hanya tefcantum mengenal pemberian putus-
an.génti,kerugian Gan rehabilitasi.
 B$gai@§ﬁa déngan.éﬁtpsan praperadiian seléin me-—
ngenai-péhetapan ganti kerugian dan rehnabiiitasi 7
Ratna N.A, SH, berpendapat, meskipun tidak diatur
secara tegas, namun dari pasal 226 ayat (2) KUHAP dapat

diketahui bahwa salinan putusan praperadilan diberikan

i T 3 R S A e T 2,
& TR [
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gai Termohon dalam permintaan pemeriksaan praperadilan
tersebut, sedangkan kepada tersangka atau penasehat

hukumnya, sebagai Pemohon diberikan petikan surat putus

an praperadilan atas permintaan Kepada Ketua Pengadilan




':f. -Neger1 yang bersangkuzan.....
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Yang menjadl pertanyaan sekarang,-mengapa 151 :puf

';*_;tusan pr'peradilan serlng menolak pevmohonan pemohon 7o

 5'. Dan,:seberapa efektlfkah praperadllan sebagal lem~
:* baga korekSl ? Dalam tahun 1987 d1 Jakarta tldak lebih
rdarl 20 permohonan praneradllan masuk ke meja hljau. Di
 5Bogor, pada tahun yang sama, darl & permohonan © ‘praper-
_ adl1an hanya satu penuntut yang menang. |
Kelembagaan prap@radllan tldak leblh éarl *lip ser-
vice? belaka, ujar Luhut_MP,-Pangar;buan, SH.26 Q.C. Ka-
3”ligis,.SH, pengacara yang sering menangani kasus - kasus
Zterkeﬁal, tidak setujn kalau praperadilan dikatakan se-
'bagai "lip service", karena ada juga beberapa permohon-
'an_prapéradilan yang dikabulkan walaupun hanya sebéhagiw
- an kecil saja,27)

Pendapat di atas, berdasarkan pada kenyataan hanya

sedikit permohonan praperadilan yang dikabulkan hakim.

25) patna Nurul Afiah, SH, op. cit., hal. 99,

2
“6}Majalah Editor, loc, cit.

7}wawancara dengan 0.C. Kaligis, SH, Pengacara, Ma=-
salah Praperadilan di Indonesia dalam Teori dan  Praktek
Jakarta, 28 Januari 1889. -

 kata laln, mengapafpermohonan melalul i pra—”:'“'w

 7p@radl1an-ser1ng bahkaﬂ pada_umumnya tersandung kegagal-_' 5$f3:




7a;saja dl PN uaharta Selatan Pada tahun 1986

'e?mohonan praperadllan kesudahannva satu dlw L

_cabut pemohon

 Tahun b@rlkutnya empat dlkabulkan delapan dltolak'

ﬁn?dan satu tldak dlterlma._Begztu juga dl PN Jaharta Ti-

ﬁkﬁur._Pada tahun 1985 darl llma permohonan yang masuk

i ;semua dltolak Dan pada tahun 1986 darl tlga permohon~

dua dlkabulkan dan satu d;tolak.
.Tampaknya memang tldak banyak permohonan praper-

:édllan yang dlkabulkan Hal ini tercermln dari evaluasi

'- f pelaksanaan KUHA? yang dlselenggarakan organisasi advo-

jkat (Ikadln).dan-organlsa51 hakim (Ikahl)_dl Jakarta
:Lahun 1987 Evaluas; menyebutkan. bahwa sejak tahun 1984
”' §§mp§1;tahup{l9?§;'dar1 140 permohonan-praperadiian di
'Inaénesia, hanya éD-yang dikabulkan hakim.zs)
'Menjadi pertanyaan dari pengamatan kenyataan, apa
sebabnya dari sekian banyak permchonan praperadilan,
‘langka yang dikabulkan ?

termarat-—-peRnGaSay AmiLe.Syansuddin.. SH, . .sejunlab

permohonan itu tidak dapat dijadikan ukuran. Kita harus

memperhatikan kualitasnya. Soalnya ada vyang sengaja

8 . .
2 )Majalah Editor, loc. cit.




' :menga3ukan praperadllan hanya_untuk rame rame{

.:;blsa;dlbuat pada saaL permohonan prapeladllan ﬁ;aju{
-'fk_f-am. ._3 o

Kaiau demlklén. mungkln{éﬁ.éﬁtéf£53é5é§E aP3fa£
L penégak hukum ada seéangat “setla kawaﬁ“t' ’ |

Blsmar Slregar SH berpendapat jelas tldak mungkln_
'”ﬁkarena.éda rasa. setla kawan masmng mas;ng swkﬁlada'm@@s
szldang daniwewenangnyé}_Kalau demlklan apa penyebabﬁya°
":xMéﬁﬁfﬁtiauéééhwﬁiéﬁaf,xacaﬁagper51dangapﬁpraperadilan
*?éhgzbéiﬁﬁ.kiob;;Haﬁbétanﬁyé :huﬁgkiﬁ_kéfena ada se-
 ment “aplhak berpendapat harus hadlr-1,;'§ihak Termchon
'];dalam hal 1n1 1nszans; penegak ‘hukum- POllSl ﬁaksa, Kém
_hadlran méreké dlrasakan sebagal plhak yapg dipersalah~
-kgn,'sebenarnya tidak ada pihak vang dikalankan di-

sepbut termohon dalam tuntutan_praperadilan.Bl)

y

o N
“'Ibid, hal. 28,

D)Wawancara dengan T. Simanjuntak, SH, Jakarta,

17 Desember 15886,

: 31)Bisma:f: Siregar, SH, Praperadilan di ‘Hatlku,
Seminar tentang Eksistensi Para Penegak Hukum Dalam Me-
negakkan Hukum di Indonesia, FH-UI, Jakarta, 28 Sep-
tember 1988.




:_jtapl kalau plhak pejabat yang tldak hadir

3 51kap toleran dan menenggang rasa.32)

Berbeda dengan pendapat dl atas 0. C

an. karena adanya lembaga Mahkegapol 33)

.;itléak'éeflu te£aedayé. as kéfldak hadlrén péjabat yang}}?f-ﬁf
'-;iberangkutan:;Apaiagl jlka hakim bertlﬁéak wajar dan be—i’@lﬂj;1-
-;Erat éebeléh seolah olah haklm bersl(ap menentlngkan:

. kehad1rén pejabat saja. Jlka pemohon yang tldak hadlrf  f:

; serta merta haklm menerlksa dan memutuskannya 3akan teu; L

haklm bera

Kallgls SH

pengacara yang pallng getol dengan praperalean berpen—
 dapat memang ada kemungklnan ada rasa setla kawan atau

' kerjasama antara aparat penegak hukum dalam praperadll~-

Dr._M. Soebaglo, SH juga melihat adanya rasa setia

kawan, sehingga permohonan_prapexaﬂiiaﬁ langka vang di-

Unkris, Jakarta, 19 November 1588.

Wawancara dengan Dr. M. Soebagio,

4
kabulkan.3‘)
323 . o
"M, Yahya Harahap, SH, op. cit., hal. 529.
3)Wawancara dengan O.C. Kaligis, 8H, 28 Januari
1989. .
34)

SH, Dosen




:ﬁj}benaran, maka musazz;flah”anggarany

__ ;Yang b@rhak u&uapl kanaas dl s;dang DraPeradllan‘ N

':TWdak berleblnan mungkln bagl p&mohon send1r1.  (peﬁééfi

: ” kead1lan) bukan jumlah gantl rugl yang menjadl sasaran,

tetapl pemullhan harkat dan kebormatan. Dan | Sla—Slaiah

': fmaksud pembuat unaang—unaang yang memperjuangkan .pra-

fjperadllaa bagl yang menderlta, balk karena kellru tangm'..
:kap, tahan dan kellru menghanﬁlkan, : | penyidi

kan,dan penuntutan dan sebagainya.

G. Pelaksanaan Putusan Praperadilan

tPada dasa£ﬁya putusan hakim sudah dapat dijalankan

apabila  telah mempunyai kekuatan tetap. Begitu pula

dengan putusan praperadilan. Namunr demikian putusan

: 3D}Wawancara dengan Teguh Samudera, SH, Pengaéara,
Jakarta, 6 Desember 1988.

_angldlsedlakan oleh i;%"

 peme lntah untuk gantl keruglan seklranya terbuktl ” aﬁa:: };f 




_---.:_-_pasai 82 ayat (2;

  f~pe1aksanaaﬁ putusan praperadean

'Vf,l Melakukan perb¢atan tertentu._f

' T]}é“ Meiakukan pemnayaran sejumlah uﬁng
13. Pemberlan rehablllta51.;7'
-ad 1. Melakukan ?erbutan Tertentu;_

I51 putusan_ yang memerlntahkan_ kepada pényidik
  aLau penuntut yang dla]ukan permlntaan.pemerlksaan pra-
"peraﬁllan sebagal. Termohon_.untuk melakukan perbuatan

gtéftéﬁ;ﬁ,fﬁercéntum dalam pasal 82 ayat (3) huruf a, b
 déh é'kQHAP.'Misalnya, putuéan;praperadilan menetapkan
.-béhwa §en§han_yang dilakukaﬁ_qleh Termohon adalah“tidak
sah. Maké menurut Surat Keputusan Bersama antara Kodak
VII Metro Java, Kepala Kejaksaan Tinggdl DKI Jakarta,
Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dan Kepala Kanwil IV
Lembaga Pemasvarakatan Jakarta No.SKEP. 17/I/1882, KEP.
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'[:Jyaﬁg dapat dljaTan an adalah putusan praneradllan yang{~-ﬂ':V'.

Tmengabu?Kan permononan 51 Pemohon ba1k seluruh maupun;~-*ﬁ

2
tang Petunjuk Lapangan Pelaksanaan KUHAP, apabila ter-
éangka bherada dalam tahanan, penyidik atau pepuntut
umum sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan

selaku Termohon harus membebaskan tersangka dimaksud




Selanjutnya setelah Berlta Acaxa tersebuc éi—. o

-zﬁ;ﬁhermma 'penyldlk atau penuntut umum yang bersangkutan-

'7Qfmembuatglaporan pela&sanaan putusan praperadllan kepada
'f.,Ketua Pengadmlan Negerl satempat.;-

Dl dalam praktek ternyaba pezkara yang sudah dl--

'”hfpﬁtus lembaga praperadllan reaimsasxnya berjalan seret.
 £Contohnva pelaksanaan puﬁusan praperadllan vang di-
' m0honkan Zaxnal Ejﬁﬁndy, Dlrut PT Nila Kandl yang ter-
. lmuat dl Ma3alah Tempg i2 Desember 1987 _Kasus posisi-
-_nya sebagal berikut t_ 1 | .

-Awal-Oktober 1987, Zainal Effendy mempraperadilkan

Polsek Pulogadung, Polres Jakarta Timur, dan Polda Metro

Java, ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, supaya polisi

- oy 33 LI -3 T .3 Yz
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tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang dialami-

nva pada tanggal 5 Oktober 19585, ke Polsek Pulogadung.

Namun 2 tahun lebih perkara itu tak tentu nasibnva.-

Hakim 3Ishak Rachim, lewat putusan praperadilan




anggal 26 Oktober 1987

mengabulkan permlntaan Zainal

:fpé yang blsa dltempuh agar putusan“

“fftersebut dllaksanakan KUHAP texnyata belum"mengatur'

w*}.soal ltu. Beberapa praktlkus hukum ada yang berp@ndapat“

":sebalknya dllakukan 1ewat teguran secara perdata. Atau

. jyang dlruglkan berklrlm surat pada atasan darl pejabat

"4'yang seharusnva melaksanakan putusan ltu.:

Zalnal agaknya menempuh kedua cara di atas. Ia se-

:gera berklrlm surat pada Ketua Pengadllan Negefi Jakar-

ita Tlmur agar menegur plhak Poldsa. Seorang hakim di

 Jakarta menganggan upaya dengan pendekatan acara per-

';_daua_ltu,_blsa nijelimet nantinya. Hakim ini lebih se-

tuju pada cara Zainal vang juga melaporkan persoalan
itu ke Irjen Polri.
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Waluyo Se-

= o ¥ L) §) S PN S N0, T W T 2 W e T e 3 > ot = 4 Sy
Je e, B R =L = '“,Ya kAT R Ty A2 He bR g "d?ﬁ’i"l‘:u"‘ by el e

instansi. Sedianya pihak pengadilan akan mengirim surat
ke Kapolda dengan tembusan ke Kapolri. Dengan demikian,
mudah-mudahan saja termohon mau melaksanakan bunyi

putusan praperadilan 1tu.




'ahkanah Agung,_Adl A. S

praperadllan.

Saal peiaksanaan putasan praperadllan 5béfah§kali3~'°"”

"ﬁbukan Sekadax adanya 1ubang pada perundang undangannva,

"Tapl mungklﬁ 3uga bergantang pada faktor pelaﬁsanmannya
 iBal 1tu jlka merujuk kemball pada jlwa dan semangat
.'KUHAP Supaya'jangan sampal-lembaga praperad;“an itu
 .terlan3u¢ dlsebut "macan kertas” yang krl51s w1bawa.
IV_ad.ZQ- @Wakukan Pembayaran Sejumiah Uang
: Ap§b1la:;s1_pptu$an-praperadllan menetapkan bahwa
:terséﬁgka.diberikaﬁ kerugian sebagaimana terssbut dalam
*pasal 82 ayat (3) huruf ‘¢ KUHAP, maka tersangka“éelaku
3Pemohon berhak untuk mendapaLkan sejumlah uvang sebagai-
mana tersebut dalam putusan praperadilan.
Oleh karena tindakan yang dilakukan penyidik atau

penuntut umum merupakan tindakan dalam rangka menjalan-

leanlosam )

Cava yang dltempuh sepertl dl atas menﬁ:uﬁfﬁeﬁua  K

']

, meru padan Bua=- oo

amrtngasnya sebeagat el et regar - PeReg R - R iRy~ maled
ganti kerugian atas tindakan-tindakan mereka yang menu-
rut praperadilan adalah tidak sah, dibebankan kepada
negara. Negara yang memnberikan sejumlah uang tertentu

kepada tersangka, dalam hal ini menurut pasal 11 ayat
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Jrlntah_Ketua Pengadllan Negerl tersebut

sejumlah yang telah dltetaphan dalam putusan pra-
“*7fperadiian tersebut aaﬁi menglr;mkannya kepada Ketua

“QPengadllan Negerl 'Larena. yang mengajukan permlntaan

:;f;kepada Kantor Perbendaharaan Negara adalah Pengadllan

'ENegerl._Selan}utnya oleh Pengadllan Negerl uang ter-
sebut dlserabkan kepada Demohon.

| D1 dalam praktek seharl hari realisasi pembayaran

ganf; keruglan_serlng berjalan tidak lancar. Nasip yvang

e o 2 . . - )
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KanLor Perben—x

egara mengeluarkap Surah_ Derlptah Membayar '

L

lebih ia memenangkan praperadilannya tapi ganti rugi,
akibat penzhanan vang melebihi batas waktu itu, seba-
nyak delapan kali Rp. 4£.000,- persatu hari penahanan

{ia ditahan selama 8§ hari) belum juga diterima. Kasus




:”f;fdengan keputusan tangga1 31 Desember 1983

_ Posisinya adalah gara-gara ia berkelahi, ditahan Polsek

”:_,_983 Kemudlan'dlpertegas oleh Meﬂterl Keuangani

1-fadllan Negerl Medan Suharto SH mengatakan peraturén

;dl atas ma51h ber51{at umum.???

Sebeﬂarnya pelaksanaan putusan praperadllan yang_

 ﬁmenyangkuL ganul rugl pernah &1lakasnakan untuk ~pertama
"kallnya dl Jakarta dalam kasus Sugeng yang neﬁenangkan
praperadllan akblau'dlLahan selama 4 harl di Polsek
"Kramat Jatl. Kalau begltu mengapa ganti ;ugl Mahvudin
”tldak blsa segﬂra dllaksanakan 2 Mﬁnék}n;:itu .g@mﬁa
_texgantung pada aktor pelaksanaannya, karena Hal ini
tidak diatur dalam KUHAP.
ad.3. Memberikan Rehabilitasi.
Dalam hal putusan praperadilan: menetapkan bahwa

o
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B
putusan dicantumkan jumlah besarnva gantl kerugian dan

rehabilitasi vang diberikan, sedangkan dalam hal suatu

)Majalah Tempo, 12 Desember 1987, hal. 78.




ﬁcgpenghentlan'penyldlkan a;au penuntuﬁan adalah sah dan_gf

:'-,dlum_mkaﬁ oleh panltera dengan menempatkannya mada pa- R

‘ Menurut-pendapat penulls peneuapan penb@rlan rehau'

'bllltasz-hendaknya tldak-saja dlmuatrdalam-papan pengu—

L L muman.'Dengad1lan melalnkan perlu 3uga -dlmuat dalam

'mass medla deml nama balk orang yang bersangkutan yang

 qsudah sempat tercemar dl mata masyarakat.

Uﬁaya Hukam Terhadap Putusan Praperadilan

 . Dalam hukum acara plﬁana vang berlaku &i Indon851a
 d1kena1 adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar
'blasa. Upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi di-
muat dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar
biaéa vaitu kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksa
an kembali keputusan-keputusan pengadilan vang telah

mc:mpnﬂt?"s'i rolrit=sd o dvyalriam %n’i—;}‘nt Aimuate..colam.  Bals  YIFTTT
£ 5 £ }

KUHAP,
Yang menjadi pertanvaan, apakah terhadap putusan
prapervadilan dapat dimintakan upaya-upava hukum, bailk

upaya hukum biasa maupun luar blasa ?




fDengan demlklan, nutusan praperaallan yang tak da—

”{ 'dlmlntakan pemerlksaan bandlng 1alah
':_ 1;?Penetapan sah atau'uldaknya penangkapan atau penahan~
'Ef;aﬁ;i_L* _ : s _ 8
 :2;?Puﬁusén gantl kerugiaﬁ daﬁ r@habll&taSl.
' f3;:PenetaDan sahnya penghentlan penyldlkan atau penuntut = o
3 an;;f- . __  ASP:
éeéangkan putusan praperadilan yang dapat dibanding
ialah, putusan pxap@radilén_yang menetapkan tentang ti=-

dak sahnyva penghentian penyidikan atau penuntutan. Dim

sémp}@g it rputusan penyadiTar-tingyt datam pemeriksaan
itu adalab merupakan putusan akhir, bukan tingkat ter-
akhﬂr Hal ini perlu diingat, sifat putusan akbhir, ber-
arti putusan yang diambil sudah "final". Terdapatnya ti-

dak lagi dapat diajukan permintaan pemeriksaan kasasi.
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Apakah Putusan Praperadilan dapat dimintakan Kasasi?
Mengenal hal lnl ditegaskan pula daWam 001nt 23 Lamplr—
an, Keputusan MentQVL Kehakiman RI No= M 14 PW 0703 Tahun"
1983 dengan 3udul putusan praperadllan dalam bubunganya
dengan kasaSl.”:_ : R REE

Jawabnya adalah, bahwa untuk putusan praperadilan
tidak dapat dimintakan kasasi, dengan alasan bahwa ada
kehaiusan‘penyelesaién secaﬁa cepat dari perkara-perkara
praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi,
maka hal tersebut tidak dapat dipenuhi., Selain itu wewe-
nang pengadilan negeri yang dapat dipenuhi, yvang dilaku-
kan dalam préperadilan dimaksudkan sebagai wewenang hori
zontal dari pengadilan negeri.

Bagaimana sikap Mahkamah Agung mengenal masalah ter
sebut ? Nampaknya pada saat sekarang, Mahkamah Agung le-
bih cenderung pada pendirian tidak memperkenankan permin
taan kasasi atas putusan praperadilan. Untuk itu ~dapat
kita lihat dalam salah satu putusannya tertanggal 29 Ma-
ret 1983 No. 227/K/KR/1982, vyang dikutip oleh M.¥ahya
H.SH,, Dari putusan itu dapat disadur pertimbangan seba-

gai berikut : MA berpendapat bahwa terhadap putusan-putu

san praperadilan tidak dimungkinkan permintaan kasasi
Yarena keharusan cepat dari-perkara praperadilan tidak

akan terpenuhi kalau masih dimungkinkan pemeriksaan ka-




S

sasi. 3D

.H_ Pendlrlan seperﬁl lnl dapat }uga kita llhat :'dalam S

:T  [lah satu baglan paxtlmbangannya berbuny1 Bahwa menu*ut

  yur1sprudens1 tetap terhadap putusan praperadmlan' tl&ak
:_'dapat dlmlntakan kasa51. | .

] Dax1 bunyl pertlmbangan t@rsebut sudah semakin je-
5las-bagaxmanagpendlxlan hahkamah Agung, Yakni permintaan
1k§s§$i terhadap_putusan prapéradilaﬁ +idak dapat diteri-
: ﬁq,.Bahkén_pendirian.itu sudah merupakan vurisprudensi
'ﬁetépimahka@éh Agung, K@féu begitu, mau tidak mau,prak-
tek.perédilan sudah semestinya menyesuaikan diri dengan
pendirian tersebut.

Tetapi di dalam praktek, pihak vang kalzdh dan tak
puas atas putusan hakim praperadilan masih banyak  vang
mencoba sebuzh 'terobosan’ baru dengan mengajukan kasasi.

Misalnya dalam kasus Farid, yang ' mempfaperadilkan
polda Metro Jaya, April 1987 yang lalu. Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Timur ' M. Anas Chas, SH menganggap penang
kapan dan penahanan terhadap Farid oleh Polisi tanggal 6

Desember 1986, tidak sah. Karena itu, pihak Polda diha-

ruskan membavar ganti rugi Rp. 200.000,-. Polda Jakartaz,

tidak puas dan langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah

371M. Yahya Harahap, SH, Op. cit., hal, 541,




5 ' 'boleh saja,:Ljax M Yah;a Harahap, SH
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‘Agung, Dalam vonis kasasm tanggal 3 Juni 1988, kasasi da

rl Kepollslan dlnyabakan tidak dapat dmterlma,sg)_

Kenapa mas;h ada kasas; ? Ya 'mup»gln panerobosan v
H9) ' '

Yang menjadl pertanyaan sekavang, apakah lﬁérhadap
-putusan praperadllan dapat diajukan upzya peninjizuan kem-
bali (PK)? Sangat sullt untuk menjawalb secara pasti. Ada
~yang berpéhdirian bahwa permintaan PK ztas putusan pra-
peradilan tidak dapat diajukan, tetapi tentu ada pula
vang berpendapat untuk hal tersebut dapat diajukan per-
mintaan PK.

Bagaimana sikap Mahkamah Agung mengenal masalah indi?
Untuk mengetahui masalah ini, jalan pikiran Mahkamah
Agung, dapat kita lihat dari kasus padz Majalah  Tempo,
tanggal 26 November 1988,

Pertama kali terjadi sebuah penanckapan dan penahan
an terpaksa diperiksa ulang akibat upava peninjauan kem-
bali. Pengadilan Negeri Stabat, Sumatera Utara, terpaksa
menyidangkan kembali praperddilan yang pernah dimohonkan

Ridwan.

Boporilessn ditu dilakeanakan berdasarksn perintah Mahka—

mah - Agung melalui surat Direktur Pidana, M. Syafiuddin.

3B}Komnas, 24 Agustus 1988, hal. 1. ’

39}Majalab Editor, 6 Pebruari 1988, hal., 28.
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K, SH

Kejadlan 1n1 tentu saja amat mengejutkan._Sebab pe'f 

'~_ngad11an yang sama, pada 20 Junl 1980_su6ah - memutuskanj-V

'ff €t1dak menerzma permohonan praperadllan Rldwan._Rldwaﬁ ke{

.tlka ltu mengagukan permohODan praperadllan Rak@na dlta“.
_han;selgma sepekan ‘sécara tldgk-sah oleh petugas keaman—
_ég,_atau semacam Satpam Pertamiﬁa di deerah itu.
..Akankah hal ini ﬁenjadi yurispxudensi tetap Mahka~
" mah Agung ? Tentu saja untuk sélanjutnya akan bergantung
kepada Qerkembangan selanjutnva di dalam praktek sehari-
hari,
Kalau hal ini sudah merupakan vyurisprudensi tetap Mahka-
mah Agung, mau tidak mau praktek peradilan sudah semesti
- nya menyesuaikan diri dengan pendirian tersebut.

Tapi, anehnya M. Syafiuddin, K.SH, membenarkan: bah
wa sebuah putusan praperadilan yang sudah mempunyai ke~
kuatan hukum tetap, seperti kasus Ridwan itu, tak dapat
dimintakan banding atau pun kasasi, apalagi Peninjauan

Kembali,40)
Dan menurut Majelis Hakim Nyonya Siti Zainab, yan

menyidangkan kembali permohonan Peninjauan Kembali,. me-

ngatakan, memang soal Peninjauan Rembali dalam perkara

praperadilan tidak diatur, tapi bisa saja Mahkamah Agung

'O)Majalah Tempo, 26 November 1988,hal. 94.




41}

mellhat ?aln
Memang harus diakui, peraﬁuran Lentang praperadl?an
:belum 3e1as, &eh;ngga mangak terjadl Derbeqaan pendapatlL
;:fdan pertentansan dl dalam praktekpya._Sehlngga mas;h saﬁ;
ja ada pencafl keadilan yang-. coba—coba memanfaatkan ke;
'lemahan tersebut menempuh upaya atas suatu putusan pra-
peradilan ke Mahkamah Agung. Walaupun puiusannya nanti,
-tidak diterima Mahkamah Agung.
Mungkin ada benarnya, lantaran dengan adanya upaya
semacam itu akan bertambah perbendaharaan bagi praperadi
lan sebagai lembaga vanyg menjamin hak asasi pesakitan,

juga korban kejahatan.

41)Majalah Tempo, Loc. cit. ' .




‘BAR IV

. WEWENANG HAKIM DALAM PRAPERADILAN

' A; §¢:mintaan Pra@eraﬁilgﬁ.atas Sah atau.Tidaknya Suatu
ﬁ”?eﬁé#gkagan AR o _ _ _ o
1. Pengertian Penangkapan.
 Pengertian penangkapan dapat kita lihat di dalam
KUEAP, pada pasal 1 butir 26 dikatakan : Penangkapan
adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan semen
tara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila ter
dapat - cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau pe~
nuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut ca-
ra vang diatur dalam wndang-undang ini.

Dari pasal tersebut dapat kita mengerti, penangkapan
tiada lain daripada "pengekangan sementara waktu" kebe-
basan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan,
atau penuntutan. Akan tetapi harus dilakukan menurut
Undang-undang dan cara-cara yang telah ditentukan dalam

KUHAP. Untuk itu KUHAP dalam bab V Bagian Kesatu, pasal

16 - pasal 19 telah menetapkan ketentuan tata cara tin-

dakan penangkapan.

2. Yang Berwenang Melakukan Penangkapan.
Pasal 16 KUHAP berbunyi :
(1} Untuk kepentingan penvidikan, penyelidik atas pe-

rintah berwenang melakukan penangkapan.
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'_(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik
pembantu berwepang melakukan penangkapan.

BeVdasarkan Pasal 16 KUHAP yang berwenang melakukan

'{I:penangkapan adalah p@nymdlk dan penyldlk pembantua Penye_;

lldlk dapat pula melakukan penangkapan, asalkan "atas pe “
_rintah penyidik"™ artinya dalam melakukan penangkapan pe-
nyelidik harus membawa surat tugas dan surat perintah pe
nangkapan. -

3. Syarat Penangkapan.

Berdasarkan pasél 17- dan 19 (2) KUHAP, dalam me-

iakukan penangkaéan harus ada 3 syarat :

a. Ada dugaan keras ia melakukan tindak pidana.

b. Dan atas dugaan yang kuat tersebut, harus didasarkan
pada” bukti permulaan yang cukup.

c. Tindak pidana vang ia lakukan, termasuk kejahatan,
bukan pelanggaran.

Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup'me
nurut penjelasan pasal 17 ialah bukti permuliaan "untuk
menduga"” adanya tindak pidana sesuai dengan’ bunyi pasal
1 butir 14 RXUHAP. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah

penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, harus

ada dasar vang kuat dan tepat bahwa dialah pelakunya.
Terhadap seorang tzrsangka tindak-pidana pelanggar-
an tindak diadakan penangkapan. Ia hanya dipanggil atau

diperintah secara sah menghadap, apabila telah dipanggil




_.atau diperintah“secara sah nenghadap, épabila telah di=-

panggll secara sah dua kall berturut turut, ia tldak me -

" : menuhl eanggllan itu tanma alasan vang sah maka Deny1~

'i?dlk mengeluarkan surat perlntah penangkapan tmrhadap ter
*sangha, ; _ Sl _ : _ o -

| E_Surat'perintah penangkapaﬁ_itu harus memuat identi
tas_terséngka dan menyebhutkan dasar penangkapan serta
:qraian éingkat p@rkaré kejaﬁatan vang dipersangkakan dan
tempat ia diperiksa (Pasal 18 ayat (1)} KUHAP). Adapun
maksud pencantuman hal-hal térsebut agar supava ada ke-
'jelasan meﬁgenai orang yvang dimsaksud, jangan salah tang-
kap dan ia tahu mengapa ditangkap.

4, Pelaksanaan Penangkapan.

Ada dua kemungkinan dalam pelaksanaan penangkapan ,
vaitu :

a. Dalam keadaan biasa :

Setelah memenuhi syarat-svarat yang tersebut dalam
pasal 17 dan 1% ayat (2} KUHAP, penyidik atau  penyidik
pembantu yang berwenang segera membuat surat perintah pe
nangkapan.

Penangkapan itu dilakukan oleh petugas Polfi dengan

memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah
penangkapan kepada tersangka (pasal 18 ayat (1} XKUHAP),
Sedangkan tersangka (pasal 18 ayat (1} KUHAP). Sedangkan

tembusan surat perintah penanckapan tersebut harus di-




'ffberlkan kepa&a keluarganya segera setelah Denangkapan di -

.'”f.lakukan (pasal 18 ayat (3) KUHAP}

Jf'Menurut p@ndapaz M':Yahya Harahap, SH pemberltahuan:3

'E”nan'kapan kepada plhak'keluarga Yang:dlsampalkan_seca- .

ra llsan harus'dlanggap ;karena;bertentangm;f

'ﬂtldak sah",

.TjVan dengan pasal is8 ayat (31 KGKAP Blla tembusan vsurat.

' tersebut tldak alberlkan kepada plhakkkeluarga, ' mereka

::dapat menuntut kepada 51dang praperaallan,%%?:jf:'

L b;'Wertargkap Ta gan.

Dalam hal tertangkap tangan, peﬁangk&pan dapat dila
 kukan tanpa surat perlntah dengan k@t@ntuan penangkapan
-harus.segera menyexahkan t@rtangkap beserta buktl yang
.ada kepada penyldlk atau penyldlk pembantu vang terdekat
{pasal 18 ayat (2)_KUHEP.

Kétentuan tersebut merupakan pengecualian dari pa-
sal 18 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa yvang berwe -
ﬁang melékukan penangkapan adalah pejabat Polri sebagai-
mana tersebut di dalam pasal 16 KUHAP.

_Berdasarkan perunusan pasal 111 ayat (L) KUHAP da-
pat diketahui bahwa ada orang yang berhak dan ada yvang'

wajib melakukan penangkapan terhadap tersangka vang ter-

tangkap tangan.

a. Yang berhak, vaitu setiap orang vang menjadi korban

gaiﬁ, Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan

Rgnerapan KGHAP Jakarta, Penerblt t Pustaka Kartini, Cet.
ke=2,Jilid 1, 1988, hal. lé4.
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:atau_yang melihat atau yang ada di tempat dan pada sa
::at kejadiaﬂ yang sebagaimana ée:sebdt dalam pasal 1
" ’but1r 7 KUHRP. |
 b;'Yang wajlb, yalt& SGL“&Q vang mem?unval wewenang da—
T lam tugas kecertlban, ketentraman dan keamanan umum'?
: _mlsaln;a seor335 haﬂ:l? yang berada di tempat dan pa-
da saat peristiwa yang merupakan tindak pidana itu
terjadi.43)
Yaﬁngerlu diperhatikan dalam hal tertangkap tangan
adalah si tersangka yang tertangkap ini segera diserah -
kan kepéda penvidik atauw penyidik pembantu yang terdekat
beserta atau tanpa barang bukti. Apabila tersangka itu
digerahkan kepada atau ditangkap oleh penyelidik; maka
menurut ketentuan pasal 102 ayat (3} XKUHAP terhadap tin-
daskan tersebut pada avat (}3 dan ayat (2)Vpenyelidik wa-
jib segera membuat berita acara dan melaporkannya kepa-
da penyidik sedasrah hukum.
5. Jangka waktu Penangkapan.
Pasal 19 ayat. (1} KUHAP menentukan bahwa penangkap-
an sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dapat dillkukan

untuk paling lama satu hari. Satu hari tersebut menurut

BASAT T BUETE T KUBAD "SdATEAR 24 &,

Jadi dalam waktu 24 jam penyidik yang melakukan pe-

4 .
’B)Ratna Nurul Afiah, SH., Op.~cit., hal. 33.
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peﬁeriksaan terhadap tersangka pelaku ﬁindak pidana su-
.’dah harus dapat menentukan apakah tersangka : tersangkut
.'atau tldak. Bila memang ternyaﬁa ia tersangkut dalam su-
_atu tlﬂdak pldana dap memenuhl persyaratan untuk dlkena
kan penahanan, sebelum waktu 24 jam habis penyidik harus
membuat éurat perintah penahanan dan kemudian penyerahan
ﬁya kepada tersangka dan keluarganza.

Akan tetapi apabila ia fidak tersangkut; maka tepat
pada jangka waktu penangkapan (24 jam) terakhir, penyi-
- dik harus menbebaskan tersangka.

Sehubungan dengan Jjangka waktu penangkapan yang la-
manya satu hari itw, dalam praktek pelaksanaannya timbul
permasalahan, misalnya Jjarak antara tempat tersangka de-
ngan kantor kepolisian berjauhan, sulit untuk berhubung-
an Barena sarana komunikagi dan telekomunikasi tidak ada
atazu terbatas serta masih tradisional sehingga melebihi
batas waktu yang telah ditentukan undang-undang.

Maka, khusus bagi daerth-daerah yang terpencil vyang
terdapat jauh dari tempat kedudukan penyidik sehingga,
tidak mungkin untuk mengadakan pemeriksaan dalam satu

" hari, perlu dikeluarkan 2 macam surat perintah yakni :

a. Surat perintah dari penyidik kepada penyidik untuk
membawa dan menghadapkan uersang]a kepada penyidik.
bh. Surat perintah penangkapan vaitu vang diberikan sete-

lah tersangka sampai di tempat kedudukan penyidik,
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untuk segera dapat disusul dengan pemeriksaan oleh pe
nyidik sehingga dalam satu hari telah diper-oleh ha-

44)

silnya untuk menentukan tindakan lebih lanjut. =

o G.IMelakukan Pengujian Terhadap Sah atau Tidaknya Suatu
Penangkapan.

Yang menijadi pertanyaan adalah, apakah dalam peme
riksaan praperadilan hakim juga menguji adanya "bukti per
mulaan yan§ gukup" ini ? Ataﬁkah cukup hanya diperiksa ,
apakah dalam suatu penangkapan telah dipenuhi syarat-sya
rat formil dari suatu penangkapan. ?

Apakah dengan pemeriksaan syarat materiil dari sua-
tu penangkapan, vhkni adanya "bukti permulaan yang cukup
hakim praperddtlan tidak melampaul wewenangnya ?

Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya sua-
tu penangkapan, memang selain menguji dari segl syarat-
syarat formilnya belaka, juga harus dilihat dasar dari-
dilakukannya penangkapan, yakni adanya bukti permula-
an vang cukup. Dan hal ini tidak lain haruslah dilihat
juga syarat mat@riil suatu penangkapan.

Untuk melihat penguijian sah atau tidaknya suatu pe-

nangkapan, ada balknya Juge helinac apa yang rErYad T gas
lam praktek sehari-hari, vakni dari suatu keputusan peng

adilan.

4
é'}Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Op. cit., hal. 80.
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Sebagal suatu contoh penulis ambilkan ‘Keputusan

Prayeradllan pada Pengadllan Negerl Jakarta Pusat, yvakni

 _Putus

“'” Jull

Ketus
atau

oleh

an, No Oé/Pra Pld/P N. Jak Pusat/1983 ter;anggal 28
1983 g L

Buﬁlarjo Utomo, telah mengajukan pexmoﬁonaﬁ: kepadé
Pengadllan Negerl Jakarta Pusat untuk memerlksa sah
ti@aknya penangkapan dan penahanan yang = dilakukan

Kepoligian 701 Jakarta Pusat terhadap Pemohon.

A. Kasus Posisinva :

1.

Bahwa Pemohon telah ditangkap dan ditahan oleh pe-
tugas kepolisian 701 Jakarti Pusat dengan tuduhan
pasal 263 dan 372 KUHP.

Bahwa penangkapan dilakukan pada tanggal 9 Mei 1983
tanpa memberikan surat perintah penangkapan  baik
kepada Pemohon maupun keluarganya, dan penahanan
pun dilakukan tanpa memberikan surat perintah pe-
nahanan baik kepada pemchon maupun keluarganya.
Bahwa termohon telah melakukan penyitaan terhadap

barang-barang Pemochon.

B, Petitum :

L.

Menyatakan tindakan Termohon terhadap Pemohon ti-

dak sah menurut hukum.
- Menetapkan Jjumlah ganti kerugian atas tindakan Ter
mohon vang melawan hukum sebesar Rp. 200 juta.

Menetapkan Rehabilitasi atas diri tersanqké Budi-
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ardjo U,

Menetapkan mengembalikan barang-barang vang disi-

' ta kepada Pemchon.

'Menetapkanfsupaya'Termohonpmenghentikan penyidikan

" ataupun pemeriksaan atas diri Pemchon.

C. Jawaban Termchon :

15.

Bahwa benar Termohon telah'm@lakukan penangkapan
pada tanggal 9 Mei 1983, berdaéarkan surat perin-
tah penangkapan No.37]/V/701-06,/1983 dan dikeluar-
kan dari tahanan dengan surat penangguhan penaha-
nan No.60/SPPT/V/1983 tanggal 13 Mei 1983.

Bahwa Pemohon menolak menandatangani sewaktu surat
perintah penahanan sementara sesuail déngan bukti
T.4.

Bahwa Termohon menduga keras adanya perbuatan Pemo
hon yvang masuk klasifikasi pasal 263 dan 372 XUHP.
Bahwa mengenai barang—barang yang disita, Retua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan

izin sita dan pen§geledahan kepdda Termohon.

Putusan Praperadilan :

L.

Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.

2.

Menvatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang di
lakukan Termohon tidak sah menurut hukum.
Menghukum Termohon membayvar ganti kerugian sshesar

Rp. 25.000,- kepada Pemohon.




,, .

Menyatakan bahwg Pexmohonan vang selebihnya tidak Sk

“dapat diterima;

ffﬁ, Pertlmbangan Hukumnya ?-}J” SR

l.

_Menlmbang,_bahwa mengenal tldak dzserahxannya ysuf
'rat verlntah Denangkapan kepaﬁa Pemohon oleh Ter-

‘mohon, Termohon‘sendlr; tidak pernah mempersoalkan

”'jmaupun menjelaskan hal tersebut, -sehingga dapat

dipéétikan bahwa memang tidak pernah diserahkan ke

pada Pemohon.

Menimbang, bahwa'dari bukti-bukti yang diajukan,
_pihak—pihak maka tidak terbukti keluarga Pemohon di

‘berikan tembusan untuk penahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di
atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa penangkap-

an dan penahanan terhadap Pemochon tidak sah menu-

rut hukum.

Menimbang, bahwa~kerugian vang harus diberikan ke-

pada Pemohon selama 5 hari ditahan tidak sah kali

Rp. 5.000,- = 8p, 25.000,- |

Menimbang, bahwa penyidikan tidak perlu dihentikan

U},Gh ]\.{.&..-..\..L-_m.i.'__ya = m’"‘l’l"‘n L2 Hm?»wiﬂl i'{d;mi +{r:¥a.1" rzlﬂp;:;'f'
dikabulkan.
Menimbang, bahwa benda-benda yang disita justru

vang dicurigai obyek yang menjadi "dipalsukan- atau

digelapkan", sehingga permchonan pemochon  tentang
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barang bukti\ini harus.dikesam§ingkan. |

B, Permintaan Praperadilan Atas Sah atau Tidaknya Suatu

' i fé§§é5éﬁa#A;3ﬁ”5'
";l; féﬁgertiaﬁ Penéhéﬁaﬁ,

. $éoréng pelaku tindak pidana walaupun bagaiména ke~
- adaénnya,-baik-tiﬁdak pidang-?ang ia -lakukan itu -karena
' sehgajé:é£au kareﬁa.kelalaiénnya saja, akan-berusaha un-
tuk menvulitkan jalannya pemeriksaan. Baik dengan Jalan
melarikan diri maupun menghilzngkan atau menyembunyikan
segala sesuatunya yang nantinya akan membuktikan, bahwa
'diélah pelakunya,

Untuk menghindarkan hal-hal tersebut yang dapat menyulit
kan jalannva pemeriksaan, tersangka harus dikenakan pe-
nahanan.

Seperti halinya dengan penangkapan, pengertian pena-
hanan pun hanva ditemui dalam KUHA?, yang tercantum da-
lam pasal l.'butir 2] RUHAP bahwa penahanan adalah penem
patan tersanglka atau terdakwa ditempat tertentu oleh pe-
nyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.

Penahanan-werkalfan. erafl dengan nenangkapan.... karena

seorang tersanvka pelaku tindak pidana setelah ditangkap
kemudian dikenakan penahanan, tentunya apibila memenuhi
persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-un-

" dang. Jadi penangkapan merupakan langkah awal dari peram




?asaﬁ kemerd¢kaan_ﬁersaﬁgka atau_terdakwa,
L 2 Yang Berwenang Melakukan Penahananué-"”

Kabebasan bergerah merugakan hak aza51 manusma yang

"5{fd13ammn dan dlllndungl oleh negara klta yang berdasarkan'*.

Pancasmla dan ﬁnéangvﬁnﬁang Dasar 1945. Ol@h karena pEe-
ahanan merupakan pexampasan kemerdekaan seseorang, maka
. d1 dalam pasal 20 KUHAP telah diatur. plhak—plhak .~ yang
Hberwenang melakukan penahanan dlsesuavkan dengan tingkat
pemexlksaan, sebagal berikut :
é. Pada_tahap penyidikan, yang berwenang melakukan pena-
banan.édalah_penyidik.
b. Tahap peﬁuntﬁtén, vang berwenéng adalah penuntut umum,
c. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, yang berwe-
. nang adalah Hakim.
Pada tahap penvidikan, selain penyidik, penyidik pem
bhantu pun'bérwenang melakukan penahanan dengan syarat
setelkh mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik ber-

dasarkan ketentuan pasal 11 KUHAP,

3. Syarat Penahanan.

Mengenai syarat penahanan, mpoelyatno membaginya da-

lam dua macam :
a. Syarat-svarat subyektif, dinamakan subyektif oleh ka-
rena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan

penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak.
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b. Syarat—syarat obyektlf yaitu kar@na.syarat  ‘terssbut
dapat dlu]l ada auau tldak oieh orang lain=%5}'
Apablla dlhubungkan antara dna syarat tersebut de~
' qngaﬁ syarat penahanan yang tercantum ﬂalam KUHAP _ maka
' yang merupakan syarat subyektlf adalah™pasal 21 ayat (1) .
.KUQAP;_yaknl :
‘a. Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak
. pidana.
'b. Berdasarkan bukti yang cukup.
c. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatir-
an bahwa tersangka atau terdakwa :
1) Akan mélarikan“diri,
2} Merusak atau menghilangkan barang bukti.
3} Mengulangi tindak pidana.

Sedangkan yang merupakan syarat obyektif adadlah sva
rat pénahanan vang tercentum dalam pasal 21 ayat (4} KU-
HAP, yakni :

a. Tindak pidéna i+tu diancam dengan pidana penjara lima

tzhun atau, lebih.

b, TifAdak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari li-

o] A A monden
mE ™ TaETaEny L.C:L.CLLJ.L yarg ditentukan-dalam-Basad 21 2yt

(4) huruf b KUHAP.

45)Moeljatno, Kuliah Hukum Acara Pidana, dikutip
oleh Ratna Nurul Afiah, op. cit., hal. 38.
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Darl uralan kedua syarat tersebut yang terpentlng

7 adalah syarat obyektlf sebab penahanan hanya dapat di-
:ﬁ- flakukan amablla syarat yang dltentukan ﬁalam pasal : 21-;;fi - 
T:iayat (A) KUHAD 1tu dlpanuhl.:qedangkan syarat -subyekt;f F
. yang tar—hanéung dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP' blasanya
”dlpergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung da-
t-lam pasal 21 ayat (4) KUhAP dan dalam hal-hal sebagal ala

Qsan mengapa tersanqka dmkenakan perpaniangan penahanan

atau tetap ditahan sampai waktu penahanan itu habis.

'Dalam pasal 21 ayat (2) RUHAP, menyebutkan bahwa pe
nahanan'atau penahanan lanjutan dilakukan penyidik, atau
penuntut umum terhadap Eerséngka atau ter—-dakwa dengan
memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim
yang mencantumkan identitas rersangka atau terdakwa dan
menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat pexrka-
ra yvang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia
ditahan.

Kermudian pasal 21 ayat (3} KUHAP menyebutkan tembus
an surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau
penetapan hakim sebagaimana tersebut dalam ayat (2) ha-

g diberikan kepada keluarganva.

Apabila suatu penahanan dilakukan dengan tidak me-
mahuhi ketentuan sebagaimapa tercantun dalam pasal 21
ayat {(2) dan avat (3), maka penahanan tersebut adalah ti
da% sah. |

Sehubungan dengan tempat tersangka atau terdakwa di
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tahan, KUHAP mengenal 3 jenis=penahanan, yakni

&, Penahanan rumah tahanan negara (RUTAN)
.. b. Penahanan rumah. -
;-C— Pénahanan kota.

“Ttulah jenis.penahanan'yang resmi menurut pasal 22
~ayat (1) KUHAP, Dan penahanan yang dilakukan terhadap ter
sangka atau terdakwa dapat dialihkan dari‘jenis penahan-
an yang satu ke jenis penahanan vang lebih ringan, atau
sebaliknya.

Dengan demikian, baik kepada penyidik, penuntut umum
mauéun hakim, mempunyai wewenang melakukan pengalihan pe-

nahanan sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 KUHAP.

4, Jangka Waktu Penahanan.

Dari seluruh proses peradilan pidana, pada tahap pe
nyikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan,- guna Kke-
pentingan pemeriksaan XUHAP memberikan keﬁenanqan untuk

melakukan penahanan, dengan pembatasan waktu sebagai be-

rikut =

a. Penahanan permulaan oleh penyidik 20 hari
dapat diperpanjang oleh penuntut umum 40 hari

b, Penahanan ¢leh penuntut umum 20 hari

Dapat diperpanijang o©leh Ketua FPengadilan

Negeri o 30 hari
c. Penzhanan oleh hakim pengadilan negeri ‘30 hari

Dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan

Negeri 60 hari




d Penahanan olmh hakmm Dergadllan Tlrggl '_V'fTSO_hari

-ZIDapat dlpexpanjang ol@h Ketua Pengadllan

'3Fenahanan oleh haklm éar; Mahkamah Pgung~*ch50 ‘hari
fDapat dlperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung 60 hari

L Setiap gangka waktu tersebut harus dlanggap sebagal

maksxmmn. Hal 1tu twéak menutup kemungklnan untuk menge-_cif

' 1uarkan tersangka- atau terdakwa gsebelum berakhlr jangka

wah tu penahanan (pasal 24 -~ pasal 28 KUHAP) .
Jika tersangka atau terdakwa menderlta gangguan £i-

sik_atau mental yvang berat, atau perkara yang diperik~

sa aiancam.pidana‘penjara 9 f£ahun atau lebih, masa tahan

an_dapat diperpanjang maksimum 30 hari dan dapat diper-
panjang maksimum 30 hari lagi. Hal ini tersangka atau

terdakwa dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadi
ilan Tinggi jika perkara pada tingkat penyidikan atau pe-
nuntutan, atau kepada Ketua Mahkamah Agung Jika perkara
pada tingkat pengadilan negeri aﬁau tinggi (pasal 2% KU~

HAP jo SEMA No.l2 tahun 1983},

5. Melakukan Pengujian Terhadap Sah atau tidaknya suatu

Penahanan.,

Oleh karena wewenang melakukan penahanan ada pada
penyidik, penuntut umum maupun hakim, maka perlu ditanya
kan, penahanan manakah yang dapat dimintakan pemerisaan,
kéabsahannya di hadapan praperadilan ?

Berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, penaha
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'fd”panxsldang praperadilan adalah penahanan yang terjadl_

_sebelhmfpemerxksaan.dl dep:

51dang mengadlién yaxnl"w

Denahanan yang dllakukan ,O“eh{ﬁpEHYldlk dan penuntut

"ZVjVumum sajat3

Dan seyogyanya pengujlan keabsahan suatu penahanan

 oléh haklm praperadllan adalah sejauh dasar dasar dari
"fdllakukannya penahanan tersemut karena suatu penahanan
':dlanggap -sah apablla telah memenuhl seluruh syaragw
' q$yarat yang telah dlLetapkan dl dalam undang ~undang,
“dan:_tentunya_ sygratwsyarat ‘itu mellputl balk syarat
' £Qrmiijméupun éya;ét matexill. |
| .“ ﬁntuk melihat pengujiaﬁ sah atau tidaknya suatu
_.penabaﬁ dalam pelaksanaannya maka berikut ini akan di-
 gr§igag _sebuah  éontoh tentang putusan praperadilan,
| Yékni ?enetapan ﬁo.09/Pid/P%ap/1988/PN jékarta Seiatan;
sebagéi berikut :
Mardionc melalui kuasanva, Abdul ¥F.H, S5H telah me-
ngajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ja-

karta Selatan untuk memeriksa dan memutus sah atau ti-

"{ 'nan' yang' dapaL. dlajuﬁan -pemerlksaan kaabsahannya k@u o

Idaknya penahanan vang dilakukan oleh Polsek Mampang
Prapatan Jakarta Selatan terhadap Pemohon.
A. Kasus Posisinva :
1. Bahwa pada tanggal 8 Mei 1988, Sarno beserta” is-
trinya telah melakukan pemukulan terhadap Pemohon

karena Sarno tidak mau menerima alasan Pemchon




C.

J- ﬁBahwa Pemohon t1dak terlm”
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kusen'pintu;ESamuﬁwa belum selesai karena kekura-

'-singan pembayaran.

7dén*ﬁeminta-bantﬁan-3

tf;seorang temannya untuk melapor:ke pollsl.,%ftﬁf

jBanwa polls1-membawa Sarno dan 1str1nya serta Pew

7mohon ke Polsek Mampang prapatan dan sesampal di

”VKantor polmsm pemohon dlmlnta membuka baju laiu

a,;dlmasukkan_ke,dalam.sel tahanan,-dlkumpulkan ber-

sama tahanan lain, .selama dua hari, tanpa pernah

-1diperiksa,_:dibuatkan; berita acara pemeriksaan

. ataupun surat perintah penahanan.

A

.B,.Petitum :

. Mengabulkan tuntutan untuk seluruhnyva.

Menyatakan penahanan terhadap diri penuntut ada-

- lah tidak sah.

Menghukum kepada Termohon untuk membavar ganti

kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- kepada Pemohon.

Jawaban Termohon :

1.

Dalam Eksepsi :

a. Bahwa terhadap perkara ini telah diputus Hakim

praperadiiam-dengan-putusar—tidak~dapatdiz
terima pada tanggal 24 November 1988.

b. Bahwa ketentuan hukum tidak dapat suatu per-
kara pildana diajukan dua kali dengan tertuntut

nya sama serta materi perkaranya juga sama (ne




bis in idem).

Zj"Ba*Dalaminkok'PéfkéTa S

. D.

.szahwa tldak benar penuntuﬁ dig“fUh membuka_iJ

_béju lalu dlmasukkan ke sel Lgﬁangn;bgpkumpulzi:
E_dengan tabanan 1alﬁ. - e e

.-ﬁ;:Bahwa penuntut dlbawa oleh tertuntut berdasar~

'Hf kan surat perlntah membawa dall Dﬂnyldlk -
” hlngga tata cara . dalam penangkaaan dan atau
'ﬂ.penahanan tidak dapat dlterapkan,

?utusan Praperadllan s

H Dalam Bks@psi : menolak eksepsi Termchon.

2. Dalam Pokek Derkara s

E.

é. Mengabulkan permohonan pemohon.
b. Menyatakan penahanan atas diri pemchon tidak
éah.
.c. Menyatakan Pemohon harus diberi ganti kerugian
sebesar Rp. 50.000,~ oleh Termchon.
Pertimbangan Hukumnya :
1. Menimbang, bahwa meskipun perkaras praperadilan

ini pernah diajukan dan diputus, akan tetapi ma-

t@pd %4 learke o Pl EYTVE e diy::uiw Trwardan uiputub
sehingga cukup alasan untuk mengajukan kembali,
maka eksepsi termohon oleh karena itu harus di-
tolak. ‘ )

2. Menimbang, bahwa Berita Acara membawa baru di-
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bikin pada tanggal 10 Mei 1988 sedangkan Pemohon -

.@ibawé pada tanggal 8 Mei-1988;:dan selama jangka .

'- 1waktu,-tersebﬁt'fPemOhon-Tbefada *dalam"kekuasaan jf_ff-”

1_3Termohpn,hal'mapéﬁdéﬁaﬁ ﬂikwélifikasikéﬁIsebagéif-'“

”égafﬁtfindakan.ﬁénéhananf---

3. Menimbang, bahwa tindakan Termohon jelas berten-~
tangan dengan.pasal l_sub 21 jo pasal 21 ayat 1,2
agnfé.KUHAP, sehingga p@nahanan terhadap diri pe-
mohon adalah tidak sah.

4. Menimbang, bahwa mengenai ganti kerugian tersebut
Pengadilan menganggap patut dan séadiinya untuk

mengabulkan bagi Pemchon sebesar Rp. 50.000,-

C. Permintaan Praperadilan Atas Sah atau Tidaknya Suatu
Penghentian Penyidikan
1. Tugés dan wewenang Polisi Republik Indonesia Dalam
Peradilan Pidana.
Untuk dapat mengetahui tugas dan wewenang Polisi
Republik Indonesia (Polri) dalam peradilan pidana ter-

lebih dahulu melihat kepada Undang-~Undang No. 13 Tahun

1961l . tentang. Eetentuan—rtoteninan..D leaplpmmk

5 . B,
o ULl Al Rogyam

ra. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa'Kepolisian
Negara Republik Indonesia ialah alat negara penegak
hukum vyang terutama bertugas memelihara keamanan® 4i

dalam negeri.
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Dan berdasarkan perumusan pasal 2 ayat (2) Undang-

"_unﬁaﬁg No. 13 Tahun 1961 'Dolri:'daiam ,melaksanakan
 -_tugas di bldang peradllan pldana mempunyal tugas untuk _5:]f 
:'melaﬁukan penyxdlkan' atas kejahatan dan: pelanggaran

””berdasarkan ket@ntuan Undang Undang Hukum- Acara Pidana

dan.;aln-laln peraturan negara.

Bila terjadi suatu tindak pidana vaitu suatu per-

‘istiwa yang oleh undang-undang dengan tegas dinvatakan

'dapai dikenakan sanksi pidana, maka demi kepentingan

umum alat negara penegak hukum berkewajiban untuk me-

'1akﬁkan pengusutan vang oleh KUHAP disebut penyelidikan

dan penyidikan., Hasil penyidikan itu diserahkan kepada
jaksa sebagal bahan untuk melakukan penuntutan. Jadi
tugas polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidik-
an dalam peradilan pidana merupakan tugas Kepolisian

represip.

2. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.
Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan adalah
serangkalan tindakan penyelidikan untuk mencari dan me-

nemuzkan ‘suatu peristiwa vang diduga sebagai tindak

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
enyidikan. Sedangkan pengertian penvidikan menurut
KUHAP yang tercantum dalam pasal 1 butir 2 adalah se-

rangkalan tindakan penyidik untuk mencari serta mengum-—
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pulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang ten-
tang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan ter-
sangkanya.

..Dariipengertiaﬁ.di atas, nampak bahwa pehyeli&ikan
merupakan langkah awal dari kegiatan pengusutan dan bila
memang peristiwva tersebut merupakan‘tindak pldana, baru
dilanjutkan dengan penyidikan. Yang perlu diperhatikan
adalizh yahg berwenang untuk melakukan penyelidikan di-
sebut penvelidik dan orang yang meliakukan penyidikan di
sebut penyidik.

Ada empat kemungkinan bagi penyelidik atau penyi-
dik untuk memulail tindakan penvelidikan dan penyidikan:
1. Tertangkap tangan (pasal 1 butir 19 KUHAP).

2. Laporan (pasal 1 butir 24 KUHAP).

3. Pengaduan {(pasal 1 butir 25 KUHAP).

4. Mengetahui séﬁdiri atau dengan cara lain. Misalnya
dari surat kabar, radio atau cerita orang yang mem-
beritakan adanva sautu peristiwa yang merupakan tin-

dak pidana yang terjadi di daerah hukumnvya.

3. Pelaksanaan Penyidikan.

Setelah menerima laporan ataun pengaduan atau ter-
tangkap tangan atau mengetahul secara langsung ifentang
spatu peristiwa vang merupakan tindak pidana, penyidik

waiib segera melakukan penvyvidikan. Penyidik dapét pula




":'#sanaan penvelld1han vang dllaporkan kepadanya oleh pem_

5f*d11akukan berdasazkan berzta acaxa mengenax h3511 peiak 

fnye1ldlk

lah_menpmlaja dan manéi £1 péIiSfl_.f5

'fﬁarmfhaslw D@ﬂ}ldmkan Lercebut ada 2 kemundkmnan ff'

v:éigé? penyla;k.
igé;-Meneruskan pe&v1d1kén -é#aﬁ.' ~fg
 aE¥b;;Ménghent§Kan'penqu1kap.%§)f.ﬁf'”“
Meneruskan penvldlkan.

%pablla penyzalk be?pendaéaﬁn béﬁWa berdasarkan
.:bukti vang ada peny 1d1kan 1tu dapat d;taruskan .ﬁaka
DeDVldlk melapjuLKan. pemerlksaan daﬁ mulal menaamb11
'_t;ﬂdakan;yéng dlpe;iukan_sasuaz agngaﬂ_wewenangnya Se-
“bagaiﬁaﬁa.iersebut éalam pasal 7'KU§AP.'Setiap tindakan
:-penyidik tersebut dibuatkan berita acaranva.

|  an$msawwa_be:ita acara,:maga-berita acara ter-
sebut dibuat oleh penyidikryang berwenang dan atas ke-
kuatan sumpah jabatan (pasal 8 ayat (i) jo pasal 75
ayat (2) KUHAP) kemudian ditandatangani oleh penyidik

vang bersangkutan dan semua pihak yang terlibat dalam

sindalkan-bersebud fp:;c:::"l T8 asgadr (233 KIHAPRD)
Setelah pemeriksaan selesai, menurut pasal 8 KUHAP

penvidik menverahkan berkas perkara kepada penuntut

48)1v5a.  hal. 27.
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©umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam 2 ta-

dlanggap

qelesaly__pényidik

' Vﬂmaﬁverahkan tanggung 3awab abas Lersangka dan barang

:ébﬁhul kepaaa p@?UﬂuéL umam.;ﬂf 
."9ﬁeﬁy1d1kan Lelan selescl apablla ;7}: A-_ .1.: j
'?) Penuntuu_umuw bevpenoapat bahwa penyldlkan - ctelab
' 531?5&lf,' S _ .
-ﬁal;ﬁezsépﬁt diketaﬁui-Qiéh pep§idig 6a:i_;
e.Aéapiléudéiaﬁ.ﬁék%u 1§ hé£i;§énﬁnt§t.umﬁm tidak
._ mengehbg;i£an hasil p@nyidikan, éfau
3 Sébe}um batas waktu_éersébut berakhir telah ada
_peﬁberitahuan tentang hal itu dari penunitut umum
ukééada.penyidik {pasal 110 avat (4) KUHAP).

2) Penyidik menghentikan penyidikan.

b. Menghentikan penyidikan.

Apabila suatu peristiwa yang patut diduga merupa-

kan tindak pidana itu ternvata

1) Tidak terdapat cukup buktl, atau :
2) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana,

atau

3) Penyidikan itu dihentikan demi hukum.




;Melakukan,Pengujlan Terhadap Sah Atau Tldaknya Suatu” 

'_ Pengheﬁtlan Denyvdlkan.f*

Mengao= p?aoe?adllan'd1berlkan wewenang melaﬁukan

V;Qpemerlhsaaﬁ Le?hadap keabsahan suatu penghentlan peny1— .
"dlkan Bllc Klta llhab,_dl mana pOllS; peny;dlk tungm-~
"gél; maka tugas unuuk melakukan sama sekall tergan ung

a y f907151 membunval tugas sedenlkzan penLlng se-

o
.&_E

n}blngga.dapat mampengaruhl jalan selanjutnya darl proses
'suabu perkava pﬁdana, Dan kapan perkara tersebut akan
'dllanjutkan penyldlkannya atau kapan perka:a tersebut
akaniélhent;kan_peny;d;gannyaF.adﬁlah tergaptung pada
;poliéi.'Dan-untuk-itu sewajé:nya épébila ada suaiu pe-

ngawasan terhadap'tindakan_meréka terutama sekall dalam

hal dihentikannve suatu penyidikan.
Pepnuntut umum apabila tidak menerima  penghentian
penvidikan vang dilaporkan oleh penyidik, tidak bisa

secara langsung memerintahkan kepada penyidik untuk me-




P

“”ﬁftemuk”n o7eh panvldlk sendlrl aLau peiapor atau pengadu,

Berlxut 1nx akan dluralkan sebuah contoh tentang

 Fputusdn prapefadllan t@ntang sah atau tldaknya suatur-“l
". Dengbent1an ‘oenv1&1kaﬂ yaﬁnl Penetapan No.. 06/9RAP/

o }:-1 98 ;/D\?” s_sL." \

"M;J F -ticoalu-melaluilkuasanya"Maria_Dian Hida-

'73_yau, SH telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengau_
'_dzlan Negexl Jakar;a Selatan untuh memerlksa daﬂ memu-

tus. atau tldaknya o@nghentlan penyldlkan yang dilakukan

oleh Kapolda Metro Java.

A. Kasus Posisinya :

1. Bahwa pada tanggel 12 Juli 1984 Dirut Pelni Jaya-

pura telah mengirim surat vang ditujukan kepada’
Bank Dirjen Perlaut di Jakarta yang isinyva dalam
halaman 3 menvebutkan ..... Sifatnya mengacaukan

situasi pada cabang Pelni Jayapura.. Oleh karena




. tindakan ini Pemchon merasa dicemarkan nama baik- -

.“Bahwa Dada ﬁanagai L?*uull 1986 Eémﬁbbﬁﬁiélahf_ﬁ

.melapcr kepaﬁa Kapo da Metronava bahwa efah'

;Lerjadx perlSLch pldana pepcemaran nama balk me—.--*~

'"]la1u1 SU?at Dznas Peln1 terutama 12 uulﬂ_ 984._5

.%7:3; Akan tetapz Tevmaho 'tldak melakukan penyldlkan'
:;fL  i i sebagalmana mestlnya dan paaa tanggal 27 Januari
'71987 teiah dliakukan penghentlan Denyldlkan tin- -
.3 .daL pﬁdapa vang d laporkan LEISEbﬁt yalLu dalam
.VKeuetapap No. Pol B/8d3ﬁ/1k/86 Dabro dan ‘melalui
suraL tanggal_27:uanaur1 198/ No.PQl:201$/l987
. S¢rée Pemohon diberitahu. |
4. Béhﬁa dengan demikian penghentian penyvidikan oleh
. Termohon =atas. tindak pidana tersebut adalah se-
 pihak dan tidak sah.
‘B, Petitum :
1. Mengabulkan permohconan praperadilan dari Pemohon
3 | wnituk seluruhnya.

2. Menyatakan ssbagai hukum bahwa penghentian penyi-

C‘c..i.!idii - .L&:iimuuuu. acla‘x\u %) syj_t.}.;.}x Lﬂ::. RS BT R

4

surat Ketetapan No.Pol : 20/I/1987 Serse adalah
xtidak - sah.

3. Memintakan Termohon unituk melanjutkan penyidikan

terhadap tersangka Sudarnc Mustafa, SHE dan Sardjono




i*;:auas persangkaan melanggar pasal 317 KUH9

”f,Menghuhum Termohon untuk membayar perkara menurut-;

;T7Bahwa Terﬂohon'LeTah memerLKSa para D’hak
'- _ﬂBahwa pencembangan DeﬂVldlkan tersebuL'Lelah a;w.

*_heptlkan oleh Kapolda Meuro Java sex;a Lertuang

 ;:dé?am”KeLetapan No. Pol 20/1/1987/SeV5e.

:3,”Bahwa alasan Kapolda Metfo Jaya mengh@nulﬁan pe-

-.nyldﬂkan uersebuu ada?ah sebagal be?lkut-:

 £, Surat tersebut.bukan semata mata fltnah
5._Dibuat ‘berdasarkan_ Jawaban vanyg dwkaluarkap
.'3olﬂh Deba* emen Derhubungaﬁ Lauu,_Jadz berupa
;ntern-kedlnasan, bukan-dluujukan kepada orang.
*é. Reberatan_Seharusnya_disalurkan-pada Depnaker.

NDJ_PutuSan Praperaﬁiign_;__ |

1. Mengabulkan permohonaé praperadilan untuk sebagi-

all.

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa penghentian penyi-

dikan atas Termohon selaku penyidik berdasarkan

#

. - o) o 7 0,074 -,
SUL a0 DE LS Ll WO DA, ZU/ Ijlgu :;S fad "',_Cia}’

“osah.

3. Menyatakan agar penyidik melanjutkan terhadap
Sudharno Mustafa, SH dan A. Sardjono sesual peng-

aduan Pemohon.




hMenoTak permohonaﬂ Pemohon seleblhnya. f "

'-1 2AjBahwa alasan alasan untuk mepdhentﬁkan pEﬂYlﬁWREF

"tldak vplevan atau dengan ha;a laln sudah ada

“fbukLl suraL dan Seorang sakgl jadﬁ peav1dlk terw

'3hadap Lasus lDl harus d11anjubkan ngh_sebab_ltu

'jpernohonan havus d1kabu1kaa-

iﬁ. Pérn%n£éan.Pfaberédilan;étéé_Séh_étau_Tiéaknyé Suatu
 PenghenL1an Penuntutan A1 i |
i..muaas dan hewanano Jaksa Dalam Pefédlﬁaﬁ Pldana.
.Apakah tugas dan wewenang Jaksa dalam peradilan
pldana 5> Bila melihat perumusan dalam pasai 1 ayat (1)
dan pasa 2 ayat (1 dan 2} Undang-undang Nomor 15 Tahun

1961, maka dalam peradilan pidana tugas jaksa adaiah

| -'_-l'.a*' nk a’n .-diﬁ;_én_tu ?i-a-*il .f*d.alfét_m "'-9.r'¢sé$iﬁ p’ér_-sida.rigfan biasa.

”;sebagglmana }ang d1kemukakan5 pe YLdlk =Lersebut

csebagal penuntut umum yvaitu melakukan penuntutan, men-

jalankan penetapah dan keputusan hakim pidana serta me-

1akukan penyidikan lanjutan. .
Namun sejak berlakunvya KUHAP, mengenal tugas jaksa

dalam peradilan pidana telah menjadi perubahan. Menurut

<




=

P@nuntut umum adalah Jaksa yang dzberi weweﬁang oleh

"ula&sanaka _nepetapan hahim.-
7 .

Jédi S 3ak b@riakunva hUHAP tugas jaksa ada?ah
-af Sebagaﬂ Denuntut umum .  -'“

-fbgprTaksana. putusan p@ngadllan  yang  telah ‘mempunyai

IKEKQatan tetap,

'2.?Pengertﬂan Penuntutan...

 3DenunLuuan sangat erat hubungannva oengan penyidik

“an, karena dalam proses pexadilanqpiﬁana penuntut meru-

:@akén]laﬁgkah;selanjutnyawsetelahftéhap_penyidikan. Me-

nurut pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan
penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepenga-
dilan negeri vang berwenang dengan permintaan supaya di

periksa dan diputus oleh hakim di sidang pengad lan.

YRR EIER TG denganpengad il an TETTET I VAT e
wenang adalah pengadilan negeri yang berhak untuk mene-
rima, memeriksa dan mengadili serta penyelesalan setiap

perkara vang diajukan kepadanya oleh penuntut umum se-

daerah hukumnva.

A




':jMéﬂﬁrutS?ésalﬁlSZKUﬁAP3fpenﬁﬁtﬁtfﬁ&um ménén£ukah.'

“Tfna dalam dae?ah hukumnya denca1 mellmpahkaﬁ pevkala

":le pengadlian yaﬁg berwenang meagad1ll..Dengan dem*klaﬁ

."fmaka daerah nukum Regaksaan sana aengan daerah hukum

.;p__ .ﬁ_l_:iéedaerahnya. Keteﬁtuan 1n1 sudah dlcanbumm
':Qkan dengan tcaas da?am pasal 6 ayat (2)'Undang~Undang
.:'No 15 Tahun 1961, ‘Dan d? dalam pas _J_ KUHAPimemﬁat we-

: wenang penuﬁtuL umum dalam nenjalankan tugasnva.

:3,:P:ap§nﬁn;utan.

.Kpﬁéﬁ tidak memberikan.éengertian tentang prapenun
.ﬁu;aﬁ;_Namgn damikiag ma&sg@_dg:i pada prapenugtutan
.Téééaf.dikétéhﬁi.dalém pasai'ilb.dan pasal 138 KUHAP.
| Walaupun KUHAP memberikan batasan yang tegas anta-
‘ra tahap penyidikan dengan tahap penuntutan, tetapli da-
lam pelaksanaannva tidak demikian, karena keduanya me-

rupakan rangkaian dari tahap-tahap peradilan pidana,

yang mengandung koordinasi dan sinkronisasi.
Setelah penvidik selesai melakukan penyidikan,
tahap pertama yang dilakukannya adalah menyerahkan ber-

kas perkara kepada penuntut umum. Jaksa penuntut umum




137

Lenudlan menelltl qpakah berﬂas perhara tersebut sudah

:1engkap atau. beTum artinya apakah suéah memenuhl pev—

's arauan balk *orma! maumunamaterlllnva.

“gﬁﬁﬂﬁﬁkkéﬁ _bahwa' berkég. D@F;aTa. Purmng ienahao. atau
:kurang sompurna mal Ka penuntut umum sesuai dengan keweu
'inapgannva sebégawmaﬁa.tersebut dalém pasaT l4 sub.b,
melakuxan'.prapenuntutaﬁ"yaltu _mengemballkaa kembali
Wberkﬁs:perkara kepada penvidik disertai petunjuk ten-
'-taﬁg halmhél yang ‘harus dilengkapi demi KkKesempurnaan
_jaiannya pemerlxsaan d1 sadang pehgadilan.
 KUHAP-mamang membe ikan batas waktu bagil penuntut
umum  untuk, melakukan prapenuntutan dan bagi penvidik
untuk melakukan penyidik tambahan, tetapi HKUHAP tidak
memberikan ketentuan tentang berapa kKalikah penuntut
~umur dapat melakukankprapenuntutan itu. Jadi seociah-
olah tidak ada batasnva, prépenuntutan itu dapat dilaku
kan oieh penuntut umum sampai berkas perkara itu leng-
kap dan sempurna.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam prak-

rekagparat aparat penegak hukum mengadakan rapat Koordi-

nasi baik sedareah hukumnya maupurn pada tingkat nasio-

4
nal.'7)

Ibid, hal. 62.

FJadiQapabﬂld habwl”penelltian daﬁ pemerlxsaaﬁ me—_“ '




Penuntutan

' Berdasarkan pasal 139 KUHAP ada

eiakukan penuntutap
'Vb; Mengbenthan penunuutan.

Melakukan Penuntutan. .

132 3_ Menurub pasal 140 aaat (l) KUHAP,

”'Lut umum berpendupat bahwa darl ha511

umum ternadap berkas pe:;:ka-i‘-a--7-=

138 %

2 kemungklnan Sﬂwg 

dalam.hal

penun-

penyidikan_dapat

dllakukan Denuntutaﬁ

R suraL ﬁakwaan.

ia dglam waktu secepatnya membuat

Berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHAP, yang terpen-

tlﬂg dalam surat daxwaaﬁ adalah syarat materlllnya sSe-

_bagalmana-Lercantum dalam pasal 143 ayat {(2) huruf b

. KUHAP, dimana apabila tldak terpenuhi, maka surat dakwa

" an tersebut batal demi hukum. Namun demikian, penuntut

‘umum harus memperhatikan syarat formilnya juga, Jangan

sampai keliru dalam mencantumkan identitas terdakwa,

sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Setelah melakukan surat dakwaan, menurut pasal 143

<

ayat (1) KUHAP, penuntut umum melimpahkan peérkara ke

pengadilan negeri dengan permintaan agar segera meng-
adili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
Turunan surat pelimpahan beserta

perkara .surat




“  éakwéan disgmpaikan ke@é&a.tersangka_étéu kuasanya:étau_
:Péﬁésehat hqkumnya Qéﬁ:éeﬁyidikj'padé $aét_yang.bersama_
_f;aﬁ§déq§§n §épyé@pai§ﬁféﬁ%éﬁmééﬁiﬁééﬁédféeﬁkéré_ﬁexﬁﬁbut_
ke pengadilan megeri (pasal 143 ayat (4) KUERR).
| ..' 5§35iié hakim.béﬁﬁéﬁdé?at béhwa $u£at dgk%aah itu
 kuran§ memenghi sya:aifsyarat. Hakim:dépat_pula memberi
”iméaraﬁ kepaaé.penuntufguﬁum.égar merubah surat dakwaan
.{ersebug. |
_ﬁan penuptut umum dapaﬁmmengubah untuk menvempurnakan
surat dakwaan atau tidak melanjutkan penuntutannya. Me -
ngubah surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kalil
selaﬁbafwlambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai (pasal
144 KUHAP).
b. Menghentikaﬁ Penuntutan
| Penuntutan umum dapat melakukan penghentian penun-
tutan, apabila
1)  Tidak terdapat cukup bukti.
2) Peristiwa tersebut ternvata bukan merupakan
- tindak pidana.

3) ‘Perkara ditutup demi hukum.

Misainva : (1) Ne bls 1n idem (pasal 76 KUHP)
(2) Terdakwa meninggal dunia (pasal 76 KUBP)q
{3) Kadaluarsa (pasal 78 KUHP).
Namun demikian apabila ada alasan baru yang menu-

-

rut penjelasan pasal 140 ayat {2) huruf & KUHAP, apabila




'ﬁ; fkan Dutasan akhlr_ke pengad_lan t Qggl.;

:dip'?o?@h penun;ut umum d‘r17p@py1dwk'yapg berasaW_?défi{

ﬂlaxukaD“Pengujlaﬁ Tevhadap Sab;Atau TiﬁakhYa'Suatu_

Pengnnn_tan DenuntLtan

'% éé?éﬁ@;f@éiéﬁ §ém§;i%Saéﬁ?Eeabéaﬁénfpeﬁghénﬁian per

:ﬁn31d1kap, maka_anablla-praceraawlan yang menebapkan_-ti—_

ﬂf;aak sahnva p@pgbent1ap Denuntntan, masmh dapat dlmln;aﬂ

Pﬂnghentlan penuntucan yapg dapat dlmwntaxan spemne—

.{rl}saan keabsanannya ke naaamap praoeradvlan ini tidak

”Htermasuk penyamPWPgap Derka_a uncuk kepe ulnganimum vang

,

'Jmeﬂjadﬂ wewcnaﬂg Jak;a Aguﬁg, ke;entuan lPl dldapa i pa-

-y

”ﬁf“dé enjelanan dari Dasal 7/ KUH&-.

. Di Pengadllan Negerl Jakarta Pusat Jakarta Selatan
"&an dakarta Tlmur penu?ls uelah menccha untukw mencari
'-be?has perkars tentang pengujlan terhadap sah atau tidak

.nya suatu pengnenﬁlan penuntutani rupanya_éz ketiga Pe-

 £§a&iian nééefi tersébﬁt belum pernah ada kasus tersebut

: _ . 5
ﬁanfdi dalam surat kabar maupun majalah pehulis baru me-
'lihat.ﬁatu kasus tentang pengujian-keabsahan penghentian
penuntutan, vaitu kasus Moch.Amien, SH bekas jaksa pada

Kejaksanan Tinggi Jakarta Timur yang mempraperadllan be-




|~ :
B
| SR

'  Jkas 1nsban51nya. Kasus lﬂ‘ penulls dapatkan pada majalah

f,suh C ha?aman 62

ni- telah3 :nu 15 ba“as maaa"_jg

a”Oleh karena.wt dah akan pﬂnulls u a1kan lagw d;slnl,.

Permlntaan Prayexaailap M@ngena1 Gant1 RLgl dan Rmha-

o blllta51 _  

Peﬁg .Ll an Gantl ﬁugl Dap Rehab111£381. .

Eanc dlmahsud dengan aantl keruglan adalah hak se-
'orana unzuk mendapatkan pemenunap atas tuntugannya vyang
'-berupa 1mba1an segumla uang havena dluangkap, _dlhahan,
dltunuu;.a. aupun dladmxz tanpa alasan yang: berdasarkan
'-vuﬁdaﬁg—undang atau karena kekeiiruaﬁ-meﬁgemai orangﬁya
- atau hukum vang diterapkan, menurut .cara yang diatur da-

' "lam undang undang ini (pasal 1 butir 22 KUHAP)
-Sedangkan rehabilitasi adalah hak secrang untuk
mendapatkan pemulihan haknja dalam kemampuan kedudukan
dan harkat serta martabatnva vang diberikan pada tingkat

penyidikan penuntutan atau peradilan karena ditangkap,

e Ay .| P S b

iEdltOT tanggal 5 Desember 7987 tanggal 19 November 1988:2”:w'h

Majalab Tempo tanggal 12 Desembev 1987 dlmana thal_ 

. P 5 . N b
[0 = =3 U W = = 0 R S S L 1 S S =SS R e S &
%

dasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yvang diterapkan menurut cara vang
diatur dalam undang-undang ini (pasal 1 butir 23 KUHAP).

Oemar Senc Adjo mengklasifikasikan ganti kerugian




dltahan;ﬁ

Vana b@rbunyl-i"”

.Tditahaﬁ,_dutuntut ataL—_;7

“”5~f§uﬁh&iadil4iuanpa qlasan vang berdasarkan :-Bn~f:ﬁ

'”ﬁf;idang Dndang atau. karepa kekellruan: : mQJeralif"; ?
'f;forangnva atau hukum yang dﬂterapkannya, be:hak

".;menunbuu gantl keruglan dan rehnblllta51,_¢_g

SeteTaSﬂva Dﬂrlha1 ganuz Keruglan dan rehabzlitas1
dlatur qua da?am KUHAP yaknl dl bawah Eab XIT tentang

' 7Gant1 Keruglap dan RehabletaSL; dalam padal 95, 96 dan

”'9/ KUHTL :

Berdasa?kan pasa1 95 KUHAP. maka ganti kerugian da-
:pat dzgolongkan.qalam dua macam, yvang peruama adalan

‘ganti kKerugian atas penangkapan, penahanan serta tindak-

4 .
‘S)Oemar seno Adji, Hukum Hakim Pidana,dikutip oleh
Ratna. N.&, SH, Ibid, hal 78.




f14

”an 1a1n ang tléak sah _dan untuk dlthjuk penyelesawanf 

-'gnya pada Demerzksaam serta acara Dada prapexadllan ( pam_;

fiz aan 5)

'”ﬁadiliﬁ*anﬁan

o s e o
'":;(l) KUHAP

Begltu juga berdasa?kan pasal 97 KUHAP,rehabll1ta51

";qapat dﬂ gkap dalam dua macam, yaltu 'r@habwlluasw

'yang dlkawgkan dengap ponghukuman serta renablllzasz baw_

1983

uenuang PelakSQnaan RUHAP)

.. 591 m@reha yang dl pghap, dltahan atau dltﬁﬁtut 5@ tanpa
[ sah dan vehabm“mta51 bagl mereka yang tevnyaua dlbebas~
"}*kan OWEh Dﬂngadllan REUE”l... . .

B Ism Duuhsan atau,peneuapén_rebablllta31 ._@iumumkan

'”;dleh pan1te:a dengan menempglkan_pada papan pengumuman

.ﬁeﬁgadilan (pasal o, ?efaturén Pemerintah No. 27 Tahun

2. Wewenaag Hakim Praperadilan Di Dalam Memuituskan Ganti
Rudi ban Atau Rehabilitasi.

Yang menjadi pertanyaan, ganti kerugian dan rehabi-

tidak

diajukan kepada pengadilan.

3 ilitasi vang bagaimanakah yang menjadi wewenang prapera-
ARV ARY Hen Y Ad T WAREH ARG Tpraperad T Tan Ty ettt
tutan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkaranva

Hakim praperadilan hanya dapat menetapkan suatu gan

ti kerugian atas suatu penangkapan, penahanan serta peée-




Y -

"fnetapan gapL1 keruglan terhadap tlndakan laln, dlmana da'

ilam penjelasan pasa1 95 ayau:_T) KUHAP dlta svrkan seba~ e

'fg:dlmengertl, kavena araperadllan wewenangnya aaaWah pada

'2t1ndakan

”Lindak n paaa zase pemerlksaan penaahuluap, dan

fbaﬁasnya adaiah sampal pe?kara tersebuc dlaguxan Le de—
'ffpan 31dang Dengadﬂlan.z' | | |
Seaangkan naklm D*a@evadllaﬁ hanva dapat memberlkan
 ;Tehabil1tas1 anablla dlpandang penangkapan atau penahan—
3an_éeseoang.dla agap tldak sah dan Llngkatnya ma51h pa-
- .da :asa pemerLKSaap p@ndanuluan._ o |
Rehab111; si'di tas, adalaﬁ ﬁerupakan.peng@mballan
'-nama bagl mereska 'ang tltangkaw maupun altahan, dlmana
';l;:  i. telah LErJadl ﬁesaTahan oraﬁgnva maupun kesalaban pene—
:rapan gukumnya, sehingga bagi mereka dikembalikan nama
baiknyé. |
Berikut ini akan diuraikan sebuah contoh tentang

A putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu pe-

HARAnan, " PeErMinTaan yantiragtdan rehabi Titast; vERTTY

%

Putusan No. 06/PRA.PID/1983 PW.JAK PUSAT. sebagali beri-

kut
Abraham Jacob telah mengajukan permchonan kepada Ke

tua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa sSah

atau tidaknya penahanan yang dilakukan Kores Kepolisian.




Metro 701 Jakarta Pusat.

A. Kasus Posisinya :

1.

. Bahwa tersangka telah ditahan oleh Kepglisian Ko-

“resg Metro 701'Jakarta Puséﬁfsejak téhg§a1:26':Sepm_

tember 1983, tanpa memberikan surat perintah pena-

hanan, baik kepada tersangka maupun kepada kelbar-
ganya. |

Bahwé‘pada tanggal 31 Cktober 1883 termohon mela-
Iaui &éa anggotanya telah mendatangi pemohon d4di tem
pat tazhanan dan tanpa diberi kesempatan membaca
terlebih dahulu memaksa pemohon menandatangani tu-
jJuh helai kertas dan yang diketahui kemudian ada-
lah surat perintah penahanan dan surat perintah

perpanjangan penahanan.

B, Petitum :

L.

2.

Menyatakan bahwa penshanan atas diri pemohon ada-
lah tidak sah.
Menghukum Termohon dalam 1 x 24 jam mengeluarkan

Pemohon dari tahanan.

3. Menghukum Termchon untuk :

B S |

woMentyasvar - ganttorugtryang - patut - menerat-aean-ates
<

penahanan vang tidak sah tersebut.
b. Merehabilitasi nama baik Pemohon atas penahanan

vang tidak sah tersebut.




L. uawaban Termohon

,l;_Bahwa tlndak pldana yang dllakukan oleh . nPemohon
g aﬁduga keras sebagalmana dlatur dalam pasal . 351
“tay;t_\l) BUHP y g:“ dasavkan ) sal 21 a§at3*(é)~~

huruf~b-KUHAP,3adalah~merupakan Lwndak Dldana vang
- dapat ditahan.
2. Bahwa tidak benar Surat Perintah Penghanan - tidak

disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon dan ke-

lluarganya.

3. Bahwa Perpanjangan penahanan telah dimintakan oleh
-Texﬁohon kepada Kepala Kejaksaaan Negeri ~Jakarta
~ Pusat. |

Bahwa Tersangka telah beralih meniadi tahanan Jak-

=3

sa sehingga tidak dapat dihadirkan Termochon pada

tanggal 29 November 1983.

. D. Putusan Praperadilan
- Menyatakan penszhanan atas tersangka Abraham Jacob

tetap diteruskan.

E. Pertimbangan Hukumnyz

1. Bahwa kuasa Pemohon tidak ada mengajukan saksi-sak

si dan zlat-alat bukti vang dapat memperkuat dalam
X
permohonannya tersabut.

2. Bahwa pada sidang tanggal 29 Nopembeé 1983, kuasa

Pemohon tidak hadir tanpa memberikan alasan vang

sah.




":.33; Bahwa pemerﬂksaan Lernadap Derkara ini. hldak muﬂg

":.kﬂn dluunda—tunda _____ : dmputus

’”jmengxngau berdasa

"an tlndakanfdalam Denangkapan dan penahanan .pemof

.f;hon maka penahanan te*hadab dlrl Pemohonﬁ_ adalah
'suaah sah.menurut hukum, oleh karena 1tu permohon—

 Lfan-Pemohon harus &1Lolak seluruhnya.".

S,_Baﬁwa cukup qlasap alasan un;uk menyatakan _ bahwé_l
penangkaman dan penabanan vang telan dllakukan terg

: hadap Texsangka ba?us dlDertahankan.




LBAB V.

’Keéimptlanff

-

KeélmuuLéﬂ yan g.ﬁawat diamb; _ﬁér;paia*yang”tskgﬁi
.aluralkan dl muka adalah sebagal bérlkut_: o
.f"ﬂ ;. Deﬁgan berlakunya Kztab Undano Undang  Huku
.”.Aca:a ? dana mela1u1 Undang Undang No.8 Tahun:
iéSi (Lembaran Negareas R.& Nomor 3209), maka'hak~
hak_asasi fakyat_lndonésia_makin diperhétikaﬁ?
éeéuai_ dengan éksistensi _ﬁeéara kKita sebagéi 
.Negara Hulkum fang.ﬁerfalsaﬁahkén Pancasiia_daﬁf
Undang-Undang Dasar 1945, |
27 Salah satu inovasi perlindungan hak asasi yanglg
- tercantum Galam KUHAFP dan tidak dikenal sebelum
.nya di dalam HIR, ialah adanya Lembaga Praper{:"
adilan bagi setia§ warga yang ditangkap, di-
tahan, dihentikan penyidikannya dan dihentikan
penuntutannya  tanpa alasan yang berdasarkan

undang-undang.

Sremsekioun-irgny e relag e tertentuose e rrakehrak
tersangka dan terdakwa; yvang menjadil wewenand
praperadilan, cukup menunjukkan bukti betapa
perlunya hak-hak yang telah dicantumkan dalém

KUHA? tersebut dijaga.dan dijamin keberlangsung-'”
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AP

annya, di mana justru yang paling erat hubuhgan

‘nya dengan hak asasi manusia, vakni kebebasan
. bergerak dari setiap warga negara.
Pelaksanaan selanjutnya dari Hukum Acara Pidana

tersebut mendapat s permasalahan-permasalahan,

Permasalahan tersebut antara lain, pelaksanaan
putusan praperadilan sering kali realisasinya
bérjalan seret atau tiak dapat dijalankan. Dan
masalah ini belum diatur di dalam KUHAP. Banyak
permohonan praperadilan sering bahkan pada umum
nya mengalami kegagalan, karena adanya rasa
setia kawan antara aparat pensegak hukum dan se-

iuruh tindakan didasari 'oleh formalisme belaka

dan dilatar belakangi politis.

KUHAP +tidak mengatur secara terperinci dan Je-

las tentang praperadilan, masih banyak terdapat
kelemahan—kelamahaﬁ, dan pembuat undang-undang
juga kurang konsisten sehingga perumusannya sa-
limg bertentangan. Walaupun telah dicoba untuk

menutupinya dengan berbagai peraturan seperti

T ot
WFLAE Y

surat-tepotusar-fentert-Rehekimean—Buret

1 3 Al
Mahkamah Agung, dan lain sebagainya, akan te-
tapi seringkali tak jelas isinyva dan bisa di-

interpretasikan bermacam-macam. Sehingga di da-

lam prakteknya sering terjadi perbedaan pendapat




 adilan belum jelas, sehingga  benyak terjadi

pr st

 qén ketidak_seragamag_dalam penerapannya.

LBahwa_harus-éiakui; peraturan_tentang_prapermj

perbedaan pendapat -dan pertentangan. di dalam -

Knva, “sehingga ‘banyak " pencarikeadilan

o

yang coba-coba memanfaatkan kelemahan tersebut

‘melakukan upaya terobosan  atas suatu putusan

- praperadilan ke Mahkamah Agung.

Walaupun putusannya nanti, tidak diterima Mah-
kamah Agung, tetapi ada benarnya karena dengan

adanya upaya semacam itu akan bertambah perben-

daharaan bagi praperadilan sebagai lembaga yang

“menijamin hak asasi bagi pesakitan, juga korban

kejahatan.

Betapapun baikava peraturan~peraturan hukum da-
lam KUHAP, namun tidak akan ada manfaatnya jika
tidak dilaksanakan éebagaimana mestinya. Karena
segala sesuatu pada akhirnya fergantung pada
manusianya, vailtu apara% penegak hukum selaku

pelaksana dan penvelenggara serta kesadaran hukum

&

masyarakat. CIER "KEfens ITu @l sanping penguass
an pengetahuan tentang hukum acara pidana yang
diharapkan dari para penegak hukum, juga di-
tuntut tumbuhnya kesadaran akan harkat dan mar-

tabat manusia vang harus dijunjung tinggi, dan
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ini berkenaan déngan faktor mental.

8. Akhixnya,'dengan diintrodusirnya l@mbaga pra-
peradilan telah membawa hukum acara pidana kita
'éadé.dergtén.n§§érafnegara.yan§_meﬁjunjung har-
kéinmanuéia,”dan”hal demikian bukahlah karena
ikut—ikutan saja, akan tetapl melakukan dengan
penuh kesadaran dan patutlah perihal menjunjung
serta menghormati hak asasi manusia menjadl
sikap seluruh warga Indonesia, terutama bagi
mereka vang berhubungan erat dengan upaya paksa.

Demikianlah kesimpulan yang dapat diambil dari isi

skripsi ini.

B. Saran-saran

Berkenaan dengan apa vang telah penulis uraikan di
muka, mengenai "masalah praperadilan di Indonesia dalam
teori dan praktek", maka penulis dengan segala XKerendan
an hati menyarankan, seperti berikut :

1. Suatu harapan terhadap kemungkinan ditinjau

kembali pasal-pasal yang kurang lengkap menge-

nal praperadllan dengan tujuan Uncuk fEfperyaT

<
ki berbagai kelemahan perumusan ketentuan-Ke-
tentuan vang ada di dalamnya, sehingga KUHAP

dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan

mampu mencapal kepastian hukum.




ot
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2. Sehubungan dengan timbulnya beberapa permasélah

an, khususnya di dalam pelaksanaan putusan pra-

_ peradilan, maka diharapkan hal-hal yang perlu

fieN

w

i

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintahb

ol
I.l
Y
ot
o
-
;‘.)

segera dikeluarkan. Selain demi tegak mantapnya

hukum di negara kita serta guna tercapainya ke-

pastian.hukum dan keadilan, terutama bagi para
pencari keadilan dan di samping itu sebagal per
wujudan daripada perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia.

Hendaklah para penegak nukum mempertinggl mutu
pengetahuan, mutu keterampilan dan mutu mental,
melalui jalur pendidikan dan penataran agar
dapat disempurnakan kekurangan pengetahuan di
bidang pelaksanazan tersebut.

Di samping itu, terhadap penyelenggaraan tugas
dan kewenangan apafat penegak hukum patut di-
adakan pengawasan yang baik, penelitian yang
cermat serta pengujian vang tepat agar pelaksa-

na mendapat bimbkbingan vang memberikan penyem-—

pUrnERn T TEgRsnyE U penyeweEsarrrvertika e taunpun
horizontal dapat berjalan mencapal sasarannva,
sehingga pendapat masyarakat vyang dilancarkan
melaliul media massa akan menjadi pelengkap dan

tidak menjadi pendadakan yang mengejutkan.

<




5. Hendaklah para anggota masyarakat dapat_beﬁar~

benar merasa, bahwa ia akan. diperlakukan menu-

hukum.

. Hepada ‘anggota masyarakat diberikan penerangan

“luas dan gtau penvuluhanintensif -mengenal un-

.dang-undang dengan tujuan agar mereka menjadi

Sadéxj hukum.  Tahap selanjutnya adalah karena

‘mereka sadar hukum, mereka benar-benar dapat tu-

rut serta dalam rangkaian usaha menegakkan hu-
kam_dan keadilian di dalam masyarakat.

Héndaknya berbagai peraturan pelaksanaan KUHAP
aibﬁat se¢ara +terperinci dan Jjelas, sehingga
tidak dilterpretasikan bermacam-macan dan di-
buat untuk menutupi berbagai kelemahan KUHAP
pada umumhya, praperadilan pada khususnya. Dan
tidak merubah gagasan dasar daripada KUHAP.
Pada akhir skripsilini, penulis sarankan mari-
lah kita tanggulangi dan kita bahas bersama-
sama, agar masalah ini bukan hanya masalah pen-

cari keadilan atau pemerintah ({(aparat penegak

wukun Ty TaTretepi-wasalair-kiteosemws T oselural

bangsa Indconesia.
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'  wIDyo PRAYOGO {H 484198 8405020161)
leASALAH PRAPERADILAN DI ENDQNESIA DALAM TEORI DAN pRAerK

lh”j+ila9 halaman + 1989 JQ 1f_p:'

'fTKataﬁkunCL 1 Praperadllan dalam Praktek

;nprap@radllan merupakan tonggak sejarah per
;llndungan hak asas1 manu51a dl 1ndonesma dan banya:_
'ffpencarl keadllan menaruh pengharapan pada praperadllan

f{TujuaﬂnYa membErlkan gambaran yang jelas mengenal masalah

.  ;praperad1lan yaltu 'bagalmana' pengaturannya menurut-  

'lf'”hukum dan bagalmana pelaksanaannya dalam prahtek. Metodef ”

.$  pepe%lt1annya"adalah  '“x1set S lapangan“ dan “rlset:fﬂ'
';fkéﬁﬁéégkaéﬁﬂf Hasml penelltlan .undangmundang Qang adaﬂ:'
' 'f .be1um mengatur secara 3elas dan tegas tentang;xaperaﬁianiﬁ-
'iménye@abkan. dalam pelaksanaannya__terjadl perbedaani 
.;_pénéféﬁén. KééAmpulannya dasar pemlklran dilntrodu51rnyéff_
_praperadllan belum dlmengertl oleh aparat penegak hukum |
"_isehlngga pemecahan permasalahan tldak terlkat dan belumff:
:sesuaz._dengan--tujuan dibentuknya praperadllan, Saran,an
e  agar undang-undang yang mwengatur praperadilan segéré 

dilengkapi dan para aparat penegak hukum melakukan eva-

- luasi, apakah dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuail

' dengan KUHAP, kalau belum yang penting ada kemauan untuk
menyesuaikannya.

(Fd Daftar acuan 29 buku (1982 - 1988) _ %

L <
Ui

¥ .
//\}(/
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